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slapa pertanjaan-pertanjaan itu ditudjukan. Ada kalanja se-
suatu pertanjaan menurut sifatnja dipandang perlu untuk
diadjukan kepada lebih daripada satu kementerian. Dengan
demikian maka sesuatu pertanjaan dapat djuga mendapat lebih
dari satu djawaban dari beberapa Menteri. Dslam hal demikian
maka pertanjaan itu dimuat puls beberapa kali dan mendapat
nomor jang berlainan.

Selain daripada itu, untuk memudahlkan dalam menggunakan
buku ini, maka selain ,Daftar Isi” dibagian belakang buku ini
digediakan pula dua daftar lagi, jalak ,Daftar Nama Penanja”
dan ,Daftar Soal”. Dengan demikian maka bagi orang jang
hendak mengetahui pertanjaan jang telah diadjukan oleh ge-
seorang anggota D.P.R., tjukuplah dengan mentiari itu dalam
LDaftar Nama Penanja” untuk mengetahui halaman-halaman
mana jang perlu disingkapnia. Dan barangsiapa hendak menge-
tahui sampsai dimana sesuatu soal telah ditanjakan dan men-
dapat diawaban dari Pemerintah, tjukuplah hal itu ditjari
dalam ,Daftar Soal”.

Sekertariatl

Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia Serikat.

18
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Pemandangan dari penanja terhadop pertanjoan tersebut,
Seperti maklum sebelum penjerahan kedaulatan antara
Ned, Indig difihak jang pertama dan Pemerintah Inggeris
di Straits dilain fihak ada berbagai-bagai persetudjuan,
diantara lain ialah;:

a. Persetudjuan tentang penjerahan pendjahat2.

b. Perseiudjuanz tentang perlakuan jang sama dengan
kapal’nja sendiri terhadap kapal? jang mcmakai ben-
dera fihak jang pertama oleh jang kedua dan sebaliknja.

Setelah penjerahan kedaulatan (ini menurut persetudjuan

K.M.B.), maka 2 hal jang tsb. diatas berlangsung terus

sedangkan dalam hal ini Pemerintah R.L3. mengganti

Pemerintah Ned.-Indié.

Kembali kepada pertanjoan.

Kalau terdjadi, bahwa Pemerintah Inggeris tidak menjerah-
kan Westerling ini, maka berartilah, bahwa Inggeris tidak
memakal persetudjuan jang dimaksud di letter ¢ diatas,
Dengan demikian beranikah Pemerintah dalam hal ini
mermbatalkan djuga persetudjuan? dengan Pemerintah
Inggeris, jang dimaksud di letter b diatas?

B. Dalam menjusun kedudukan pegawai? pada djawatan:
dan kementerian?, apakah oleh jang berwadjib telah diper-
hatikan dengan sungguh tentang sjarat? jang diperlukan
untuk mendjabat djawatan- itu?

Kalau sjarat® itu sudah dengan sungguh? dlperhaukan oleh
Pemerintah, dapatkah Pemerintah menjebut sjarat? mana-
kah itu?

Pemandangan.

Diberbagai? kementerian R.I1.S, kini terdapat 2 golongan
pegawai pada umumnja.

Satw golongan, talah mereka jang berasal dari R.I.

Satw golongan lagi, ialah jang dinamakan orang pegawai?
pre-federal.

Kini 2 golongan pegawai itu ber-tambah? dalam menduduki
kursi? jang penting? dan jang tinggi?. Disatu kementerian
dimana golongan jang satu besar djuralahnja dan merasa
dirinja kuat, golongan inilah jang seakan-akan merddjalela.
Dilain Kementerian pula, gercmbolan jang kedualah jang
agak berkuasa dan merekalah jang meradjalela.
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DJAWABAN Perdana Menteri:

Dari mana saudara Ahem Erningpradja mendapat kabar
demikian saja tidak tahu. Memang soal itu ada termuat
dalam surat? kabar. :
Telapi pengetahuan saja tentang itu hanja saja terima
dari surat kabar itu pula.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

PVRTA’\IJAAN anggota IHastadi Suprapto:

Tentang sool penurunan gadji.
Apahah Tuan Ketua tidak sependapat dengan kami, bahwa
soal penurunan gadji para pegawai ttu tidak malahan ber-
arti suatu penghematan, bahkan akan memperhebat ada-
nia korupsi dari pada tahun® jang lampau?

DIAWABAN Perdana Menteri:
Penyrunan gadil ini sebensynja tidak boleh dipandang
begitu sadia, oleh karena kita menghadapi suatu keadaan
jang sulit tentang nafkah pegawaiz,
Tudjnan Pomerh 71,_1}' ialah, supaja pegawai? kita dari hawah
343 ip:u keatas mempunijal naflzh jang tjukup, sehingea
mereka ity duput kerdja dengan senang dan gembira. Tapi
pada waktu ini Pemerintah sedang meng hadapi kesulitan
nzan adanja 2 matjam golengan pegawal, ]altu satu jang
rooal dari RO dan jang keduania, ialah jang berasal
dari Pemerintah pre-federal. Tekhadap 2 golengan ini ber-
laku 2 matjam peraturan gadji, jaitu P.G.P. dan B.A.G.
Kalau kita memperhatikan betul® peraturan gadii R.I.,
maka perimbangan gadji jang paling rendah dengan jang
paling tinggl, adalah 117, sedangkan menurut B.A.G.
adalah 1 :64.
Maka Pemerintah R.LE. dengan gendirinia fidak hisa
mengadakan 2 matjam stelsel (peraturan) gadji buat
gseluruh pegawail. Oleh karena itu Pemerintah mentiari
akal. Soal ini sedang dipetiah oleh Kantor Urusan Pegawai
Negeri dan mengambil dasar P.G.P., dimana perbedaan
gadil tidak begitu besar. Menurut P.G.P. gadji jang paling
rendah itu f 45— (empatpulub lima rupiah} sedangkan
menurut B.A.G. gadji jang paling rendah itu adalah djauh
lebih ketjil. Maka oleh karena itu Pemerintah mengambil
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PERTANJAAN anggota Djuswads Suprapto:

Tentang penjerahan Westerling.

Tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah,
apabila fihak Belanda tidak suka menjerahkan Westerling
kepada R.IS.7

DIJAWABAN Perdana Menteri:

Dalam hal ini pun kita djangan mendahului tindakan jang
akan diambil oleh Pemerintah Belanda, karena kita sudah
berhubungan dengan Pemerintah Belanda seperti halnja
dengan Pemerintah Inggeris. (Lihat djuga No. 2 — Red.)
(Kutipan pidate djawaban Perdana Menteri dalam rapat
plenc ke-18 tanggal 11 Maret 1850).

PERTANJAAN anggota Mr. Muhamad Yamin:

Menurut berita jang telah tersiar dalam surat: kabar dan
djuga telah dipersaksikan oleh orang? jang baru datang
dari Nederland, maka ternjata, bahwa dikantor Komisaris
Agung R.I.S. di Negeri Belanda dipekerdjakan selainnja
daripada beherapa tenaga bangsa Indonesia jang sangat
berharga, bekerdja pula tenaga Belanda sedjumlah 1188
orang.

Berhubung dengan keadaan jang luar biaga ini, maka pe-
nanja memadjukan pertanjaan:

1. Apakah berita diatas itu benar, dan sekiranja benar
bagaimanakah pendjelasan dan alasan? bagi keadaan
jang luar biasa itu.

2. Apzakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa keadaan luar biasa itu tidak sesuai dengan
kedudukan kantor seorang ambasador dan tidakkah
merugikan kedudukan deviezen Indonesia untuk mem-
belandjai pegawai Belanda jang begitu besar djumlah-
nja?

3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa Komisaris Agung seolah-olah tersampul (inge-
kapseld) oleh pegawal asing di Negeri Belanda itu
dengan merugikan Indonesia?

4. Bersiapkah Pemerintah menindjau lebih landjut se-
dalam-dalamnja keadaan kantor Komisaris Agung jang
tersampul itu dan memperbaiki keadaan jang luar biasa
itu, sehingga mendjadi sehat dan mendjadi sewadjar
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Tindakun apakah jang sudah atau akan dilakukan oleh
Pemerintah bertalian dengan soal ini?

C. Apakah hasil kundjungan selandjutnja dari missi ter-
sebut?

JAWABAN Pordana Menteri:
Sebctulnia seal ini sudah diselidili oleh Pemerintah dan
kepada Djaksa Agung telah dimintakan untuk mengadju-
kan protes kepada Belanda.
"ihak Belanda mendjawab, bahwa kabar? ini tidak benar.
Tni berarti, bahwa tidak ada tawanan? jang dibawa ke
Irian.
Tentang perkabaran, bahwa sdr. Papare tidak boleh ikut
serta dengan missi ke Irian, ini memang benar, dan duduk-
nja perkara demikian:
Setibania di Ambon panitia tersebut telah menerima til-
gram dari Gubernur Nieuw Guinea, jang menerangkan,
hahwa Pemerintah disana bersedia menerima miss] itu,
akan tetapi diminta dengan ‘sangat, supaja djangan ikut
georang anggota berasal dari Irian; ini berhubung dengan
keadaan suasana disana jang sedang meruntjing, katanja.
Kehendak Gubernur Irian ini dikalangan panitia telah
renimbulkan kesulitan jang tak terhingga dan tentang ini
panitia telah mengadakan perundingan jang matang?.
Digitu telah diambil kesimpulan sebagai berikut:
Tentang permintaan Gubernur Irian, supaja panitia itu
djangan diiringi oleh orang berasal dari Irian, jang di-
maksud, ialah sdr. Papare, maka panitia mempertimbang-
kan dua hal, jaitu:

a. Djika panitia pergi ke Irian dengan tidak membawa
sdr. Papare, ini sudah tentu menjinggung kehor-
matannja Panitia dan berarti pula menjinggung
kehormatan dari Pemerintah R.LS.

b. Djika perdjalanan ke Irian itu tidak diteruskan,
maka keadaan jang menjedihkan dari pegawai2z di
Irian — dan ini memang mendjadi tudjuan pertama
bagi Pemerintah untuk mengirimkan sebuah missi
ke Irian — tentu tidak akan terurus.

Sebab menurut keterangan Pemerintah N.I.T., disrian kini
banjak sekali pegawai? jang sedang menunggu di pela-
buhan?, sedang menunggu kesempatan untuk dapat diang-
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A,

Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang hal tjara
menjelesaikan D.I. di-mana? tempat? Djika kiranja
penjelesalan itu hanja diselesaikan dengan tjara militer
sadja, apa Pemerintah tidak sependapat dengan pena-
nja, bahwa dalam hal itu terutama rakjat jang men-
derita kerugian lagi?

Bagaimana komisi berusaha dalam hal itu?
Bagaimana sebetulnja politik Pemerintah, jang umum-
nja tampak se-olah? ada dua aliran, jaitu: ada jang
memegang teguh Konstitusi sementars, ada pula jang
mengingat pergolakan didalam masjarakat, umpama-
nja sekarang djuga sudah mau membentuk Negara
Kesatuan?

DIAWABAN Perdana Menteri:

A,

Soal ini agak kusut, gecompliceerd. Pemerintah mem-
perbedakan antara D.I. jang mempunjai ideologi dan
gerombolan jang memakal nama D.JI. sebagai kedok
sadja untuk mengadakan kekatjauan. Pemerintah tidak
mengadakan pembersihan terhadap D.I. sebagai suatu
gerakan ideologi dan Pemerintah hanja mengadakan
pembasmian dan pembersihan terhadap golongan? jang
bersendjata dan mengatjaukan rakjat dan menamakan
dirinja D.I

Dijadi djika Pemerintah bertindak dengan segala tenaga
jang ada, ini tidak ditudjukan kepada D.J. sebagai
gerakan ideologi, akan tetapi ini ditudjukan kepada
mereka jang mempergunakan nama D.JI. untuk men-
tjapai tudjuan berdasarkan kepentingan sendiri? sadja.
Ternjata, bahwa pada beberapa tempat dimana sudah
ditempatkan beberapa pasukan tentara kita, rakjat itu
merasa berterima kasih kepada tentara dan rakjat di-
situ minta agar pasukan itu djangan ditarik lagi dari
tempat? itu dengan alasan, bahwa djika tentara itu
ditarik kembali, mereka itu akan dianiaja lagi oleh D.I.
Djadi dengan ini terang, bahwa sikap D.I jang demikian
tidak mengenai sesuatu ideclogi, akan tetapi ini hanja
mengenai gerombolan jang memakai nama D.I. dan
saja kira mereka mempunjai djuga hubungan dengan
gerombolan dari Westerling.
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tentara Inggeris, saja djawab, bahwa argument itu telah
djuga dimadjukan oieh gclongan jang membantu Wes-
terling. Tetapi menurut dugaan saja Inggeris kiranja tidak
akan senang menerima orang sematjam itu sebagai warga-
negaranja.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Manai Sophiaan:

Tahukah Pemerintah, bahwa di Makassar ada seorang
wartawan, sdr. Mawengkang dari sk. ,Indonesia Timur”,
telah dianiaja oleh segerombolan orang herhubung dengan
tulisan*nja dalam surat kabarnja, bahwa sdr. O. Patty-
maipau dari sk. Massa di Ambon telah dianiaja oleh
segerombolan polisi, karena tulisan?nja dalam surat kabar-
nja. IYjika Pemerintah mengetzhui peristiwa® tersebut di-
atas, dapatkah Pemerintah memberi keterangan tentang
kedua peristiwa tersebut? >

Dan dapatkah Pemerintah memberi keterangan® tentang
tindakan? apa jang sudah diambil Pemerintah terhadap
orang? dan alat kekuasaan jang bertindak se-wenang? itu?
Dan dapatkah Pemerintah memberikan keterangan? kepada
penanja, tindakan? apa jang akan diambil oleh Pemerintah
untuk momberi kesempatan kepada wartawan? memakai
kebebasannja mengeluarkan fikiran dan pendapat jang di-
djamin dalam Undang? Dasar dengan tidak mendapat
gangguan dari fihak jang berkuasa?

DIAWABAN Perdana Menteri:

Pertanjaan sdr, Manal Sophisan tadi mengenal seorang
wartawan jang dianiaia oleh poligi. Dalam hal ini Peme-
rintah tidak dapat mengadakan djawaban jang sedjelas-
djelasnia karena laporan tentang perkara ini belum
diterima.

Menurut Undang? Dasar sementara polisi didaerah adalah
dibawah Pemerintah Daerah-Bagian dan karena itu ke-
amanan di Daerah-Bagian adalah tanggung djawab Peme-
rintah Negara Bagian. Oleh karena itu memang sukar
untule fihak polisi Pemerintah R.LS. untuk memwertang-
gung-djawabkan terhadap Parlemen selama kepolisian
belum dipusatkan, sehingga dapat dipertanggung djawah-






II.

Pertanjaan Anggota? ditudjukan kepada
MENTERI LUAR NEGERI
dan djawabannja.

14, PERTANJAAN anggota Manai Sophiaan:
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A. Didalam surat? kabar tersiar berita? tentang pengang-

katan duta? besar diberbagai Negeri sahabat dan Negeri
tetangga. Penanja ingin mengetahui dari Pemerintah,
berapa banjakkah pengangkatan duta2 hbesar telah
didjalankan dan dinegeri manakah beliau itu sudah di-
tempatkan.

Dapatkah Pemerintah memberi alasan? apa jang men-
dorong kepada Pemerintah untuk mengangkat duta?
besar di Philipina, di Longon dan Negeriz lain?
Tidakkah Pemerintaih berpendapat dengan penanja
bahwa berhubung dengan keuangan negara maka mung-
kin sekali pengangkatan® tersebut amat memberatkan
beban negara sehingga akan meninggikan deficit jang
sudah begitu tinggi itu?

. Menurut pengetahuan penanja sampai hari inl tugas

kewadjiban Menteri Luar Negeri masih dirangkap oleh
Perdana Menteri. Tidakkah Pemerintah berpendapat
bahwa berhubung dengan pengakuan? Luar Negeri ter-
hadap R.I.S. semangkin banjak masuk, jang meng-
akibatkan bertambahnja kewadjiban Menteri Luar
Negeri, bahwa sudah tiba sekarang saatnja untuk
menjerahkan tugas kewadjiban tersebut diatas kepada
georang Menteri Jang istimewsa mengurus soalZ Luar
Negeri?

Djika menurut pendapat Pemerintah belum tiba saatnja
dapatkah Pemerintah memberikan alasan jang lajak,
jang dianggap dapat menghalangi penjerahan tersebut?

. Berita? tentang akan diadakannja perhubungan diple-

matik dengan Rusia makin hari makin banjak dibitja-
rakan. Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan
kepada penanja sampal dimana pertumbuhan per-
hubungan antara Djakarta dan Moskow?






waktunja sudah sampai, saja sendiri akan mengambil
tindakan itu oleh karena bagi saja lebih ringan meme-
gang satu Kementerian daripada dua.

Melihat suasana sekarang, maka saja merasa wadjib
meneruskan pimpinan Kementerian Luar Negeri.

C. Seterusnja saudara tadi menanjakan, sampai dimana-
kah hubungan kita — perundingan kita — dengan
Moskow. Dapat saja katakan dimuka sidang ini, bahwa
kabinet telah memutuskan untuk mengangkat suatu
perutusan ke Moskow untuk membitjarakan perhubung-
an diplomasi antara Soviet Rusia dengan Indonesia.
Menurut pertimbangan Kabinet, lebih baik sdr. Palar
jang dari bermula sudah menindjau perhubungan di-
plomatik itu dari Lake Succes diserahl pimpinan dari-
pada missi itu dan saudara Palar sudah dipanggil
untuk merundingkan dan untuk dapat instruksi. Ang-
gota lainnja dirunding nanti dengan saudara itu.
Sekianlah tentang soal jang mengenali Moskow.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat

plenc ke-18 tanggal 11 Maret 1950).
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pengiriman satuan® tadi akan dapat didjalankan selekasg
mungkin.

Bergandengan dengan itu reorganisasi satuan? KNIL di
N.I.T. dan pemasukannja kedalam APRIS berdjaian terus.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam
ranat pleno ke-i8 fanggal 11 Maret 12503,

PERTANJ AAN anggota . Saroso Harsono:
oy Jang “a_jd terima baik dari surat? chabar, dan dari
radis 1 darl orang- Jaug mcnget‘—wul me-
nganark beberapa harl jang lain ada D raeligi-
nan c.:.eaba_:z Gisertal tembak-mencibak antara kesatuan
T.R.LP. jang berada di Blitar dan sekitarnja dengan he-
beraps kesatuan T.N.I. jang berada dilaresidenan Kediri
seliingga kedua belah pihak mendapat korban jang tidak
sedikit,
Djikalau berita® ini betul maka dimohon sudi apalah
kiranja Pemerintah selekas-lgkasnja memberi keterangan
kepada D.P.R., R.IS. tentang:
2. Sebabpja kediadian pertumpahan darah ini
b. Pada siapa letaknja kesalahan?
¢. Apa Pemerintah sudah mengambil tindakan agar supaja
kedjadian sebagai ini tak berulang di Indonesia umum-
nia dan didaerah Blitar chususnia.

DIAWABAN Menteri Perlahaiian:

Sebabnija perseiisihan antara TRIP-Blitar dan satuan
T NI, dari karesidenan Kedirt dalam garis? besar adalah

emikian:

i. Bedsngkan sebelurn penjerahan Kedaulatan seluruh
tentara werada dalam suasana perang gerilja serta mem-
puijai organisasi jang discsusikan dcrgan kebutuhan
perang gerdw maka segera sesudah tanggal 27 Desember
1949 pimpinan fentars berusaha gekeras-ker a&nJa merobah
keadaan tadi hingga terbentuk suatu tentara jang dapat
met aenuhl tugasnja scbagal tentara dari Pemerintah jang
mempunjai tanggung djawah diseluruh daerah negara kita,
Pnrobahfm ini, baik organisatorisch maupun psychologisc‘q
berarti pekerdiaan jang luas dan berat. .

Dalarm hal ini sering kali Komandan® atasan menemui
kesulitan®, sebagian lagl berupa kesulitan? psychologisch,
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Tentang kesemipaten untuk meheruskan peladjaran hagi
dan pada umumnja nasib dari para peladjar jang selama
perdjuangan kemerdekaan merupakan faktor jang sangat
berharga, sekarang oleh Pemerintah sedang dipersiapkan
rentjana® bersama-sama dengan wakil? dari para peladjar.
Dalam hal ini usahz® jang telah dipersiapkan oleh Peme-
rintah R.I. akan diperhatikan sepenubnja.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam
rapat pleno ke-18 tanggal 31 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota H. Farid Alwi Isa:

A. Apakah sudah diadakan peraturan jang sama mengenai
gadji (bezoldiging) dari Apris jang ada digelurnh
daerah negara?

B. Sudahkah mereka itu menerima gadji jang semistinja
dari pekerdjaan tugas jang didjalankan?

Keterangan. /

Sampai medio Februari 1950 #waktu penanja akan berang-

kat ke Djakarta) didaerah kami masih belum semua dari

anggauta T.IN.I. menerima gadji.

Mereka hanja menerima uang saku sebanjak f 15.—.

Keterangan diatas dapat kami terima dari Anggota T.N.T.

dan C.P.M. didaerah Kabupaten Surabaja.

DIAWADAN Menteri Pertchanan:

a. Peraturan gadji untuk seluruh anggota Angkatan Pe-
rang termaktub dalam Undang? Darurat No, b,

b. Memang harus diakui, bahwa pembajaran gadji dalam
bulan? jang lalu kurang sempurna.

Sebab-sebabnja adalah demikian:

1. Setelah aksi militer Belanda kedua, maka organisasi

Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang disesuai-

kan dengan perdjuangan gerilja, sehingga organisasi?

perawatan seperti terdapat dimasa damai praktis rusak.

Sesudah 27 Desember Kementerian Pertahanan dan Ang-

katan Perang berkewadjiban memindahkan pusatnja dari

Jogja ke Djakarta dan menjusun lagi organisasinja jang

dalam heberapa hal berarti membangunkan kembali dja-

watan? jang tidak dibutuhkan selama perang* gerilja,

sedangkan dalam pada itn timbul gerakan pengatjau2

besarzan, seperti gerakan Westerling.
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DJAWABAN Menteri Pertahanan:
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Saroso Harsono
No. 16).

PERTANJAAN anggota Mr. Muh. Yamin:

Berhubung dengan keadaan jang menandakan kurang ten-

teram pada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

dan djawatan sipil baik kepunjaan Republik Indonesia
ataupun Republik Indonesia Serikat oleh karena banjaklah

gadji sedjak tanggal 27 Desember 1949 belum djuga di-

bajar, maka penanja mengemukakan berkenaan dengan

keadaan itu pertanjaan seperti berikut:

A, Sampai kemanakah henarnja keadaan-keadaan jang
kurang baik itu, dan sekiranja benar apakah jang men-
djadi sebab-sebabnja maka hal itu terdjadi?

B. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa keadaan pem-
hajaran gadji jang tak berlaku atau tak sempurna itu
boleh menimbulkan suasana jang tidak baik terhadap
Republik Indonesia Serikat pada golongan pegawai dan
militer jang telah terbukti menjumbangkan tenaga
kepada negara dan perdjuangan kemerdekaan?

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan jang tegas
bahwa penjelesaian keuangan dalam waktu jang sangat
pendek akan memberi djaminan kepada pegawai, baik
sipil ataupun militer, dengan segera akan dibajar gadjt
mereka itu?

DIJIAWABAN Menferi Pertahanon:

(Likat diawaban atas pertanjsan anggota H. Farid, Alwi
Isa No. 17).

PERTANJAAN anggota Mustapha:

Kami mendapat kabar, bahwa Belanda-baret-hidjau suka

memukuli dan menganiaja rakjat jang bersikap unitaristis

di N.LT.

A, Tahukah Pemerintah tentang peristiwa? di N¢LT.

B. Bila sub A benar, apakah tindakan jang telah atau
atau akan diambil oleh Pemeriniah.
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(Abikusno, Anwar Tjckroaminoto dan Saleh Umar — Red.)
didasarkan atas H.I.LR. dan Kitab Undang? Hukum Pidana
(K U.HF.).

Alasan?nja lalah:

Untuk Sdr. Abikusno: oleh karena ia disangka bersangkut-
paut dengan gerombolan® iiar jang menentang dengan sen-
djata.

Untuk Sdr. Anwar Tjokroominolo:

Oleh karena ia dizangka bersangkut-paut didalam hal ber-
same’ dengap Sdr. Abikusno dan dengan gerakan AP.R.A.
Untulk Sdr. Soaleh Umaer:

Olekh karena ia disangka telah mengeluarkan perintah
untuk membunuh beberapa crang i Tapanuli,

Untuk Sdr. Chairul Saleh:

Ta mendirikan tentara, dengan tudjuan untuk menentang
Pemerintah dan tersangkut dalam pembunuhan beberapa
anggota tentara, polisi dan pegawai sipil di Banten. Ia
diuga mempunjai hubungan dengan pemimpin? gerakan
Apra.

Untuls Sdr. Ahmed Zakaria (Kalimanton):

Ia tersangkut dalam serangan? terhadap beberapa pasukan
dari tentara.

(Kutipan pidato djawaban Menter: Pertahanan dalam
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1050}

PERTANJAAN anggota K. Werdajo:

Soal pers - sensur Militer.

Apakah benar pekabaran jang menjatakan bahwa di Se-
marang oleh instansi Militer diadakan sensur terhadap
ers?

?(a]au henar, maka sungguh saja sesalkan, karena ini
bertentangan dengan pedoman? Negara kita, jang ber-
dasarkan kepada demokrasi. Hendaklah Pemerintah me-
nindjau soal ini kembali dan mentjabutnja.

DIJAWABAN Menteri Pertahanan;

Pekabaran itu tidak benar. Akan tetapi, periu ditegaskan
disini bahwa berdasarkan ,regeling op de staat van oorlog
en beleg” (5. 1939 No. 582), jang sekarang masih berlaku,
instansiz militer di Semarang mempunjai hak untuk meng-






24

44

.

C. Pemerintah tidak berkeberatan menerangkan kepada

penanja jang terhormat, bahwa maksud Pemerintah
adalah membentuk satu Tentara Nasional untuk seluruh
Indonesia, didalam mana haik anggota? jang berasal
dari Tentara Nasional Indonesia maupun warga Negara
Indonesia jang berasal dari K.N.IL. dapat menjum-
bangkan tenaga dan fikirannja.
Seperti telah diterangkan oleh Presiden R.I.S., maka
herdasarkan konperensi Inter Indonesia, T.N.I. adalah
intisari dari Tentara Nasional jang bertanggung djawahb
diseluruh daerah negara kita.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam

rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Serwonn Sastrosulardjo:

A. Tentang peristiwa Blitar tanggal 23 Pebruari 1950,

antara, TRIP dan Tentara dari Divisi T (Kol Sungkono) :
Pertanjoon: Apakah betul Brigadier Surachmat meng-
ambil tindakan jang merupakan peristiwa Blitar tang-
gal 23 Pebruari 1950 tersebut setjara sah dalam arti
mengambilnis tindakan itu sesudah berunding dengan
atau atas perintah dari instansi jang tidak berat se-
belah ? Dalam hal ini perlu di-ingat bahwa anak? TRIP
jang mendjadi korban selama perang kolonial melawan
Belanda ke I dan ke IT telah menundinkkan djasa jang
besar terhadap tanah air, Dan apabila tindakan Briga-
dier Surachmat itu disetudjui oleh pihak atasan, apa-
kah pertimbanganinja?
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja
pahwa tiap clash (bentrokan bersendjata) sematjam
itu merugikan kekuatan nasional, djadi seharusnja
ditjegah dengan penuh kebidjaksanaan?

B. Tentang rasionalisasi dikalangan tentara:

Menurut Taporan?, diberbagai tempat telah diadakan
nasionalisasi dikalangan anggauta Tentara. Semestinja
tiap? anggota Tentara jang di-rasionalisir mendapat
djaminan tjukup.

Pertanjaan: Apakah Pemerintah tidak sependapat
dengan penanja bahwa rasionalisasi harus ditjegah,
agar tidak memperbesar djumlah pengangguran dengan






Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batu N.8.T.)
telah dilarang oleh pembesar: bawahan N.8.T. Alasan
pelarangan di Aek Isnopan itu kabarnja didasarkan

Lep“da peraturan Staat van Beleg en Qorlog menurut

artikel 18 dari 3.0.B. 5tbh 1939 No. 382

Berkenaan dengan itu saja ingin bertanja:

le. Apakah memang masih berlaku lagi peraturan Jan
dimaksud sehingga perlu dladcu«:m larangan untuk
mengadakan rapat:?

Ze. Kalau tidak., apakah tindakan® seperti jang ter-
sebut diatas tidak hertentangan dengan pasal? jang
tersebut dalam hahagian V Koastitusi RIS.?

3e. Kalau ja, apakah Pemerintan bersedia mengambil
tindakan? seperlunja supaia hak: azasi rakjat B
perti mengadakan rapat?, tidak terganggu lagi
dizaman jang akon daLang.’

B. Penembakar2 kepada rakjat jang berdemonsirasi.
Menurut bevita harvian , Mimbar Umum” Madan tanggal
2 Mavet 1930 i1 (lihat: Ichtisar Pers Hementerian
Pererangan RIS, Diaksria 8 Maret 195G, TPI/E3),
Barisan Fengawal di Scrdang Hulu., Negara Sumatera-

i, pada tangeal 27 Pwrum 1850 il telah menem-

baki rakiat jang sedanyg berdemonstrasi deng Zan w“r‘gun

dan bendgatm ctomatis, sehingga 3 orang mendapat
luka* berat dan 3 oran: : ,11tenﬂ

Berkenaan d“nwn neri

tan] Tm *:enada Peme m*‘

te. Falan berita itu benar,
sodin memberikan ket
penembakan itu?

Ze. Apakah Pemerintazh scependapat
bahwa tindakan® jang serupa
dengan maksud pasal:
gian V Konstitusi

Je. Kalau kedjadian jang ters but diatas benar, apakah
Pernerintah dapat b rtmc.ak menurut hukumn me-
nuntut orang jang bertanggung-dijawab melakukan
perbuatan itu?

'!

v. apakeh Pemerintah ber-
erangan® tentang schabinia

dengan penania,
1 herfentangan
ut dalam bahs-

DJAWABAN Menteri Pertahanan;
Sebagai djawaban atas pertanjaan anggotz jang terhormat

48






IV.

Pertanjaan Anggota? ditudjukan kepada
MENTERI DALAM NEGERI
dan djawabannja.

28, PERTANIJAAN anggota Mohamad Nuh:
Berhubung dengan resclusi? dan demonstrasiz, jang di-
adakan rakjat dibeberapa tempat di Indonesia dalam masa
belakangan ini, jang isi dan tudjuannja menghendaki
perubahan ketata-negaraan jang ada sckarang:

a. mengingat, bahwa dalam berbagal-bagai tjorak
demokrasi seluruh dunia, tetap pemilihan umum (plebiscit)
jang mendjadi dasar kedemokrasian itu;

b. mengingat selandjutnja, bahwa dalam Undang?
Dasar R.I.S8. tata-tjara (procedure} perubahan  ketata-
negaraan itu telah ditentukal, berdasarkan kepada pemi-
lihan umum;

¢. menimbang lagi bahwa didalam surat? kabar dapat
diketahui, bahwa ada aliran? jang menghendaki merobah
ketzta-negaraan sekarang dengan tidak berdasarkan pe-
milihan umum.

Maka penanja ingin mengetahui dari Pemerintah:

1. Apaksh Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa segala percbahan ketata-negaraan haruslah ber-
dasarkan kehendak rakjat jang diperoleh dari pemilihan
umum jang dinjatakan dengan bebas dan merdeka?

2. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa aliran? jang tersebut diatas adalah aliranz jang
seluruhnija bertentangan dengan dasar demokrasi serta
mengandung anasir? jang destructief, jang dapat menim-
bulkan hal? jang tidak diingini dan oleh sebab mana apa-
kah Pemerintah terhadap aliran? itu sudah pada tempatnja
diambil tindakan jang tegas dan keras?

DIJAWABAN Menteri Dalam Negeri:

Sebagai telah sering? diterangkan oleh Pemerintah sesung-
guhnja perobahan? status daerah” bahagian hanja dapatlah
dirobah berdasarkan peraturan? (procedure) jang tertentu,






28 PERTANJAAN anggotaz, 4. Sesroafmodjo, Hidejat Pra-
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wirediprodio dan J. Langkai:

Berhubung dengan akan terﬂabungnja beberapa daerah

negara pada Republik Indonesia, maka: Bagaimanakah

pendmap Pemerintah R.ILS. terhadap: :

A, federaal ambtenaar wnumnja jang ada didaerah /negara
ijang akan masuk Republik Indonesgia itu?

B. federaal ambtenaar jang oleh Republik politis diang-
gap tidak acceptable?

C. negara? ambtenaar (pegawai? negara? bagian — Red.)
jang ada didaerah? iy, terutama jang dipandang niet
accentable oleh Republik Indonesia?

DIAWABAN Menteri Dalom Negeri:

Kepada anggota jang terhormat, saudara A. Sosroaatmaodjo.
Hidajat dan J. Langkai, dapat diterangkan, bahwa ber-
hubung dengan penggabungan? itu, maka Pemerintah
berpendapat, bahwa segala pegawai? federaal jang diper-
bantukan kepnada negara atau daerah dan pegawai? negara,
mulai bergabungnja negara atau daerah itu, mendjedi
tangoungan serta  diperbantukan kepada Pemerintah
Republik Indonegia.

Sebelumnia penggabungan? itu dilakukdn, Pemerintah
telah mengadakan rafionalisatie commissie, migalnja i
Djawa Timur, untuk menielesaikan soal kepegawaian ini.
Dan setelah pengrabungan dilakukan tentunja rationali-
satie commissie ini tidak 'pevlh lagi diadakan, oleh karena
penjelesaian pegawaiz ini didalam tingkatan jang pertama
mendiadi tan&fgung diawabnija Pemerintah R.1
Pemerintah iakin. bahwa cleh Pemerintah R.I. heherapa
Pegawni? fe leraal itu tiada dapat diterima dan diperban-
tukan kepadanja dan didalam hal ini haruslah oleh
Pemerintah R.I. diadakan perundingan dengan Pemerintah
R.1.S., untuk mengembalilkan lagi pegawai® tersebut; dan
apabila mungkin mereka ini dapat ditempatkan didjawatan2
lain.

Avpabila kemudian terniata. bahwa mereka ini tiada mung-
kin lagi mendapat tempat pelerdiaan. tentunja terhadap
mereka ini berlakulah peraturan? kepegawaian jsng biasa.
(Kutipan pidato dizwaban Menteri Dalam Negeri dalam
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950},
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B. Tindakan? apa jang telah dan skan diambil oleh Pe-
merintah untuk memperbesar tenaga® R.I jang ber-
pengalaman untuk diberi kewadjiban memimpin untuk
menggantikan tenaga® Belanda, sehingga dapat di-
pertjepat proses demokratiseering dari Pemerintah
Desa hingga Pemerintah Pusat sesuai dengan tjita?
ralkjat?

C, Dapatlah Pemerintah menjebutkan djumlah pegawal
tinggi jang berpengalaman dalam Republik Indonesia
jang sekarang mengganti kedudukan® jang dalam
djaman kolonial jang lampau hanja dipegang oleh orang
bangsa Belanda sadja?

D. Bagaimanakah keadaan ,personele bezetting” Kemen-
terian Dalam Negeri R.1S, sekarang dan perobahan apa
jang telah diadakan dibanding dengan djaman kolonial
jang lalu?

DIJAWABAN Menteri Dalam Negeri:

Berhubung dengan pertanjaan jang dimadjukan oleh Njo-
nja Moedikdio tentang bagaimana letaknja perkara kem-
balinja Tuan Sarimin Reksodihardjo ¢.s. ke Jogjakarta,
maka dapat diterangkan disini, bahwa pegawai? tinggi
tersehut tidak betul meletakkan djabatannja, karena orang?
jang bersangkutan sebenarnja belum disahkan pengang-
katannja dan belumlah mendjabat pekerdjaannja didalam
Kementerian Dalam Negeri,

Sebagai biasa berlaku dimana?, Menteri jang bersangkutan
adalah jang bertanggung djawab sepenuhnja tentang
susunan (organisatie) Kementeriannja, dengan tiada
mengurangi hak? pegawaiznja untuk memadiukan usul?
kepadanja jang tentunjaz dapat dipertimbanglkan dan di-
rundingkan. Oleh karena Tuan Sarimin Reksodihardjo c.s.
kiranja tiada dapat menjetudjul susunan Kementerian
Dalam Negeri sebagal jang telah ditetapkan itu, serta dia
mempunjai sesuatu conseptie sendiri, maka kepada Tuan
Sarimin tersebut diatas dipersilakan untuk menetapkan
sikapnja sendiri.

Konon Tuan Sarimin tiadalah dapat menjesuaikan pen-
diriannja, sehingga dengan 5 kawan-kawanmja tiada
sanggup mendjabat pekerdjaan pada Kementerian Dalam
Negeri.
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{Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

{Lihat djuga djawaban Ferdana Menteri atas pertanjaan
No. 12 dan Menteri Penerangan atas pertanjaan No. T72).

PERTANJAAN anggoia Basri:

Penanija ingin mengetahui i(mendapat keterangan) dari
Pernerintah dengan alasan apa Pemerintah telah menetap-
kan Komisarig di Negara Sumatera Selatan, padahal rakjat
di Bumatera Selatan, tidak menghendaki adanja Komisarig
RIS, di Negara Sumatera Helatan, tapi semata? mau
menggabungkan daerah iTu pada propinsi Sumaters Selatan
dari Republik Indonesia,

Apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, supala
Undang® Dartmt tentang pcﬂ@@&bungan dacrah? bagian
pada il jang akan di)"icl\,.}dk(.ﬂ oleh Pemerintah dalam
Sidang Parlemien, diuga herigku untuk regara Sumatera
qD?a‘ 1, da”wan taL usah memakal procedure mengadakan

AAAAA 2

DIAWARBAN Meateri Dalom Ncqm"

IKepada Anggsm iang terhormat Sdr. Basrl, Pemerintah
nenerangkan, bahwa alasan uatuk pombpntukan
rig Pemo unmh Republik Indonesia Serikat di Su-
natera Helatan, ¥

""rf‘anu s hahwa

) nadiukan perminiazn
Indon Heril untuk

l\u)ada £
menjelenggaraksan selurun tugab Pemerintahan dari Negara
Sumatera Belstan olenr Republik Indonesia Serikat;

‘e oleh kareps Wall-Megara Sumatera Selatan telah
menjatakan menjerabhkan mandatnja,

Setelah kemudian dirundingkan dengan Menteri Dalam
Negeri R, maka Gubernur R.I. Sumatera Selatan, Dr. Isa,
ditundjul sebagai Homizaris Pemerintah Republik Indo-
nesia Serikat untuk Negara Sumatera Selalan, agar supaja
dapat mengambil kekuasaan dari Wali-Negara dan mem-
persiapkan segala sesuatu untuk menentukan status Negara
jang terachir. .
{Kutipan pidato djawabhan Menteri Dalam Negeri dalam
rapat plenc ke-18 fanggsl 11 Marel 1850).
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DIAWABAN Menteri Dalam Negeri:

Mengenai pertanjaan scal peristiwa-peristiwa i Kaliman-
tan Barat, Pemerintah beclumiah dapat menerangkan se-
dielasinja tentang hal ini oleh karena belumlah mendapat
keterangan jang setjukupnja dari jang berwadjib di Kali-
mantan DBarat.

Dari pada itu Pemerintah telah menundjukkan beberapa
pegawai? dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjele-
diki soal? ini setjukupnja dan apabila laporan? telah tiba
nanti, Pemerintah bersedia mengadakan laporan setjukup-
nja.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

{Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan
No. 13).

PERTANJAAN anggota M. Yunan Nasution:
Larangan? Eapat di Negara Sumatera Timur.
Menurut berita dalam harian ,,Waspada™ Medan tanggal 17

. Djanuari dan tanggal 14 Pebruari diterangkan, bahwa

rapat Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batny,

N.5.T.) dan rapat Al Djamijatul Waslijah di Serbalawan

{Simelungun, N.8.T.) telah dilarang oleh pembesar? bawa-

han N.5.T. Alasan pelarangan di Aek Kanopan itu kabar-

nja didasarkan kepada peratoran Staat van Beleg en Oorlog

menurut art. 15 dari S.0.B. sthl. 1939 No. 532.

Berkenaan dengan itu saja ingin bertanja:

le. Apakah memang masih berlaku lagi aturan jang di-
maksud sehingga perlu diadakan larangan untuk
mengadakan rapat-rapat?

2e. Kalau tidak, apakah tindakan® seperti jang tersebut
diatas tidak bertentangan dengan pasal? jang tersebut
dalam bahagian V Konstitusi R.1S.?

3e. Kalau ja, apakah Pemerintah bersedia mengambil tin-
dakan? seperlunja supaja hak® azasl rakjat, seperti
mengadakan rapat?, tidak terganggu lagi dizaman
jang akan datang?

DIJAWABAN Menteri Dalam Negeri:
Pada umumnja didalam daerah?, dimana peraturan bahaja
perang dan darurat perang (staat van oorlog en beleg)
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baik jang dianggap ahli, maupun jang bekerdja
administratie?

Apakah saudara Menteri tidak berpendapat, bahwa
sekarang pada Kementerian itu penempatan pegawai
pelum sebagaimana mestinja?

B. Apakah usaha saudara Menteri Dalam Negeri dalam

hal melindungi penglaksanaan hak< demokrasi ber-
hubung adanja Pemerintahan Militer sekarang, dan
apakah saudara Menteri Dalam MNegeri sependapat
dengan kita untuk mengganti selekas mungkin Peme-
rintahan Militer dengan Pemerintahan Sipil untuk
dapat terdjaminnja hak: demokragi?
Sukakah saudara Menteri mengusahakan supaja Pe-
merintahan Militer dibeberapa daerah itu dihapuskan
dengan segera, setidak?nja supaja ada pembatasan jang
djelas tentang hal? jang beleh didjalankan oleh Peme-
rintahan Militer itu?

C. Dengan alasan apakah -Acting Residen Kalimantan-
Barat telah membubarkan rapat Raksasa jang diadakan
oleh Komité Nasional di Pontianak pada tanggal 6
Maret 1850, dengan kelerasan sendiata oleh polisi,
sedangkan disana tidak ada ,,Btaat van Qorlog en
Beleg"?

D, Dapatkah saudara Menteri Dalam Negeri menjatakan
dengan djelas sikapnja terhadap politik kesatuan, jang
niasta sekarang di-ingini oich rakjat umumnia?

. Dapatkalh saudara Menteri Dalam Negerl menjetudjui
usul untuk mengadakan ,screening’” antara ber-bagai
pegawal jang dinemal ,menjeberang” dan mengadakan
seleksi antara pegawai? Belanda jang dikatakan ,,ahli”
itu?

DIAWABAN Menteri Dalem Negeri:

Bertalian dengan surat saudara Ketua tanggal 23 Maret
1950 Mo, DPH 4/1/4a, dimanas diterangkan, bhahwa per-
tanjaan Mr. Loelkkman Wirladinata harus dianggap scbagai
diadjukan oleh Paniila Tetap Urusau Dalam Negeri, dan
minta didiswab dalam rapat Poanitia tersebut, maka dengan
ini hanja akan diberikarn djzwaban atas pertamjzan sdr,
M. J. Nasution sadja. (Lihat pertanjaan No. 36 —Red.).
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DIJAWABAN Menferi Kehalimoan:
Pertanjaan dari para anggota jang terhormat dari Dewan
Perwakilan Rakjat R.I.3. jang mengenai lapangan peker-
djaan Kementerian Kehakimar, pada umumnija mengenai
soal tawanan politik.
(Lihat pertanjaan anggota® Abdullah Jusuf Nao. 39,
K. Werdojo No. 40 bab A. Sub a, Ngadiman Hardjosubroto
No. 42, Nji. Mudikdio No. 44 dan Manai Sophiaan No. 45
bab B.).
Memang Pemerintah sependapat dengan Nj. Mudikdio,
bahwa Pemerintah Republik Indonesia Seriliat jang mer-
deka dan berdaulat, djuga karena usaha dan pengorbanan
dari ratusan ribu pediuang patriot Indonesia, perlu ber-
usaha untuk segera membebaskan dari tawanan semua
pedjuang kemerdekaan, jang telah menundjukkan ke-
ichlasan berkorban untuk mempertahankan kedaulatan
rakjat Indonesia. Memang benar pendapat Nj. Mudikdio,
bahwa sudah sepatutnja pedjuang? dan patriot2 Indonesia
jang selama perdjuangan untuk keichlasan berkorban dan
conseguent menentang pendjadjahan Belanda dikembalikan
gegera kedalam masjarakat, supaja mendapat kesempatan
jang luas untuk menjumbangkan tenaga guna pembangun-
an dan penjempurnaan Kemerdekaan dan kemakmuran
rakjat.
Oleh sehab itu Pemerintah, sedjak memegang kendali Pe-
merintah Indonesia, telah segera mengambil tindakan® jang
diperiukan guna membebaskan para patriot? jang masih
meringkuk dalam pendjara. Tindakan® Pemerintah Repu-
blik Indonesia Serikat ini tidak lain ialah landjutan dari
usaha? Pemerintah R.I. sedjek adanja perundingan dengan
pithak Belanda untuk menjelesaikan soal Indonesia,
Sudah sedjak diadakannja persetudjuan Renville, pihak
Delegasi Republik Indonesia telah ber-angsur® menuntut
pembehasan tawanan? politik,
Sebagai akibat dari Pernjataan Rum-Van Royen, tanggal
7 Mei 1949 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pe-
merintah Belanda diumumkan suatu proklamasi bersama
(joint proclamation) pada tanggal 3 Agustus 1949 dimana
dipersetudjui oleh kedua pihak bahwa:
1. Tidak seorang pun akan dituntut baik setjara kriminil
maupun setjara adminstratief, hanja oleh sebab ia me-
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Dijumlah jang didapati dari daftar2 jang telah diterima
oleh Sub Panitia IV Republik itu, buat sebagian berdasar
atas pengiraan sadja. Djumlalh itu menurut dugaan ada
kira-kira 105300 orang.

Sub Panitia IV dari Delegasi Belanda menjangkal, bahwa
djumlah tawanan2 jang ada ditangan Belanda sekian
besarnja, akan tetapi sampai kedaulatan diserahkan ke-
pada R.ILS. ia tetap tak maun memberikan angka? jang
diminta.

Wakil Mahkota Keradjaan Belanda waktu ditegor oleh
Ketua Panitia Persiapan Nasional tentang tawanan politik
dan perang jang masih belum dimerdekakan, menerangkan
didalam suretnja tanggal 13 Desember 1948 : bahwa sedjak
dikeluarkannja perintah .berhenti tembak-menembak”
sampai tanggal 13 Desember 19849 djumlah tawanan politik
dan perang jang tadinia ada 10351 sudah mendjadi 1574,
bahwa djumlah orang? hukuman jang sampai tanggal 13
Desember 1949 telah diberi amnesti ada 3194

Berapa besarnja sisa orang? hukuman jang masib ditutup
dan masih harus diberi amnesti, talt dissbutkan didalam
surat itu, hingga pada waktu kedaulatan diserahkan ke-
pada RIS, Pemerintah KIS, tak mempunjai ,cverzicht”
tentang keadaan tawanan jang sebenarnja.

Antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia telah
lama ada perselisihan paham tentang kriterium golongan
orang? tawanan dan hukuman jang harus diberi amnesti.
Pihak Republik berpendapat, bahwa djika perbuatannja si-
terhukum itu ada hubungannja dengan persengketaan
antara keradjaan Belanda dengan Republik Indonesia, maka
iz harug diberikan amnesti,

Belanda berpendirian, bahwa pemberian amnesti itu harus
dibatasi. Kepada orang+, jang didalam melakukan per-
buatarmja, melampani batas keperluan (noodzakelijkheid),
walaupun perbuatannja ity ada perhubungannja dengan
persengketzan antara keradjaan Belanda dengan Republik
Indonesia, tidak akan diberikan amnesti.

Persefigihan paham ini hanja dapat diselesaikan setelah
dari pihak DBelanda diterangkan, bahwa dalam secal jang
meragu-ragukan apakah sesuatu crang harus diberi am-
nesti, maka seal itun harus ditindjau bersama oleh kedua
Panitia.
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tah R.LS. ialah bahwa mereka jang ditawan atau dihukum
oleh sebab perbuatan? berhubung dengan persehgketaan
antara Belanda dan Republik Indonesia, harus diberi am-
nesti dan dibebaskan dengan segera.

Untuk para Djaksa jang tidak dapat hadir di Djakarta,
dikirimkan surat pendjelasan tentang instruksi tersebut.
Bertalian dengan ini oleh Kedjaksaan Agung telah di-
keluarizan pula surat edaran pada Djaksa® Tinggi tersebut
supaja mengirimkan lagi daftar? orang hukuman jang
heium diberi amnesti, tetapi jang menurut instruksi baru
harus diberikan smnesti, daftar: mana telah diterima oleh

Kedjaksaan Agung dan telah diselidiki.

Sedjak tanggal 28 Desember 1949 sampai tanggal 1-3-1950
telah dibekaskan 4414 orang® hukuman dari tahanan,
jaitu:

Nama tempat Banjaknja
’ pembebasan
Djakarta (Tjipinang dan Glodok)................. 496
Tanggerang ......................... e 68
Bandung ... . 194
THEEDON oo B
Semarang ..o, U e e 87
Pelalongan .. ... e 111
Ambarawa ... 29
Tegal o i
Nusakambangan ... ... 534
Surabaja {van der Werfstr.) ... ... ... . 1088
Tandjungkarang ... ... . 48
Padang 40
Medaiy .o 259
Palembang ... L e 150
Babano o 17
Tandjungninang 2
Bandi: e 31
Balikpaparn ... . . e 5
Pontianak . ... e . 1
Makassar .. . 1228

Djumlah: 4414
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rintah memberikan keterangan kenapa hal tersebut
beriaku demikian?

DJAWABAN:

(Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan ang-
gota Amelz No. 21 — Red.).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

Sool {aicenan.

A, Menurut statement Royen-Rum maka semua tawanan
jang bersangkutan dengan sengketa Belanda-Indonesia
harus dibebaskan. Karena kenjataan tidak begitu, maka
saja ingin bertanja: .

a. Berapa djumlah tawanan jang masih meringkuk?

b. Kalau sdr. Tjugita (anggota B.P. Knip RI.) dan
Sudisman e¢.s. masih tetap djuga meringkuk, apakah
alasan untuk terus menahannja?

B. Usaha dan penghargaan apakah jang telah diberikan
terhadap kawan? bekas tawanan?

C. Minta keterangan tentang penangkapan sdr? tersebut
dibawah dengan tjatatan:

Avpa gebabnja ditangkap dan sampal dimana sudah
pemeriksaannja.

Sdr2 tersebut ialah:

1. Sdr2 Abikusno dan Anwar Tjokroaminoto,

2. Sdr. Chairul Saleh,

3. Sdr. Kartawinata dan Rustama dari Perikemanusiaan.

DIJAWABAN Menteri Kehakiman:

(Lihat djawaban atas pertanjaan Sdr. Moh. Hasan No. 38

Red.).

Pertanjaan? mengenai penahanan sdr. Tjugito e.s. dapat

didjawab demikian:

A, Sdr. Sunario, pegawai Kedjaksaan Tinggi dalam men-
djalankan tugasnja. pun telah mendjumpai asal itu dan
telah menjelidiki pula. Adapun hasil penjelidikannja
telah dimuat dalam sebuah risalah tanggal 25-2-1950
jang disampaikan kepada Gubernur Militer Djawa
Tengah untuk dimintakan keputusan atas $oal tadi,
karena Gubernur Militer tadi menerangkan bahwa ke-
putusan tentang pembebasan akan diambil oleh beliau.
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permintazn kami akan dipenuhi. Dalam kawat itu diberi-
tzhukan bahwa Pemerintah N.L'T. menimbang akan me-
lepaskan Salawati Daud c.s.

{Surat Menteri Kehakiman tanggal 20 April 1950 No. 8.
1889).

Untuk menjambung djawaban Pemerintah atas pertanjaan
Nona Suwarti, ddo. 20 April 1950, maka Pemerintah dapat
memberitahukan bahwa menurut tilgram Menteri Kehaki-
man N.LT. tanggal 24 April jl. Njonja Salawati Daud c.s.
telah dimerdekakan pada tanggal 21 April 1950.

(Surat Menteri Kehakiman tanggal 9 Mei 1930 No. J. F.
1 _1"29/':4:) .

PERTANJAAN anggota Ngadiman Hardjosubroto:
Tenteng towenan politik.

Sekarang masih ada ratusan tawanan politik dari Belanda
dazhulu jang masih belum dibebaskan. Ada pula berita
dalam surat kabar jang mengatakan, bahwa sebelum ke-
daulatan diserahkan kepada R.I.5., banjak tawanan politik
oleh Belanda dihukum sebagal pendjahat (fawanan kri-
minil}. Menurut lain berita surat kabar, masih ada 2 orang
tawanan politik jang berasal dari ibu kota Republik Indo-
nesiz jang belum dimerdekakan, jaitu sdr? Sudisman dan
Tjugito, masing? anggota KNIP dan B.P. Knip. Apakah
Pemerintah tidak sependapat dengan penanjza, bahwa RIS,
gesudah menerima kedaulatan seharusnja mengambil tin-
dakan untuk segera membebaskan mercka supaja mereka
tidak menderita lebih lama?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa untuk mempertjepat penjelesaian, Pemerintah
mengadakan tindakan? abolisi dan amnesti umum seperti
lazim terdjadi apabila terdjadi perobahan politik?

DIAWABAN Menteri Kehakiman:

(Lihat djawaban atas pertanjaan anggeta Moh. Hasan
No. 36 dan anggota K. Werdojo No. 40 — Red.).

PERTANJAAN anggota My. Jusuf Wibisono:

A. Menurut berita jang kami terima dari Katesidenan
Tjirebon, pembangunan kembali partai? pelitik disana
sangat dipersukar oleh tindakan® dari pihak tentars.






44, PERTANJAAN anggota Nj. Mudikdio:

A. Pada waktu KM.B. sedang berdjalan di Den Haag di
Sulawesi timbul gerakan rakjat untuk menundjukkan
pada dunia, bahwa rakjat menentang bentuk kekuasaan
dan Pemerintahan jang dipaksakan oleh Belanda dengan
kekerasan sendjata pada rakjat.

Gerakan rakjat itu ditindas dengan kekerasan sen-
djata jang meminta korban djiwa dari banjak pe-
djuang kemerdekaan di Sulawesi.

Selain begitu banjak pula pedjuang kemerdekaan telah
ditawan, antara lain ada terdapat secrang pemimpin
wanita, jaitu njonja Salawati Daud.

Sesudah kedaulatan diserahkan oleh Belanda pada
R.IS. apakah Pemerintah tidak sependapat dengan
penanja, bahwa Pemerintah R.IS. jang merdeka dan
berdaulat, djuga karena usaha dan pengorbanan dari
ratusan ribu pedjuang patriot Indonesia, perlu berusaha
untuk segera membebaskan dari tawanan semua pe-
djuang kemerdekaan dan jang telah menundjukan
keichlasan berkorban untuk mempertahankan kedau-
latan rakjat Indonesia.

B. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa apahila dosa dari mereka jang dahulu membantu
usaha kolonial Belanda untuk mempertegak kekuasaan
kolonial perlu dilupakan, diampuni oleh rakjat, maka
sudah sepatutnja apabila pedjuang? dan patriot? Indo-
nesia jang selama perdjuangan menundjukkan keichlas-
an berkorban dan conseguent menentang pendjadjahan
Belanda, dikembalikan segera kedalam masjarakat dan
mendapat kesempatan sama luasnja menjumbangkan
tenaga untuk pembangunan dan penjempurnakan ke-
merdekaan dan kemakmuran rakjat supaja ditjegah
timbuinja kebingungan anfara rakjat?

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan tentang
sebabnja dan alasannja Nionja Salawati Daud perlu
ditahan terus, sekalipun oleh rakjat Sulawesi umumnja
"Njonja itu dipandang sebagai pahlawan kernerdekaan?

DIAWABAN Menteri Kehakiman: .
(Lihat djawaban atas pertaniaan anggota Moh. Hasan
No. 38 dan Nona Suwarti No. 41 — Red.).
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R.LS. sebagai anggota, Panitia tersebut akan dilantik
oleh Perdana Menteri. Berhubung dengan itu kami
mengambil kesempatan ini, untuk memadjukan per-
mintaan kepada Ketua D.P.R. jang terhormat, sudi
apakah kirznja D.P.R. menundjuk beberapa anggota
untuk Panitia tersebut.
B. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 38 -——Red.).

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam
repat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Dr. M. Sudarso.

Di Rumah Pendjara Tjipinang crang: hukuman bangsa
Indonesia jang ditutup dibagian ,,Onrust” tiap hari se-
pulangnja dari pekerdjaan terus ditutup didalam cel dan
tidak Iagi dikeluarkan sebelum esck hari pada waktu pergi
kepekerdjaan. Pada hari Ahad mereka sepandjang hari
tinggal diam dicelnja.

Cel-cel dibagian ,,Onrust” ini merupakan kamar? didalam
rumah petak, sehingga orang? hukuman tidak dapat ber
djemur badan,

Lain halnja dengan pendjahat? perang Djepang jang pada
tiap hari Ahad dapat kesempatan untuk bermain sport
atau dapat bergerak lebih leluasa dari orang? Indonesia.
Pendjahat? perang Djepang sudah dikembalikan kenegeri-
nja.

Aturan: diatas itu merugikan kesehatan corang? jang di-
hukum. Minta keterangan apakah aturan? ini masih djuga
berlaku dan tindakan? apakah jang sudah atau akan di-
ambil untuk memperbaiki?

DIJAWABAN Menteri Kehakiman:

Pertanjaan tsb. mengenai rumah pendjara Tjipinang isti-
mewa bagian ,,Onrust”: Untuk mendjelaskan djawaban
atas pertanjaan ini perlu kiranja untuk diterangkan lebih
dshulu apa jang dimaksudkan dengan bagian ,,Onrust”.
Bagian ini terdiri dari 4 blokken, masing® blok terdiri dari
20 kamar dengan masing? berukur 10 m. pandjang, 5 m.
lebar dan 4!'4 m. tinggi dan tiap2 kamar dapat ditempati
oleh 25 orang, maka tempat jang disediakan untuk tidur
seorang ialah 2 m. pandjang dan 70 cm. lebar: dengan
memakal tikar.
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Abikusno

Anwar Tjokroaminoto

M. Saleh Umar

Chairul Saleh

Ahmad Zakaria (Kalimantan)

sebaga1 orang? jang terkemuka dalam permintahkan

R.1.3. negaraz hahagian dan dalam pergerakan rakjat,
B. Sudah sampai dimanakah Pemeriksaan jang sudah di-

lakukan oleh Pemerintah dalam perkara2 sdr? tersebut
diatas, dan tindakan apskah selandjutnja jang akan
diambil oleh Pemerintah terhadap masing? mereka,
terutama sekali unfuk mengusahakan segera terbebas-
nja mereka dari penahanan.

Pendjelasan.

1. Abikusno ditangkap 21/1-'50 (Ketua L.T.P.SI1.1.
dan Penasehat Urusan Umum pada Kementerian
Kemakmuran R.I.5.);

Anwar Tj. (Wk, Ketua L.T.P.5 L1, dan P.M. Negara
Pasundan) ;

M. Saleh Umar (Ketua P.IN.I. dan Wk, Residen
Sumatera Timur);

Chairul Saleh (Pemimpin Lasikar Rakjat);
Ahmad Zakaria (Kalimantan).

DJ A‘WABAN

(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 40 dan djawaban
Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 21— Red.).

PERTANJAAN anggota Nj. Sunarjeii Sukemdi:
Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pada peristiwa
Westerling jang rupa-rupanja hendak dilindungi oleh
Belanda, supaja terbuka perkaranja djadi perkara volken-
rechtelijk, mengingat sedjarah Westerling sendiri jang
pernah mendjadi anggota tentara Inggeris umpamania,
dus bisa mengaku djadi warga-negara Inggeris djuga?
DIJAWABAN:

(Lihat djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 11
Red.).

PERTANJAAN anggota M. Yunan Nasution:

Dalam bulan Djanuari dan Pebruari 1850 jl. banjak ter-
djadi penangkapan? terhadap beberapa warga-negara di-
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djadi dalam bulan Djanuari dan Pebruari 1950 di Negara
Sumatera Timur. Berhubung dengan pertanjaan ini Peme-
rintah telah mengirim tilgram kepada Pemerintah Negara
Sumatera Timur, supaja segera memberi keterangan ke-
pada Pemervintah, bagaimana duduknja hal penangkapan
tersehut. Segera, setelah Pemerintah dapat keterangan
jang dibutuhkan itu, kami akan menjampaikan keterangan
itu kepada D.P.R.

Sekarang pun Pemerintah telah dapat mendjawab, bahwa
djika terdjadi sesuatu penangkapan terhadap orang se-
seorang, hanrja oleh sebaly ia menganut suatu faham
kejakinan politik, penangkapan itu adalah bertentangan
dengan Konstitusi R.LS., jang besandar atas demokrasi.
Dijikalaw ada penangkapan demikian, dengan sendirinja
Pemerintah akan meraga berwadjib bertindak semestinja
agar supaja hak demokrasi itue dihormati.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam
rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Mr. Lukmoen Wiriadinata:

A. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberikan
segala keterangan tentang langkah® jang diambil dan
jang akan diambil olehnja berhubung dengan:

a. orang? jang dituntut dan dihukum sebagai pendjahat
biasa, baik oleh Pemerintah Federaal maupun oleh
Pemerintah Republik, sedang sesungguhnja kedja-
hatan jang dilakukan oleh mereka itu adalah akibat
daripada pertikaian politik antara Indonesia dan
Belanda. Misalnja orang? jang dihukum karena pem-
bunuhan diwaktu masa bersiap, atau karena mem-
bunuh mata? Nica; atau waktu pertempuran aksi
militer pertama dan kedua jang herhubung dengan
peristiwa Masamba (Chususnja Njonja Salawati
Daud).

b. Penshanan sesudah pemulihan kedaulatan ber-
hubung dengan peristiwa Westerling, peristiwa
lagjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam.

¢. Orang? jang belum dituntut atau ditangkap, sedang
mereka telah njata turut melakukan kedjahatan
dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan
Maret 1946 di Sumatera Timur.
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(b).

A {c).

Perkenankanlah kami mengulangi disini, bahwa
Pemerintah berpendirian, bahwa mereka jang di-
tawan atau dihukum oleh sebab perbuatan? ber-
hubung persengketaan antara Belanda dan Republik
Indonesia harus diberi amnesti dan dibebaskan
dengan segera, :

Pertanjaan Sdr. Lukman Wiriadinata tentang peris-
tiwa Masamba pun telah terdjawab dalam keterang-
an Pemerintah pada tanggal 11 Maret jang lalu.
(Lihat djawaban Mcnteri Kehakiman atas perta-
njaan No. 41 — Red.).

Pemerintah sedang minta keterangan kepada Peme-
rintah N.IT. dan kami telah mengirimkan tilgram
kepada Pemerintah N.I.T. supaja keferangan itu
gsegera disampaikan kepada kami.

Pertanjaan Mr. Lukman Wiriadinata tentang pena-
hanan® berhubung dengan peristiwa Westerling,
peristiwa Lasjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam
adalah mengenai lapangan tugas Kementerian Per-
tahanan, oleh karena segala sesuatu adalah didjalan-
kan oleh pihak tentara.

Maka djawaban atas pertanjaan? tersebut kami
serahkan kepada Sdr. Menteri Pertahanan.

(Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas perta-
njaan No, 21 — Red.).

Pertanjaan bab A sub ¢. jang mengenai kedjahatan
dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan
Maret 1946 di Sumatera Timur. Pada waktu itu
Sumatera Timur adalah daerah Republik Indonegia.
Oleh karena daerah, dimana revolusi tersebut ter-
djadi pada waktu sekarang terletak didalam Negara
Sumatera Timur, maka soal tuntutan terhadap
orang? jang melakukan kedjahatan dalam revolust
sosial itu, adalah tugas kewadjibannja Pemerintah
Negara Sumatera Timur, Menteri Kehakiman Repu-
blik Indonesia jang baru-baru ini ketemu dengan
kami berpendapat demikian djuga.

Berhubung dengan itu pertanjaan Mr. Lukman
Wiriadinata adalah alasan buat Pemerintah untuk
menanjakan kepada Pemerintah N.S.T., apakah
langkah? jang akan diambil oleh Pemerintah N.S.T,
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Pertanjaan Anggota? ditudjukan kepada
MENTERI KEMAKMURAN
dan djawabannja.

51, PERTANJAAN anggota Mr. Muh. Yamin:

A, Dalam beberapa surat kabar harian telah berulang-

ulang dibitjarakan adanja suatu perdjandjian dagang
antara Republik Indonesia dan maskapai Amerika
Serikat bernama Mattew Fox, dan perdjandjian itu
kabarnja akan dipindahkan pula kepada Republik
Indonesia Serikat,
Supaja Parlemen mendapat kepastian tentang isi dan
maksud perdjandjian itu, maka penanja berkenaan
dengan perdjandjian dagang tersebul memadjukan per-
tapjaan seperti berikut:

&2

1.

Bersiapkah Pemerintah Republik Indonesia Serikat
menempatkan surat perdjandjian seperti tersebut
diatas itu pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rak-
jat untuk didjadikan bahan pengetahuan para ang-
gota? :

Apakah alasan?, maka perdjandjian itu akan di-
terima oleh Republik Indonesia Serikat atau djikalau
tidak hendak diterima apa pulakah alasan, maka
ditolak?

Bagaimanakah pendirian Pemerintah Republik In-
donesia Serikat terhadap isi, sarat dan djandjiz
perhubungan - dagang dengan Mattew Fox itu dan
apakah jang mendjadi merit dan demerit perdjan-
dijtan tersebut bagl Indonesia?

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia
dan memperluas produksi dan menurunkan dizaman
pembangunan ekonomi, jang sangat membutuhkan
mesgin? baru dari luar negeri, maka penanja menantikan
djawaban dari Pemerintah atas pertanjaan seperti
berikut: .

1.

Pemerintah berpendapat, bahwa golongan — baru
{new — comers) jang berhasil menjusun perusahaan



i
mmmgmi pﬁhﬁk
Bearus: dalap keknagzan P




T84

d. Menurut pendapat Pemerintah ichtiar menerobos
blokade ini tidak tjukup didjalankan dan sebagai
diketahui hasilnja pula praktis tidak ada untuk
daerah Republik jang waktu itu tidak dapat me-
masukkan barang2 bersandar atas perdjandjian ini
sebagai semula diharapka.

Alhasil Pemerintah RIS, bersedia memenuhi keinginan
jang lajak berkenaan dengan pengeluaran materieel
jang sudah didjalankan oleh pihak Fox setelah ada
penjelidikan jang saksama. Diakui pula, bahwa oleh
pihak Fox c.s. telah diberikan bantuan materieel dan
moreel jang sangat dihargai kepada wakil? R.1. diluar

" Negeri terutama di Amerika, hal mana pihak kami

tidak akan melupakan. Kepada Fox akan diberikan
kesempatan untuk melandjutkan hubungan dengan
golongan? Indonesia berdasar atas basis jang ber-
saingan dengan golongan atau kepentingan lain (free
competition bases).

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia

dan memperluas produksi, maka Pemerintah berkeja-
kinan, bahwa selainnja dibutuhkan mesin? baru dari
luar negeri, pun djuga menganggap perlu untuk mem-
perlengkapi dan menjempurnakan alat? produksi jang
telah ada. Umum telah mengetahui, bahwa banjak per-
usahaan? jang sebagai akibat dari peperangan mende-
rita banjak kerusakan atau kehilangan peralatan.

1. Dalam hal membangun perusahaan2 baru atau me-
njusun kembali perusahaanz jang dalam keadaan
tak lengkap, Kementerian Kemakmuran berpedoman
pada hasrat untuk menaruh perhatian atas kepen-
tingan pengusaha? bangsa Indonesia lebih daripada
zaman jang lampau. Terhadap pada new-comers jang
berhasil menjusun perusahaan sebagai gabungan
modal Indonesia-asli dengan keachlian, terutama
pada golongan itu, Kementerian Kemakmuran akan
berdaja-upaja, dengan melihat keadaan deviezen
menijediakan alat pembajaran luar negeri jang tju-
kup untuk mempercleh alat-alat jang dibutuhkan.

2. Pada waktu ini selama Pemerintah seolah-olah
masih menghadapi kesukaran tentang soal deviezen,






Barang? textiel didjual melalui Djawsatan Distribusi

Umum, sedangkan bahan? untuk perusahaan batik di-

bagikan kepada perusahaan? tadi dengan perantaraan

Djawatan Perindustrian. Djawatan ini mengurus pula

pembagian benang? tenun dan sionghka jang telah dibeli

itu, Atap dari aluminium diberikan kepada perusahaan?

Pemerintah dan partikulir dengan lizensi jang dikeluar-

kan oleh Kementerian Kemakmuran (Kantor Urusan

Perlengkapan dan Pembagian Bureau Aanvoer en Dis-

tributie).

Berag dibagi-bagikan keseluruh Indonesia dengan tjara

biasa dibawah pengawasan Fonds Bahan Makanan.

. Exim Bank telah membuka ,line of credit” untuk ke-

perluan Indonesia seharga maximum f 100.— djuta

untuk membiajal pembelianz alat? di Amerika guna
perielenggarakan heherapa |, special projects’”. Buat
tiep projek jang dimadjukan dan jang disetudjui oleh

Exim Bank akan diadakan perdjandjian? jang tersen-

diri, akan tetapi dengan tjatatan, bahwa pindjaman

akan dilunasi dalam masa 20 tahun dan akan dimulai

5 tahun setelah perdjandjian ditanda tangani. Bunganja

akan sebesar 3'4 prosen.

Projek? semata-mata diperlukan untuk membangun

dan memperkuat ekonomi nasional Indonesia, Ini ter-

njata dari daftar rentjanaz jang telah dimadjukan
kepada Bank.

a.) memadjukan produksi bahan-makanan dengan dja-
lan memperbanjak bibit-tabur (zaaizaad) jang baik,
memberantas penjakit dan hama, memadjukan pe-
makalan rabuk-buatan, selandjutnja memadjukan
peternakan dan achirnja membeli alat? buat per-
ikanan.

b.) Menjelenggarakan bangunan? besar dalam lapangan
irigasi dan menggerakkan tenaga listrik di Djawa
Barat.

c.) mengimport dengan tjara besar-besaran alat? peng-
angkutan bermotor dan pertama-tama mobil2-per-
usahaan. .

d.) mengimport mesin? modern guna memperbaiki dja- .
lan? jang tak terpelihara dan membuat djalan2 baru.






88

Dari djumlah ini pula lebih dari 260 djuta disediakan
buat Djawatan? Pemerintah dan perusahaan? jang ada
dibawah pengawasan Pemerintah. Buat perdagangan
umum telah dikeluarkan djumlah uang sebanjak 170
djuta, Disebabkan oleh amat sedikitnja persediaan
deviezen, maka telah dilakukan pembelian? jang perlu
betul guna keperluan rakjat dan guna perusahaan jang
oleh Pemerintah dianggap nenting (vitaal). Beser
diumlah uang jang disediakan guna membeli beras dan
textiel. Dalam masa ini perlu diadakan pembatasan
dalam pembelian barang-modal (kapitaal-goederen),
Terhadap pada perusahsan? jang chusus mengenai
kebutuhan masjarakat kita, misalnja perusahaan tenun
dan batik, kini telah diusahakan mendatangkan bahanz
iang mendekati kebutuban jang lajak. Pada tahun jang
lampau bahan? jang didatangkan hanja merupakan 35
sampai 50 prosen dari kebutuhan jang lajak itu. Untuk
tahun 1950 kita telah membikin rentjana pemasukan
jang bernilai lebih kurang 75 prosen dari kebutuhan
jang sebenarnja.

Dilain lapangan, misalnija pertjetakan, pabrik getah,
pabrik tjat, penggilingan heras dan sebagainja jang
diusahakan oleh pengusaha bangsa Indonesia telah di-
berikan deviezen untuk mendjamin berdjalannja per-
usahaan? tersebut.

Sudah lebih dari 17 tahun petani Indonesia umumnja
dan petani daerah Republik chususnia menghadapi
kekurangan hewan dan alat? pertanian. Hal ini diper-
hatikan dengan sungguh? oleh Pemerintah; dan oleh
Pemerintah sudah diusahakan untuk menutupi ke-
kurangan tersebut.

Dalam tahun 1949 lebih kurang 300.000 patjul dan
dalam 2 bulan jang lalu 34.000 patjul dan sebagainja
sudah didjual kepada rakiat petani. Dan untuk tahun
1950 direntjanakan pembelian patiul sebanjak 300.000
dan banjak 2.000: sedangkan untuk menutupi kekura-
ngan hewan sudah didjual 780 ekor dan akan diusaha-
kan sebanjak 1.400 ekor guna tahun 1950.

Dalam menempuh dialan untuk menutupi kekurangan
petani atas hewan dan alat?, Pemerintah selalu meng-
ingat keadaan jang sungguh njata dan mungkin dapat






VIT,

Pertanjaan Anggota” ditudjukan kepada
MENTERI SOSIAL
dan djawabannja.

54. PERTANJAAN anggota H, Siredjuddin Abbas:
A. Budah adakah tjatatan ditangan Pemerintah RIS,

L

berapa banjaknja rumah? Rakjat jang terbakar di
Sumatera Tengah, akibat serangan Belanda jang ke-II,
dan berapakah djumlah kerugian Rakjat jang bersang-
kutan dengan ini?

. Berhubung dengan itu, ingin mengetahui djuga berapa-

kah djumlah jang ditentukan untuk Sumatera Tengah,
diantara djumlah f 40.000.000, jakni uang jang akan
dipergunakan untuk keperluan? bantuan sosial, tam-
bahan dari belandja jang sudah ada?

DIAWABAN Menteri Sosial:
A, Mengenai pertanjaan pertama, dengan menjesal sekali

90 |

Pemerintah harus mengabarkan, bahwa tjatatan berapa
banjaknja rumah rakjat jang terbakar di Sumatera
Tengah sebagai akibat serangan Belanda ke-II dan
berapzkah djumlah kerugian rakjat karena itu, belum
lagi ada ditangan Pemerintah. Pada achir bulan Desem-
ber 1949 Kementerian Sesial telah meminta keterangan2
jang dimaksudkan cleh penanja, kepada Pemerintahan®
Negara2 Bagian, akan tetapi diawaban belum kami
terima. Hal ini kiranja, karena aparat? Pemerintahan
umumnja, berhubung dengan keadaan masjarakat de-
wasa ini, helum lagi dapat berdjalan selantjar seperti
kita kehendaki. Peringatan akan permintaan kami tadi
telah kami kirimkan pula.

. Mengenai djumiah belandja tambahan jang disebutkan

djumlah jang disebut itu adalah rantjangan kasar jang
dalam kemungkinan keuangan umumnja, kami minta-
kan; bukan lagi jang kami telah terima, Suatu per-
mintaan jang dimaksudkan haik untuk usaha? keluar
maupun untuk organisasi kementerian sendiri, Akan
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berdasarkan angka? jang perlu ditolong dan djumlah ke-
uangan jang dapat disediakan, belum dapat direntjanakan.
Akan tetapi karena pemberian pertolongan tidak dapat
ditunggukan, hingga angka? itu terdapat, maka pertolong-
an kami herikan dengan berbagai saluran usaha:

Pertama: pemberian dari suatu post untuk pertolongan
kepada korban® kegaduhan setelah perang dunia kedua,
baik dengan melalui perwakilan kementerian didaerah?,
maupun melalni subsidl kepada badan? sosial jang beker-
dja dilapangan ini, misalnja P.SK.P.

Usaha ini telah didjalankan sebelum penjerahan kedaulatan
pula, séhingga bagi kami tinggal menambahnja sadja.
Kami telah meminta tambahan post ini dan disamping itu
dari keuangan jang telah ada pada Kementerian Sosial
telah kami berikan kredit dan subsidi tambahan terutama
kepada daerah? jang karena kegaduhan dibulan-bulan ini
sangat membutuhkannja.

Karena pertolongan ini diberikan terus-menerus dan karena
itu terus-menurus pula memberatkan keuangan negara,
sedangkan pertolongan ini umumnja hanja merupakan
sokongan belaka jang tidak tjukup untuk suatu peng-
hidupan jang lajak; dan tidak pula mengandung sifat di-
dikan guna berdiri sendiri, maka setelah penjerahan
kami rentjanakan dan telah didjalankan pula sebagal per-
tjobaan suatu usaha baru jang kami namakan: Pemuiihan
Penghidupan Masjarakat.

Usaha jang lama jang berupa sckongan itu masih kami
djalankan, karena masih perlu, selama usaha itu belum
lagi dapat diganti seluruhnja oleh suatu usaha lain.
Dengan membitjarakan usaha jang saja namakan Pemuli-
han Penghidupan Masjarakat itu, telah saja meningkat
kepada pertanjaan kedua dari Sdr. K. Werdojo tentang
kerugian jang diderita oleh rakjat.

Penggantian dalam arti schadevergoeding dari kerugian
jang diderita oleh rakjat, karena keadaan keuangan sadja-
lah tidak mungkin Pemerintah berikan. Sekalipun angka?
jang njata kami tidak mempunjai, akan fetapi menurut
taksiran jang didasarkan atas pengetahuan sendiri sadja-
lah, maka kerugian itu berdjumlah beribu-ribu djuta
rupiah.
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tidak bertentangan dengan usaha termaksud, untuk rakjat
petani didaerah Sumedang dan Madjalengka, herdasarkan
guatu rentjans jang diadjukan oleh Djawa DBarat, telah
kami berikan persetudjuan untuk mengadakan permulaan
sebagai pertjobaan.

Untuk mendirikan rumah diberikan sckongan bhahan?,
herupa paku dan genteng sedangkan Djawatan Kehutanan
memberi bantuan dalam kaju dan bambu; selandjutnja
diberikan makanan untuk 4 hulan tiap orang sepotong
pakaian; tiap keluarga sekedar alat2 pertanian, berupa
patjol, arit dsb.

Hal? itu diberikan sebagal swmbengoen. Selandjutnja di-
berikan kredit untuk ternak, jang harus diurus oleh desa
atau Pemerintah daerah lain dan harus diatur pemakaian-
nja setjara kolektif; pun diberikan bibit sebagai kredit.
Untuk 3200 keluarga jang perlu ditolong itu atau 16.000

djiwa — orang® inl adalah jang dulu diharuskan oleh
Tentara Belanda meninggalkan daerahnja guna kepen-
tingan siasat — militer telah diizinkan uang sedjumlah
F 1.600.000.—.

Moga> pertiobaan ini berhasil. Karena hal ini adalah per-
tjobasn, maka ussha? dengan djalan lainpun dapat.
Tentang hal ini tefah kami adakan pembitiaraan? dengan
8dr. Mr. Sumantri Praptokusumo dari Kementerian Sosial
R.JI. dan dengan S2dr. Sugondo, Menteri Pembangunan
Masjarakat R.I. bagaimanakah dengan keuangan jang tidak
banjak itu, kita dapat mengadakan usaha jang efisien.
Kiranja pada waktunja akan kami menerima usul? ren-
tjana-pekerdjaan dari Sdr? tersebut.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat
pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Djeswadi Suprapto:

Tentang soal perumahan.

Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang di-
datangkan di Djakarta Jjang kini dipekerdjakan pada
Kementerian?, jaitu bahwh mereka di Djakarta sini tidak
mendapat djaminan tentang perumahan, sehingga mereka
terpaksa dengan keluarganja menumpang disan# sini atau-
pun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa
mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah tang-
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harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial dalam

lapangan ini.
Pertama: Soal | Urusan-Perumahan” jang mendjadi tugas
Kementerian Sosial hanjalah mengenai pembagian pema-
kalan rumah? ataupun ruangan? jang.telah ada. Soal pem-
bangunan-perumahan?, misalnja pembangunan perumahan-
rakjat, tidak termasuk lapangan pekerdjaan kami, akan
tetapl tormasuk lapangan pekerdjaan Sdr. Laoh.
Keduo: Di Djakarta ini tidak semua rumah? dan gedung?
termasuk lapangan pekerdjaan Kantor Urusan Perumahan
Djakarta {H.O.B. dahulu}.
Hanja rumah? dan gedung? jang besar atau jang agak
hesar sadja sedjumlah == 13.000 buah; rumah? jang lazim
disebut sehari-hari ,,rumah kampung” bebas dari tjampur
tangan kantor tersebut.
Ketiga: Untuk memadjukan pembikinan rumah? baru oleh
partikulir, jang karenanja turut meringankan pekerdjaan
jang harus dipikul oleh kantor U.P.D., maka telah didjadi-
kan suatu pegangan dan tjara kerdja, bahwa rumah? jang
didirikan demikian tidak diganggu.
Mengenai Pertaniaan ad. o, jaitu perumahan para pegawai
jang didatangkan ke Djakarta, dapat kami kemukakan
demikian, Seperti tadi telah kami sebut, maka pada achir
tahun 1949 oleh kantor U.P.D. telah didaftarkan 4 13.000
puah rumah? gedung, dengan banjaknja pengisi rata?
12 & 13 djiwa tiap rumah.
Menurut tjatatanz pada bulan September 1949 telah di-
daftarkan 1619 permintaan perumahan, diantaranja -+ 700
permintaan dari pegawai negeri, soal mana belum dapat
dipetjahkan semuanja.
Sesudahnja penjerahan kedaulatan, kesulitan2 ini hertam-
bah lagi, karena kenjataan memhbuktikan, bahwa banjak
pegawal tersebut telah raasuk kekota Djakarta — diikuti
atau tidak diikuti pula oleh keluarganja — sebelum bagi
mereka tersedia tempat tinggal. Hal ini sebetulnja menjim-
pang dari peraturan jang berlaku buat kota® tertutup
geperti Djakarta ini.
Dengan demikian, maka permintaan dari pihak pegawal
baik jang telah lama ada di Djakarta maupuns jang baru
datang, meningkat mendjadi -+ 3.00¢,
Dijika pemberian rumahz atau kamar? kepada para pegawai
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Sdr. Djaswadi, bahwa apabila djaminan perumahan ini

- dapat ditjukupi, pegawai® tersebut akan dapat mentjurah-

kan segala pikiran dan tenaganja untuk kepentingan

Pemerintah, penempatan pegawai? itu belum kami dapat

selesaikan, seperti kita sekalian kehendaki. Dan oleh kare-

nanja kamipun berusaha sekuat tenaga kearah itu.

Socal perumahan ini hanja dengan sempurna dapat disele-

saikan dengan djalan pembangunan perumahan? baru.

Dalam keadaan sepertl sekarang ini soal itu tetap akan

merupakan suatu soal jang sangat sulit dan tidak me-

muaskan.

Untuk mengatasi heraneka-warna kesulifan dalam masa-

perumahan ini, maka oleh pihak kamipun telah didjalan-

kan rupa? usaha, misalnja:

1. oleh fihak kami telah dikeluarkan surat edaran kepada
germmua  instansiz  Pemerintahan, jaitu  tertanggal 2
Pebruari 1950 — Nyr. U.P.P. 2-3-2, jang meminta dengan
segera, diterimanja daftar prioriteit penempatan pe-
gawai? maging? kementierian, sehingga dapatlah kiranja
dipenuhi rentjana pelaksaan dengan tjara jang lebih
teratur.

2. menggiatkan usaha pembangunan kota Xebajoran,
dengan bekerdja bersama jang sangat memuaskan dari
pihak Sdr. Laoch. Dalam hubungan ini, perlu kiranja
diketahui, bahwa tentang perumahan? jang dapat ter-
sedia di Kebajoran itu, berturut-turut telah dua kali
diadakan pembagian perumahan bagi para pegawal,
jaitu sedjumlah 40 buah permanent dan 321 buah semi-
permanent. Selandjuinja dalam bulan April jang akan
datang ini, dapat diharapkan pembagian ke-tiga, jaitu
djikka di blok A akan disediakan 123 gedung permanent
dan 300 semi-permanent.

3. Semendjak sebulan telah didjalankan suatu tjara ker-
dja, jang menurut hermat kami baik pula hasilnja, jaitu
dengan djzlan mengadakan koordinasi antara Kemen-
terian Sosial, Kantor U.P.D, dan fihak militer, baik
dart T.N.I. maupun K.N.I.L. dan KL.; badan koordi-
nasi itu tiap hari Kemis — diadi sekali seminggu —
mengadakan sidang untuk mempeladiari dengan sek-
sama dan memetjahkan semua soal perumahan ini
bersama-sama.
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VIII.

Pertanjaan Anggota? ditudjukan kepada
MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN
PEKERDJAAN UMUM

dan djawabannja.

PERTANJAAN anggota Djaswadi Suprapto:

Tentang soal perumafiti.

Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang di-
datangkan di Djakarta jang kini dipekerdjakan pada
Kementerian2?, jaitu bahwa mereka di Djakarta sini tidak
mendapat djaminan tentang perumahan sehingga mereka
terpaksa dengan keluarganja menumpang disana sini atau-
pun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa
mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah
tangga, apakah tuan Ketua tidak sependapat dengan kami
bahwa soal perumahan ini harus segera dipetjahkan dengan
djalan membentuk sebuah commissie jang diberi kewadji-
ban menjelidiki dengan saksama keadaan perumahan di
Djakarta sini dengan demikian beberapa gedung? jang
dibutuhkan dapat dikosongkan tentu sadja dengan tidak
mengabaikan hak? manusia.

Walaupun soal perumahan ini termasuk kekuasaan Peme-
rintah kota dan walaupun di Kebajoran telah disediakan
beberapa rumah, akan tetapi kami berpendapat bahwa
tidak ada djeleknja apabila pusat Pemerintahan turut
menjampuri soal ini.

Apabila djaminan perumahan ini dapat ditjukupi, maka
kami jakin bahwa pegawaiz tersebut akan dapat men-
tjurahkan segenap pikiran dan tenaganja untuk kepen-
tingan R.LS.

Kalau kami tidak lupa, pernah pihak Belanda sebelum
penjerahan kedaulatan memberi kesanggupan akan me-
ngosongkan 80 buah gedung? dan apakah sebabnja djandji
tergebut sampai saat ini belum dipenuhi semua?

DIAWABAN Menteri Perhubungon, Tenaga &an Peker-
diaan Umum:
Soal perumahan adalah soal baru dinegara kita. Maka
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menderita benar. Malahan k1. 907 perumahan di Menado
dan beherapa kota di Minahasa hantjur lebur. Oleh Peme-
rintah Djepang sedjumlah rumah dirubuhkan untuk kepei-
tingan siasat perangnia.

Sebagai tjontoh akibat aksi militer Belanda kami kemuka-
kan daerah Jogjakarta, disana tidak kurang dari $000 buah
rumah Rakjat jang telah hantjur, terbakar dan hangus,
belum lagi dihitung gedung? Pemerintah.

Disatu Kahupaten Bantul sadja terdapat 1630 buah rumah
jang terbakar dan hangus, akibat agresi Belanda. Demikian
pula halnja dengan daerah Solo, Madiun, Bodjonegoro,
Magelang jang mengalami kerusakan? jang sangat besar.
Djuga didaerah Pasundan perumahan rakjat mendapat
kerusakan atau kehantjuran jang hebat, sebagai akibat
dari pertentangan® sedjak perselisihan Indonesia-Belands,
sampai ke affaire D.I. dan Westerling.

Demikianlah beberapa gambaran kehantjuran ijang kita
dapati dilingkungan tanah ajr kita, jang merupakan suatu
mas'alah jang absoluut sifatnja, dan meminta pemetjahan
jang tegas.

Disamping hal tersebut, kita dapati pula faktor gerakan
rakjat menudju kota jang sekenarnja agak relatief sifatnja.
Dr. H. J. W. Roegholt menjatakan gerakan: , De trek naar
de grote steden” in als ,sociale volksbeweging”. Sedang-
kan Schwiedland dalam ,,Volkswirtschaftlehre’’-nja meng-
atakan: Die Bevolkerung kan sich innerhalb der vor-
geschrittenen Staten in Groszstidten. Proses ini dapat kita
lhat dikota? hesar Djakarta, Semarang, Surabaja, Ban-
dung d.ll. kota besar. Djazkarta umpamanja dewasa ini
mempunjai penduduk sedjumlah 1,400.000 djiwa, atau
lebih dari 2 X djumlah sebelum perang, sehingga Djakarta
merupakan kota jang paling besar diseluruh Asia Tenggara
melebihi Singapura, Melbourne atau Manilla.

Gerakan menudju kota ini bukan hanja di Indonesia sadja
kita dapati melainkan djuga umum diluar negeri, seperti
di Singapura, Jeruzalem, Paris, London dan dikota-kola
besar di Amerika. Menurut John Gunther dalam bukunja
Inside America” 50 tahun jang lalu k.. 5/6 dari raljat
Amerika berumah diluar kota?, tetapi keadaan pada masa
ini adalah sebaliknja.
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tinggl guna memenuhi kebutuhan kaju dalam djangka
wa k*u jang lebih singkat.
Disamping itu sedjak bulan Djuni 1948 telah didirikan pula
guate Jajasan Pembangunan atau Centrale Stichting
VWederophouw jang bersifat semi-officieel. Titik berat
sahanja terutama terletak dalam membantu usaha par-
tikulir dalam pembangunan perumahan, dengan menjedia-
kan moedal, balian? pembangunan, keterangan? mengenal
pemipangunan rumah, d.ll, Mengingat masjarakat umum-
nia dimana Pemerintah meraga tanggune djawab jang
sebesarinia tprhachp Rehuluhan rakjat, maka Pemerintah
menganggap periu memperiuas gifat Jajasan ini. Titik
herat dari lapangannja sckarang terletak bagian besar
dalam fangan Pemerintah sendiri dalam lapangan pem-
bengunan dan perumahan ralkjat
Untuk memenuhi segenap ugaha’ ini Kementerian kami
sekavang sedang merentjanakan anggaran belandja jang
tertentu. Mengingat keadaan keuangan Negara klta, maka
untuk renjelenggarakan usaha jang seluas ini, Pemerintah
hendak membawa serta masjarakat dalam usaha pem-
bangunan itu. Sebagail suatu tjontoh dalam hal ini dapat
kita ambil badan? usaha perumahan atau housing autho-
rity di Amerika Serikat, umpamania Insurance Companv
Housing, Housing for Industryv Employees, Cooperative
and Trade Union Housing,
Badan? jang sematjam ini kita dapat pula umpamanja di
Singapura derigan Singapore - lmprovement Trust-nja.
Dalam batas? kemungkinan ini telah kami madjukan pula
usul kepada pert [sahaan Veem pelabuhan Tandjong Priok
untuk membangunkan perumahan® bagi para buruhnja,
dimana Kementerian kami men_]edlakan tenaga sepenuh-
penuhnja untuk membantu usaha ini. Hal ini kami pandang
sangat perlu bagi perusahaan tsb., djuga dengan maksud
untuk mengurangi kesulitan? jang dihadapi ocleh pihak
perusahaan fsb. terhadap pihak buruhnja. Disamping itu
pula kedudukan kaum buruh kita dapat diperbaiki.
Demikianlah Pemerintah berusaha memetjahkan sgoeal2
perumahan rakjat bersama? dengan masjarakat, sebagai-
mana lazimnja dikerdjakan dalam tiap? masa peralihan.
Membentuk Komisi atau pertjampuran tangan pemerintah
pusat tidak perlu lagi, karena urusan perumshan sudah
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DJAWABAN:
{Lihat djawaban atas pertanjaan No. 57 — Red.).

PERTANJAAN anggota Mr. Muh., Yamin:
Lalu lintas udara Indonesia sedjak berdirinja RIS, di-
pelihara oleh perusahaan penerbangan sipil bernama
maskapal Garuda Indonesian Airways, suatu perusahaan
tjampuran antara R.1.S. dengan K.L.M. Penerbangan inter-
ingulair ini kabarnja akan diperluas dengan penerbangan
interkontinental.

Supaja mendapat bahan pengetahuan bagi Parlemen dan

pihak umum, maka penanjs mengharapkan djawaban atas

pertanjaan sebagai berikut:

A, Bersediakah Pemerintah meletak-simpankan (ran-
tjangan) perdjandjian jang telah (akan} dibuat oleh
R.I.S. dengan Garuda Indonesian Airways, baik jang
bersifat’ interinsulair ataupun interkontinental.

B. Berapa procentkah R.IL3, mendapat bagian daripada
andil? jang semata-mata karena memberikan konsesi
penerbangan kepada maskapai penerbangan tersebut?

C. Tidakkah Pemerintah berpendapat hahwa anggota per-
gseorangan Indonesia baiknja diberi kesempatan pula
ikut mengambil bagian andil pada maskapai tjampuran
itu?

D, Berapakah besarnja perimbangan bagian Indonesia pada
golongan pegawai:

a. diatas tanah dan

b. pegawai udara, dan sudah berapakah pegawal,

¢. fechnici Indonesia dan sudahkah,

d. dalam Direksi ditempatkan putera Indonesia pada
maskapai tu?

E. Bagaimanakah kesempatan bagi maskapai lain jang
mungkin meminta konsesi pula dari Pemerintah R.ILS.
dilapangan penerbangan sipil?

DIAWABAN Menteri Perhubungan, Tenaga dan Peker-
djoan Umum:

Berhubung dengan pertanjaan anggota jth. Mr. Muh.
Yamin mengensai soal kedudukan dan susunan Garuda
Indonesian Airways, maka Pemerintah dapat mendjelaskan
disini sebagai berikut:
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Dijepang pada Sekutu sudah hampir selesai dikerdja-
kan?

B. Berhubung dengan itn, ingin mengetahui djuga, apakah
sebahagian dari pindjaman jang berdjumlah 100 djuta
dolar dari Amerika itu dapatkah dipakai untuk pen-
bangunan kemball alat® perhubungan lalu lintas di
Sumatera Tengah umumnja dan untuk pembangunan
djalan kereta api Muara Sidjungdjung dan Pakan Baru
chususnja?

DIAWABAN Menteri Perhubungan, Tenopa don Peker-

djoan Umum:

A, Djalan kereta api Muaras Sidjungdjung-Pakan Baru
telah termasuk dalam rentjana 5 tahun Kementerian
kami. Karena pembuatan djalan kereta api ini dimasa
j-1. ternjata kurang scsual dengan sjarat? jang dibutuh-
kan dan kurang didasarkan atas pandangan perkem-
bangan masa jang datang, maka biaja perbaikannja
sebetulnja sama besamja denva'l pembuatan djalan
jang baru.

Dibeberapa tempat bahkan dirasa perlu untulk memin-
dahkan fracenja.

B. Berhubung dengan pembangunan pulau Sumatera ting-

kat jang pertama terletak pada scal? perhubungan,
maka sebagian dari pindjaman dari Amerika segera
akan dipergunakan untuk pembangunan  kembali
djalan® kereta api Sumatera Tengah, termasuk pula
djalan kereta api Sidjungdjung Pakan Baru.
Pada waktu ini baru sedang diusahakan penjelidikan
perluasan djalan kereta api di Sumatera Selatan. Hal
ini adalah berhubungan dengan soal? transmigrasi jang
djuga termasuk dalam rentjana pertama pembangunan
pulav Sumatera,

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal
24 Maret 1950),

PERTANJAAN anggota Basyi:

Menurut s.k. Pedoman, sebuah kapal barang dengan muatan
getah para jang berangkat dari pelabuhan Bengkulu me-






suatu bandar atau tempat dipantai kebandar atau tempat
lain dipantai dalam lingkungan batas negara.

Beberapa negara umpamanja Perantjis menjediakan hak
ini bagi , bandarnja’ sendiri, demikian pula dengan negara
kifa jang menjediakan pelajaran pantai ini bagi bendef
R.148. dan bendera Nederland sebagai akibat persetudjuan
KMB.

Peraturan ini penting artinja untuk mempertahankan per-
kembangan pelajaran pantai di Indonesia, Dengan demikian
djelaslah, bahwa sama sekali tidak ada terdapat penger-
tian ,,monopoli” dari beberapa perusahaan belaka dalam
hal pelajaran pantai ini.

Perlu diperhatikan hahwa pelabuhan Bengkulu bukanlah
termasuk bandar laut atau tempat dipantai jang ferbuka
untuk perdagangan luar negeri. Kapal K.P.M. sendiripun
harus mengangkut bahan? export dari pelabuhan Bengkulu
ini ke salah satu bandar laut Indonesia lebih dulu, sebelum
mengirimnija keluar negeri, Pengangkutan dari Bengkulu
kesuatu bandar laut Indonesia bukanlah disediakan untuk
K.P.M., Rott. Lloyd dan Stoomvaart Mij. Nederland semata-
mata, akan tetapi dapat diselenggarakan oleh tiap® kapal
jang berlajar dibawah bendera (nationaliteit) Indonesia
dan Nederland. .

Peristiwa penjeretan kapal ,Kah Keng” tersebut terdjadi
oleh karena kapal tersebut adalah sebuah kapal muatan
dibawah bendera Inggeris iang mempunjai surat® kete-
rangan negara Inggeris dipelabuhan Bengkulu jang bukan
termasuk bandar laut atau tempat pantai jang terbuka
untuk perdagangan luar negeri.

Lain dari pada itu kapal ,, Kah Keng” itu djuga melakukan

. pelanggaran dengan memasuki suatu daerah pelajaran
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(vaargebied) dengan tidak mempunjai sesuatu izin isti-
mews jang harus diminta dari A L.R.IS, terlebih dulu.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal
24 Maret 1850).
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Kereta-Api. Djawatan Kercta-Api sudah mengumumkarn,
bahwa sekarang bekas pegawaiz D.K.AR.I jang bersikap
non-cooperatief akan ditempatkan semua kembali, dan
berhubung dengan ini kepada mereka diminta supaja men-
daftarkan diri, Dengan ini mereka dipersilabkan untlk
masuk bekerdja kembali dan tentang ini hasilnja adalah
sangat memuaskan, misalnja sadja di Djakarta ada kurang
lebih 2000 orang bekas kaum non-cooperator telah ditem-
patkan kembali dalam djawatannja masing?, dan sampai
sckarang hanja ada beberapa puluh orang sadja jang belum
ditempatkan kembali, dan ini adalah apa jang terdjadi
dalam praktek. Berhubung dengan itu maka telah diambil
keputusan oleh Pemerintah untuk menerima semua pe-
gawaiz non-cooperator didalam djawatannja masing?, jaitu
dengan tjara menempatkan dahulu wakil-wakil mereka,
Para wakil ini, tentu sadja sesudah diadakan perundingan
dengan pemimpin djawatan, akan berusaha agar segenap
tenaga non itu ditempatkan kembali ditempat-tempatnja
semula. Tentu sadja keadaan sekarang masih belum me-
muaskan, dan sekarang masih ada beratus-ratus dari ka-

. langan non jang belum difempatkan kemhali. Akan tefapi

mudahzan sadja dengan usaha sefjara gabungan dan pula
dengan djalan mengadakan perundingan lebih landjut
dengan Peraerintah Republik Indonesia tentang hal ini,
lebih? setelah penggabungan beberapa wilajah dan penju-
sunan baru kota Djakarta, akan menambah lantjarnja

_ ichtiar Pemerintah terhadap kaum mnon-cocperator, jang
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harus diselesaikan dengan kesungguhan hati. Tetapi
dengan penjelesaian soal kaum non-cooperator ini timbul
masalah baru. ' .

Masalah baru itu ialah mengenai pegawai? jang diangkat
oleh Pemerintah pre-federal. Bagaimanakah nasib mereka
itu djika mereka itu tidak dipakai oleh Pemerintah Repu-
blik. Sebagaimana diketahui dibeberapa tempat kini telah
diadakan persiapan? untuk menjerahkan kembali beberapa
djawatan kepada Republik. Akan tetapi nampaknia tidak
semua pegawai jang diangkat oleh Pemerintah pre-federal
itu akan ditempatkan dalam djawatan jang sekarang akan
dipegang oleh Republik itu. .
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam
rapat plenc ke-20 tanggal 23 Maret 1950).
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berhubungan dengan kita demikian djuga direksinja. Pun
soal B.AT. Surabaja dan Tjirebon sudah selesai.

Kami rasa bahwa selangkah demi selangkah dengan djalan
ini dapat dilaksanakan kehendak Pemerintah mempertinggi
penghargaan tenaga kerdja, mulai dari bawah
Pemerintah jang sckarang dan Pemerintah negara Muda
Indonesia selandjutnja harus terus merintis djalan Untuk
mendjadikan penghargaan tenaga kerdja sebagai dasar
penghargaan dalam selurub kegiatan ekonomi. Bagaimana
misalnja politik export jang nampaknja diutamakan oleh
Pemerintah dapat dipertemukan dengan dasar politik
penghargaan tenaga kerdja Kementerian Perburuhan, periu
terus diichtiarkan. Ini adalah satu paragraaf dari masalah
jang dihadapi cleh Negara® baru di Asia, untuk mentjahari
titik pertemuan baru antara buruh dan modal dibagian
benua ini.

Soal Semarang:

Sebagaimana telah diterangkan Pemerintah tetap akan
mendjauhkan segala sikap dan tindakan jang dapat di-
artikan membatasi hak? buruh. Tetapi dalam keadaan
sekarang ini, dimana kedudukan negara? dan daerah® serta
hubungannja dengan Pemerintah Pusat sedang dalam per-
golakan, sebenarnja kita tidak usah kaget kalau dari
kekuasaannja sesuatu daerah ada tindakan jang tidak
dapat dilaraskan dengan pokok pendirian Pemerintah
Pusat itu.

Dan dalam kenjataannja, soalnja tidak begitu genting,
atau tidak genting sama sekali. Ini sebetulnja tergantung
dari gikap Pemerintah Pusat dan sikap Daerah tersebut.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam
rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota 4. Erningpradjo:

A. Suratz kabar pada hari Djum’at tanggal 3-2-50 jh.l
mengumumkan tentang adanja: pelarangan pemogokan
didaerah Gubernur Militer Djawa Tengah, terutama di
Djawatan? dan Perusahaan® jang dimiliterisir, misal-
nja: Pos dan Telegrap, Kereta Api, Perusakaan Per-
kebunan dsb. dengan antjaman pelanggaran akan di-
hukum pendjara 3 tahun atau denda f 10.000.—.
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Timur sebagaimana termuat dalam surat? kabar?
(dalam bulan Oktover dikebon Tanah Radja Tebing

Tinggi).

D. Apakah Pemerintah telah mengetahui tentang peng-

umuman Gubernur Milifer III, Divigi I (Djawa
Tengah jang.melarang buruh mogok dengan peraturan
G2, jang diumumkan pada tanggal 25 Pebruari 106507
Djika Pemerintah t{elah mengetahuinja, maka kami

“ingin bertanja bagaimana sikap Pemerintah terhadap

peraluran itu.

DJAWABAN Mentert Perburvhou:

A,

aw

Pengawasan Pemerintah atag penglepasan? demikian
dilakukan oleh Djawatan Pengawasan Perburuhan.
Asal soalnja dikemukakan kepada Djawatan tersebut
tentu akan diurus. Pada waktu sekarang hukum peng-
lepasan setjara kolonial itu masih ada, (seperti pada
perusahaan Cordesuis) dan disamping ini masih di-
adakan pula perbedaan antara buruh Europa dan buruh
bukan golongan Europa, dan pula tentang pembagian
pekerdjaan jang biasanja dikerdjakan oleh buruh
Furopa dan oleh golongan buruh jang biasanja disebut-
kan ,lagere arbelders’.

Dikalangan Federaal sisa kolonial ini belum bisa di-.
hapuskan, dan pringipnja djuga beberapa djawatan dari
Republik hingga sekarang terpaksa memberi surat
edaran supaja aturan? jang berbau kolonial itu dihapus-
kan dan discsuaikan dengan tjita? menurut kehendak
waktu sekarang.

Mengenai soal penilepasan serta merta ini tentu bisa
dikemukakan kepada Djawatan Pengawasan Perburu-
han dimasing? tempat.

(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 63 — Red.).
Tentang soal penganiajaan buruh di Tebing Tinggi.
Kami tentu akan mendapat keterangan? lengkap tentang
soal penganiajaan buruh jang wenurut surat? kabar
sedang dalam pemeriksaan jang berwadjib. Sebagai-
mana digambarkan dalam surat? kabar soal ini ter-
masuk soal kedjahatan (eriminesl). .

Kami rasa jang dapat memberi hukuman setimpal

“dengan perbuatannja ialah hakim, de strafrechter.






X.

Pertanjaan Anggota? ditudjukan kepada

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN

KEBUDAJAAN
dan djawabannja.

67. PERTANJAAN anggota Ibnutadji Prewiro Sudirdjo:

A, Bagaimanakah pendirian Pemerintah R.IL.S. terhadap:
Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 19497 (ten-
tang Penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang
telah berbakti).

B. Karena susunan sekolah Landjutan daerah?/negara2,
jang dengan gembira dan rela hati menjatakan ingin
segera kembali pada Tbu Republik Indonesia, berlainan
dengan susunan R.L, perlu adanja perundingan antara
R.IS. dan R.L

a,

Sampai dimanakah usaha Pemerintah R.I.S. untuk
melantjarkan dan melunakkan pengoperan pergu-
ruan didaerah? jang menggabungkan diri pada R.I.

b. Me.ngingat bahwa:

1. pemuda sendiri didalam kongresnja di Djokja

telah menjatakan tidak ada lagi batasnja antara
pemuda peladjar ,,non” dan ,,co”.

pemuda peladjar didaerah pendudukan pada
umumnja ikut djuga menjumbangkan tenaganja
didalam perdjuangan kemerdekaan dan

pemuda peladjar Indonesia sedjak 1942 sudah
banjak menderita, apakah Pemerintah tidak se-
pendapat dehgan penanja, bahwa didalam zaman
peralihan ini barus didjalankan peraturan peng-
gabungan (pengoperan) perguruan jang sesupel?-
nja sehingga semua murid tidak perlu merugi,
pembangunan dapat tjepat dimulai dan pemuda
peladjar dapat turut menjampaikan kemkmatan
kemerdekaan?

C. Untuk pembangunan perlu sekali perguruan diperluas
dan dipertinggi mutunja. Tetapi djumlah guru amat
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laksanaan Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 chususnja.
B. a. Pemerintah R.LS. menghadapi kesukaran dalam hal

pengoperan pegawai, oleh karena pada umumnja
pengoperan itu terdjadi dengan waktu jang amat
singkat.

Oleh karena antara Kementerian Pendidikan, Peng-
adjaran dan Kebudajaan R.LS. sudah ada ,under-
standing” buat menghadapi kesukaranz itu.

Lain daripada itu dikementerian R.I.5. sekarang di-
siapkan daftar? sekolah?, pegawaiz, guru dan lainz,
supaja dapat diberikan pada waktunja pada Kemen-
terian Pendidikan, Pengadjaran R.I. buat mendjadi
maklum.

b. 1. Pemerintah amat gembira mendengar, bahwa pe-

muda-peladjar dalam congresnja di Djokjakarta,
mengatakan, bahwa tak ada batas lagi antara
peladjar ,,non’ dan ,co™! Inil satu putusan jang
akan memudahkan pembangunan pemuda.
Baik sekali, kalau hal ini dalam praktek benar:
didjalankan, tidak sadja oleh peladjar2, fetapi
djuga ocleh para guru.

2. Telah disetudjui oleh J. M. Menteri Pendidikan,
Pengadjaran, dan Kebudajaan R.I. Djokjakarta,
bahwa pada penghabisan tahun peladjaran
gekolah? landjutan? dalam daerah? jang masuk
R.I. dapat mengadakan udjian penghabisan me-
nurut isinja peladjaran. Soal? udjian sekolah?
Menengah akan dibagikan oleh Kementerian
P.P.K. RI18S. kepada Djawatan Pengadjaran di-
daerah® tersebut diatas.

3. Pemerintah sangat setudju dan sependapat
dengan sdr. Ibnutadji bahwa didalam =zaman
peralihan ini harus didjalankan peraturan peng-
gabungan (pengoperan) perguruan jang sesupel-
supeilnja, sehingga memang tidak usah semusa
murid merugi, pembangunan dapat tjepat dimulai
dan pemuda-peladjar dapat turut menjampaikan
kenikmatan kemerdekaan.

C. a. Usaha? untuk menambah djumlah guru talah:

1. Mengadakan kursusz fulisan.
2. Memberi tundjangan-tundjengan kepada muride
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buat Iimu Pasti
Bandung:

buat [ acdapovid

Semarang:

buat Inggeris.

Djakarta;

Inggeris; Sedjarah; Ilmu Buml Musik;
Menggambar dan pekerdjaan tangan dibuka bulan
April,

Alam — Kimia — Hajat.

Direntjanakan untuk dibuka di Medan bagian Ilmm

Pa

sti dan Inggeris, di Makassar bagian Ilmu Pasti.

Capaciteit kursus? tersebut diatas adalah terbatas.
Oleh karena itu direntjanakan djuga kursus? tulisan.
Dengan djalan ini akan lebih banjak orang dapat di-
dikan.

C. Perbaikan nasib guru dipikirkan benars.”

1.

materieel dengan memberi dasar lebih tinggi.
Sebenarniz, aturan gadii Republik P.G.P. lebih baik
dari aturan gadil prefederal dulu atau B.A.G.
Dalam commissie gadji jang akan datang hal per-
bedaan ini akan dihilangkan. Lain dari pada ifu
deradjat guru akan dipertinggi dengan memberi
mereka kesempatan meningkat dari guru desa ke
academicus, jang pada dulunja sangat sukar ter-
djadi.

Kementerian P.P.K. R.1.3. menjediakan 500 derma-
giswa (beurs) untuk tahun peladjaran 1950/1951,
Oleh karena jang mendjadi tugas kewadjiban buat
Kementerian P.P.K. RIS, dalam bahagian pergu-
ruan, terutama Perguruan Tinggi, maka beurs ini
disediakan semata-mata untuk mahasiswa? jang
memenuhi sarat? jang ditetapkan untuk penerimaan
beurs (dermasiswa) itu.

Didalam prin sipnja, maka mer‘eka jang telah ber-
djzsa besar dalam perdinangan didahuiukan dari
Jjang lain.

Tawaran? untuk memberikan beurs dari luar negeri,
djuga dari Negeri Belanda, dlpertzmbangkan pula
sedemikian rupa.

Tentang Malinobeurs.

Tindjauan kembali dari Malinobeurs didasarkan atas
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DIAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan:

Diantara badan? jang diserahkan oleh Departemen O0.KW.
kepada Kementerian P.P.K. RI.S. termasuk djuga Balai
Pustaka. Dalam Susunan Kementerian P.P.X. jang baharu
dibentuk ituw, Balai Pustaka masuk kedalam Bahagian
Kesusasteraan dari Dinas Kebudajaan.

Dengan demikian Staf Redaksi Balai Pusiaka seluruhnja
masuk Lkedalam Bahagian Kesusteraan bersama-sama
dengan pegawai Kantor Terdjemah Dep. OK/W. dan pe-
gawal Centraal Vertaal Bureau jang djuga diserahkan
kepada Kementerian P.P.X, Nafkah mereka tidak di-
ganggu-ganggu.

Pemindahan ini telah mendapat persetudjuan dari seluruh
Staf RedakSI Balai Pustaka jang dinjatakan dengan surat
tanggal 7 Pebruari 1850,

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Peng-
adjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal
23 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota Mr. Mukhd. Yamin:

Berhubung dengan pemeliharaan dan memadjukan kebu-

dajaan nasional, maka kabarnja waktu sekarang dikota

Djakarta sudah berdiri suatu Dinas Kebudajaan R.I.S. dan

suatu Lembaga Kebudajaan dibawah pimpinan Mr. Wong-

gonegoro. Berhubungan dengan perkembangan jang ber-

langsung itu, maka penanja memadjukan pertanjaan:
Apakah hedanja kedua djawatan itu, dan bagaimanakah
urusan hubungan kedua hadan itu, serta bagaimanakah
perbelandijaannja?

2. Supaja djangan timbul kesan kekatjauan keluar negeri,
tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa harus diten-
tukan sikap badan jang manakah representatief di-
lapangan kebudajaan terhadap dunia luar negeri?

DIJAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dejaan:

Dinas Kebudajaan ialah suatu Badan Pemerintah, bahagian
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
R.I.S., sedangkan Lembaga Kebudajaan ialah suatu Badan
jang didirikan atas putusan Kongres Kebudajaan Nasional
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djamin adanja Pemimpin buat segala lapangan kemas-
jarakatan? Apa sudah ada ichtiar dari Pemerintah
untuk merubah sistim pengadjaran kolonial mendjadi
sistim pengadjaran nasional?

Diika sudah ada ichtiar kedjurusan itu, bagaimana
sifat pengadjaran nasional Pemerintah itu? Apa Pe-
merintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa
didalam tjara untuk menjesuaikan sekolahan dengan
masjarakat?

DIAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjoran dan Kebu-
dajean:
A. Pemerintah menegaskan, bahwa tidak usah diragu-

ragukan penghargaan besar daripada Pemerintah fer-
hadap peladjar? jang berdjuang buat kemerdekaan.
Soal mengenai peladjaran dan pendidikan mereka di-
perhatikan pula dan sekarang sedang dirantjangkan
didalam komisi dari Kementerian Pertahanan dan
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
buat mendjelmakdn selekasnja dengan praktek setjara
urgensi-program.

Baik diketahui, bahwa Kementerlan Pendidikan, Peng-
adjaran dan Kebudajaan R.I.S. dalam daerah? dan
negara? Bahagian sangat terbatas pekerdjaannja dan
misalnja didaerah Republik sama sekali tidak dapat
tjampur dengan soal? sekolah rendah, menengah, serta
menengah atas, serta murid-nja.

Didalam Negara? Bahagian, Kementerian Pendidikan
R.IS. hanja menjelenggarakan dengan penuh Per-
guruan? Tinggi, Akademi, Instituut? dan Sekolah Lan-
djutan Techrik, serta beberapa tjorak lainnja, tersebar
digeluruh Indenesia, seperti Djakarta, Bogor, Bandung,
Makassar dan Burabaja.

Dalam hal ini pekerdjaan sentralisasi buat menclong
pemuda hanja dapat didjalankan via Kementerian Per-
tahanan dan ini sebabnja maka komisi itu terdjadi dari
dua Kementerian itu,

B. Sungguhpun begitu Kementerian Pendidikan, Peng-

adjaran dan Kebudajaan R.ILS. berusaha »sebanjak
mungkin huat menclong pemuda-peladjar ini, istimewa
jang akan bersekolah. Tindakan jang pertama didjalan-
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direntjanakan oleh komisi jang spesial diadakan buat
hal ini dan kelak akan dikemukakan dalam konperensi2
dengan ahliz seluruh Indenesia,
Jang sudah njata, ialah bahwa Pemerintah mengambil
principe, bahwa-perguruan harus didemokratiseer.
Sedang dirantjangkan satu sistim, dimana misalnja
seorang guru desa jang tjakap dan radjin dapat lambat
laun meningkat beberapa examen, Jang membawa ia
keperguruan tinggi. Djuga dapat dikemukakan, bahwa
misalnja diploma M.O., akan diubah mendjadi diploma
jang diperdapat dart satu bahagian Pergurnan Tinggi.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Peng-
adjaran dan Kebudajaan dalam rapai pleno ke-20 tanggal
23 Maret 1950).
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(scbelumnja penggabungan daerah® lain)
Incl. Dokter Tentara = 60
Dokter Sipil di Sum. - 67
Dokter Sipil di Djw. =+ 130

Disamping dokterz Pemerintah ini ada di Indonesia --

500 dokter KNIL, dan KI., dan 2 330 dokter partikulir.

Djadi didalam dinas Pemerintah (baik sipil maupun

militer} hanja adalah 837 Dokter.

Kalau dokter? KI.. — KNIL tidak dihitung, cleh karena

sebahagian hesar dari padanja mungkin akan pulang ke

Negeri Belanda dan kita hanja ambil dokter® Pemerintah

- partikulir, maka hanja adalah -+ 1187 dokter, artinja

kita mendapat ratio: 1: ;1 60 4 70 ribu penduduk. Ratio

International = 1 : 1000).

Sudah teranglah, bahwa kita pada waltu sekarang harus

bekerdja dengan kekurangan dokter jang amat besar ada-

nja. Maka oleh karena itu, timhbul 3 soal penting dalam
pembagian dokter?, ialah:

1. Membagikan dokter? seefficienz-nja.

2. Mendidik dokter sebanjak2-nja.

3. Mentjari dokter? luar negeri jang bhaik, =upaja ke-
kurangan jang besar itu dapat diatasi.

Tentang pembagian dokter? dapat dikatakan disini, bahwa

sampai waktu seksrang Republik Indonesia mempunjai

sedjumnlah dolkter jang dibagikan menurut sisteemnja sen-
diri untuk daerah, dan untuk daerah? diluar Republik,

Pemerintah Central menjerahkan kepada negara? Bagian

(Daerah?) lain sediumlah dckter jang disebarkannia oleh

Pemerintah Bagian (Daerah) menurut sisteem dan keper-

luannja sendiri djuga. '

Menurut paham sajs sistcom® pembahagian tersendiriz ini

tidak efficient, oleh karena satu negara bzhagian mem-

punjai relatief lebih banjak dokter dari pada Negara

Bahagian jang lain, dan sebahagian hesar dari dokter? ini

tinggal dikota? jang besar.

Sajo mengenggap perlu diadalkan:

1. SBatu Centrale Coordinatie sisteem jang dipimpin oleh
Pemerintah Central didalam Federale Staatsstructuur
pada masa sekarang ini. Memang scal eembagian
dokter? didalam satu eenheids Staatsstructuur, ada
lebih gampang. Djadi sclamanja kitae masih hidup dan
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Pemerintah ke Tandjong Seilor {dengan dua mantri djuru-
rawat).

Dokter untuk Long Nawang (tempat tentara) akan di-
berikan oleh T.R.I.8. Untuk Malinau dan Nunukan belum
ada dokter, segera akan ditjari dan ditempatkan.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Kesehatan dalam rapat
pleno ke-20 tanggal 25 Maret 1950},
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tak ada pertjampuran tangan dari pihak Pemerintah N.I.T.
Tentang peristiwa di Ambon mengenai saudara Patty-
maipau Kementerian Penerangan R.LS. telah minta kete-
rangan dari Kementerian N.I.T, dan pada tanggal 8§ Maret
1050, kami mendapat djawaban jang nerbunji demikian:
,030812 propenantaris, berhubung dengan kedjadian
di Ambon dimana beberapa agen dari polisi negara
mengambil tindakan: terhadap wartawan s.k. masa
koma kini dapat diberitahukan, halwa 9 agen jang
mengambil hagian dalam perkara itu sesudah dihukum
digipliner masing? dengan 7 sampai 14 hari arrest
keras tth. diluar dari itu mereka akan didakwa dimuia
hakim jang berwadjib’. '
Pada achirnja izinkaniah saja mengemukakan, bahwa ke-
djadian sematjam ini sangat disesalkan oleh Pemerintah
karena wadjiblah tiap2 wartawan bebas mengeluarkan pen-
dapat dan pikirannja zonder tindakan? diluar hukum dari
pihak polisi atau pendudux lzin.
{(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam rapat
pleno ke-2i( tanggal 23 Maret 1850, Lihat djuga djawaban
Perdana Menteri atas pertanjaan No. 12 dan djawaban
Menteri dalam Negeri atas pertanjaan No. 32).

PERTANJAAN anggota Muhamad Ydamin:

A. Menurut berita? dari surat kabar, kantor propaganda
Amerika Serikat (USIS) telah merentjanakan akan
melantjarkan propagandanja dari Kota? sampai ke-
kampung?, sesuai dengan keputusan jang telah diambil
dalam Lkonperensi para Kepala Informasi Amerika
Serikat diseluruh Asia Tenggara jang telah berlangsung
dikota-Singapura. Berkenaan dengan kegiatan propa-
ganda negara asing c.g. Amerika Serikat itu, maka
penania -memadiukan pertanjaan:

1. Apakah hal jang tersebut diatas diketahui oleh
Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan bagai-
manakah pendiriannja terhadap itu?

2. Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa hal
itu tidak menimbulkan suatu pra-peristiwa (prae-
cedent) jang mungkin membahajakan *Indonesia
dibelakang hari berhubung dengan permintaan jang
mungkin serupa akan datang jang dari Negara jang
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Tenggara, di Singapura dan menurut pengetahuan
Pemerintah, disana telah diputuskan untuk menambah
dan menjempurnakan penerangan pihak Amerika Seri-
kat diseluruh Asia Tenggara, djadi djuga di Indonesia.
Dari pihak USIS di Djakarta hal ini akan dilakukan
terutama dengan djalan memperbanjak publikasi® dan
film, suatu djalan jang sedjak lama dilakukan oleh
USIS dari Djakarta. Berita surat kabar jang tenjata-
kan ,dari kota® sampai kekampung?”’, mungkin menge-
nai peredaran , film-units’ dari USIS dan ini sebenarnja
baru terdjadi didaerah Djogja dan Solo sementara bulan
jang lalu dan dengan pengetahuan dan seizin dari
Kementerian Penerangan R.I dan pembesar? daerah
jang bersangkutan.

Film2? jang dipertundjukkan, ialah film? pengetahuan
dan hiburan, atas pemilihan pembesar dan daerah jang
persangkutan sendiri. Dilain-lain daerah tidak beredar
film units dari USIS. '
Penerangan? dari pihak luar negeri sematjam itu, hanja
dapat terdjadi atas permintaan atau izin dari Peme-
rintah Pusat dan Pemerintah? daerah jang bersang-
kutan,

PAda umumnja penerangan atau propaganda dari luar
negeri ditudjukan ketanah air kita ini, sukar dibendung
begitu sadja mengingat prinsip ,freedom of infor-
mation” diseluruh dunia (ingat sadja propaganda jang
liwat radio tiap hari}, tetapi sudah tentu Pemerintah
kita selalu memperhatikan itu djangan sampai satu
dan lain membahajakan keamanan dan pembangunan
djiwa dari masjarakat Indonesia.

Dan jang penting pula sebenarnja, rakjat sendiri perlu
djuga mempunjai atau dididik mendapat pandangan
jang kritis mana propaganda jang dapat mereka terima
maupun jang tidak.

Ini mengenal semua propaganda dari luar negeri,
dengan tidak membeda-bedakan dari mana datangnja.
Tentang kemungkinan ,,perang dingin” jang dapat di-
kabarkan oleh propaganda? negara® Asing didalam
Negeri kita, kami sependapat dengan penanja jang
terhormat, bahwa Pemerintah harus waspada dan ber-
usaha mendjaga, supaja perang dingin djangan timbul
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Satu atas permintaan Menteri Penerangan R.I untuk
ditempatkan dikementerian Beliau jang lain karena
berkehendak mendjadi pegawai dikementerian luar
negeri supaja ia mendapat kesempatan dikirim keluar
negeri dalam perwakilan Indonesia. Mereka meninggal-
kan kementerian saja dengan persetudjuan damal an-
tara mereka dan saja sendiri. Tidak benar, bahwa
Kempen R.J.3. melepaz pemuda dari Kempen R.L
dengan begitu sadja. Malahan sebagian besar dari
tenaga? Indonesia jang baru di Kempen R.LS. datang
dari Kempen R.I., jang dengan kekurangan materieel
dan perumahan tetap melakukan kewadjibannja di-
berbagai djawatan penerangan, seperti disiaran radio,
siaran lukisan dan tulisan.

Hal ini dimungkinkan oleh karena kerdia sama jang
baik antara Kempen R.I. dan Kempen R.I.S.

(Kutipan pidato’ djawaban Menteri Penerangan dalam
rapat plenc ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

FPERTANJAAN anggota Dr. M. Sudarso:

Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat dibawah
pimpinan Belanda dan dikendalikan oleh chef Kabinet
Kepala Daerah, ialah seorang Belanda (exponent) kolonial.
Ini tidak sesual dengan djiwa Indonesia Merdeka (Dija-
watan Penerangan seharusnja dipimpin oleh seorang
Indonesia jang berdjiwa Indonesia Merdeka).

{Berita dari Harian ,,Suasana No. 69 tanggal 9 Pehruari
1950 dan No. 70 tanggal 10 Pebruari 1950 terbit di Pon-
tianak).

Menurut keterangannja orang ijang bersangkutan, ialah
Machrus Effendi dari harian Indonesia Raya) Sdr. ter-
sebut telah diangkat oleh Kementerian Penerangan R.I.S.
sebagai Kepala Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan
Barat untuk mengganti Belanda-kolonial jang hingga
sa’at itu masgih memimpin Djawatan itu. Akan tetapi
pengangkatan Sdr. tersebut diatas oleh Pemerintah Daerah
Kalimantan Barat ditolak.

Minte keterangan dari Kementerian jang bersangkutan
benar tidaknja dan tindakan2 jang telah diambilnja ber-
hubung dengan peristiwa ini.
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tan Barat untuk menjelidiki soal penggantian pegawal
Belanda itu oleh Sdr. Machrus Effendi atau oleh seorang
Nasionalis sedjati lain jang dapat kerdja sama dengan
erat dengan masgjarakat di Kalimantan Barat.

{Kutipan pidato diawaban Menteri Penerangan dalam rapat
pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1030).
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keluarga jang ditinggalkannja telah tersedia pula peng-
hiasilan. Suatu hal periu dikemukakan disini, lalah kedja-
dian jang seringkali terdjadi, jaitu tjalon® Hadji terdirt
dari orang jang tidak mempunjai sedikitpun pengetahuan,
bahizan tidak dapat membatja dan menulis. Mereka itu
sendiri tidak merasai suatu kerugian apaZ. Tetapl Kkita
sebagai bangsa jang merdeka, tentu merasal kerugian,
apabila orang diluar negeri mendapat gambaran, bahwa
rakjat Indonesia itu terdiri dari orang? jang tidak pandai
membatja dan menulis, Amal Hadji adalah merupakan
Kongres tahunan dari ummat? Islam dari seluruh pelosok
dunia Islam. Maka mestinja orang jang pergi Hadji, harus
terdiri dari orang: jang herpengetahuan tjukup, sebab
mereka itu merupakan utusan jang mewakili negerinja.
Dilihat dari sudut ini sungguh djelek sekali gambaran
Indonesia dimata luar negeri, apabila djemaah Hadji In-
donesia jang merupakan wakil> negerinja terdiri dari
orang? jang buta huruf.

Pemerintah mengambil ketentuan, bahwa semua agama?
disini harus didjamin kemerdekaan dan kebebasannjia.
Dengan perkataan lain, tidak usah ditjampuri Femerintah,
tetapi biarlah diselenggarakan oleh golongannja sendiriz.
Mengenai ummat Islam pun demikian djuga. Itulah sebab-
nja, maka putusan dari Kongres Muslimin Indonesia untuk
membentuk suatu Panitia guna menjelenggarakan kepen-
tingan Hadji, diterima oleh Pemerintah dengan pengha-
rapan lambat laun, Panitia ini dapatlah berdiri sendiri
sungguh? dan dapat menjelenggarakan 100¢. soal? Hadji
jang bersifat kemasjarakatan, sedang jang mengenai
technis administratief seperii misalnja soal pas, ini sadja-
lah jang mendjadi kewadjiban Pemerintah.

Panitia Hadji jang diakuil Pemerintah sekarang merupakan
Panitia Pusat, sedang didaerah® sedang diselenggarakan
pembentukan tjabang?nja. Dalam pada ifu ada satu ke-
djadian jang perlu diketahui Parlemen, berhubung dengan
surat? jang diterima Kementerian Agama, jaitu adanja
suatu Panitia di Djakarta ini, jang merupakan Panitia
Daerah.

Panitia ini minta diakui Pemerintah seperti Panstia jang
dikentuk atas putusan Kongres Muslimin Indonesia itu,
tctapi dengan sarat tidak mau dilebur atau dibubarkan.






Larapiran No. 1.

BEBERAPA KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG
PERDJALANAN PANITIA IRTAN KE IRIAN.

{Diutjapkan oleh Meuteri Negara Dr. Suparmo
dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950
sebagai tambahan djawaban Perdana Menteri
atas pertanjaan para anggota mengenai soal
Irian}.

Alasan? Pemerintah membentuk Panitia Irian.

Mulai pertengahan bulan Djanuari 1950 banjak pelaptran?
jang diterima olch Pemerintah, bahwa di Irian terdapatl ke-
gontjangan mengenai pegawai? Negeri di [rian. Dari tindakan-
nja. Pemerintah Gubernemen Nieuw-Guinea banjak timbul
kesalah-fahaman diamtara pegawai Indonesia di Irian, hingga
banjalk dari mereka tadi meninggalkan tempat tinggainja dan
dengan tergesa-gesa pergi kedaerah R.1.8., mitsalnja ke Ma-
kasgar dan Ambon. Oleh karena kotaz ini tida mendapat
kesempatan untulk membikin persediaan setjukupnja terpaksa
mereka ditempatkan diruangan seadanja. Pertolongan terhadap
pegawaiz inl seketika dapat disclenggarakan oleh Kementerian
Sosial R.I.S. bersama-sama dengan Kementerian Sosgial, Dengan
pertolongan pertama ini Pemerintah herpendapat belum men-
tjukupi untuk menjelesaikan kegontjangan ini, sebab soal ini
dirasa tida hanja mengenai masa’lah sosial semata-mata akan
tetapi harus ditindjau dari kepolitikan djuga. Oleh karena itu
Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 24 Djanuari 1950 me-
mutuskan membentuk suatu panitia, jang diwadjibkan menin-
djau masa’lah inf seluas-lnasnja, dan djuga berkewadjiban
untuk mengatur dan menjelesaikan kepentingan? kegcsialannja
para pegawai Indonesia di Irian ini.

Diselaraskan dengan tugas? ini panitia disusun seperti
berikut: .

Pimpinan panitia supaja dipegang oleh suatu menteri agar
penindjauan dapat didjalankan seluas-luasnja. Salah satunja
metiteri jang berpengalaman dalam soal Irian ialah kami, sebab
didalam perundingan K.M.B. kami duduk didalam werkgroep
Trian. Oleh karcna itu saja djuga ditundjuk sebagai pemimpin
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Indeonesia dari Irian ditjegah ‘dan membatalkan keputusan®
pelepasan pegawai? tersebut dan memberi djaminan? kepada
mereka dan pula kepada mereka diberitahukan se-tjukup2z-nja,
bahwa Pemerintah R.I.S. tidak keberatan tetap tinggalnja
mereka di Irian, H.C. Belanda dapat menjanggupi terlaksana-
nja permintaan ini. _

Pada tanggal 4 Pebruari 1950 Panitia mengadakan perun-
dingan dengan Gubernur ®Irian tuan Van Waardenburg, dan
disini dibitjarakan terutama mengenai secal kewarganegaraan,
Panitia mendapat keterangan hahwa sikapnja Pemerintah
Belanda penduduk Irian tidak mendjadi warga negara RIS,
akan tetapi tetap mendjadi Nederlands onderdaan. Pendapat
ini digangkal oleh Panitia dan oleh karena Gubernur Jrian
tidak merasa competent menjoal hal tersebut, dizini diputilskan
bahwa perundingan tentang hal ini akan diserahkan kepada
Pemerintah masing2. Tentang soal? jang mengenai kedudukan-
nja pegawai? Gubernur Irian menjetudjui apa jang disanggup-
kannja oleh H.C. Belanda. Dengan demikian perundingan?
diadakan di Djakarta, dan pada tanggal 8 Pebruari 1950
Panitia berangkat menudju ke Irian. Disini kami tidak akan
mengikuti segala perdjalanan Panitia, hanja disini akan kami
uraikan hal? jang penting?, agar sidang dapat mendapat ich-
tisar jang setjukup®-nja.

Pendapat Panitig fentang perdjalanannia.

Didalam kundjungannja ke Makassar dan Amhon Panitia
dapat melihat beberapa kekurangan tempat kediaman para
pegawai? jang pindah dari Irian. Di Makassar misalnja mereka
berdiam diruangan kumpul mendjadi satu. Keadaan demikian
itu tidak dari kekurangannja Pemerintah N.I.T. Panitia setelah
memeriksa segala-galanja mendapat kejakinan, bahwa Peme-
rintah N.LT. telah mengeluarkan usaha setinggi-tingginja dan
keadaan ini telah dapat dikatakan sesempurna-sempurnanja
untuk memberi pertolongan kepada pegawai? tersebut.

Seperti diketahui Pemerintah N.I.T. dengan tidak men-
dapat kesempatan sedikitpun, dengan mendadak kedatangan
rembongan pegawai sebegitu banjaknja sedangkan kesukaran
perumahan di Makassar dan Ambon meningkat setinggi-tinggi-
nja. Panitia menjatakan rasa amat ketjewa melihat kesalzhan
jang dibikin oleh Gubernur Irian terhadap seal pegawal ini
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diatas, pegawai? tersebut berada didalam keadaan kurang
pengetahuan atau kebingungan pada waktunja penjerahan ke-
-daulatan, lagi pula tidak mengetahui akibat2nja djika masuk
mendjadi pegawai di Irian. Lebih mereka mendjadi bingungnja
berhubung dengan keterangan dari Gubernemen Irian, bahwa
pada tanggal 27 Desember 1949, bertepatan dengan penjerahan
kedaulatan, mereka harus menjatakan dapat tidaknja menerus-
kan pekerdjaan pada Gubernur Irian. Pada itu waktu pegawai?
ini berpendapat, djikalau mendjadi pegawai Gubernemen Irian
akan:

a. kehilangan kewarga negaraannja,

b. kehilangan hak dapat kembali kedaerah R.LS. dengan
bebas dari perongkosan dan

¢. dianggap sebagai pengchianat negara.

Oleh karena itu Panitia atas dasar juridis dan moreel
tidak dapat menjetudjui pendapat Gubernur jang amat sesat
formeel itu, Panitia berpendapat bahwa penglepasan terhadap
pegawai® ini harus dibatalkan dan mereka diperlakukan sama
dengan pegawai? negeri. Secal? ini masih terus dibitjarakan
diantaranja Pemerintah dan H.C. Belanda. Tentang duduk per-
karanja saudara Papare telah diterangkan oleh sdr. Perdana
Menteri didalam keterangannja akan tetapi ada baiknja djika
disini saja terangkan lagi, agar sidang tidak kehilangan
hubungannja. Di Ambon Panitia mendapat kawat dari Guber-
nur Irian jang meminta supaja didalam rombongan jang pergi
ke Irian djangan ada satu orangpun Jang berasal dari Irian,
sebab keadaan di Irian amat meruntjing. Dengan permintaan
ini Panitia terlibat didalam kesulitan jang tidak ketjil, soalnja
izlah: terus pergi ke Irian atau membatallkan perdjalanan;
kedua® tindakan ini mempunjai akibat seperti berikut:

n. terus pergi ke Irian dengan tidak membawa saudara
Papare berarti menjinggung kehormatan Panitia jang
berarti seterusnja menjinggung kehormatan Pemerin-
tah R.LS.

b. membatalkan perdjalanan berarti soal pegawai2 Indo.
nesia di Irian jang mendjadi tudjuan terutama dari
kepergiannja Panitia ini tidak akan terurus.

Keadaan menjedihkan jang diderita oleh pegawaiz*ini amat
mendesaknja sebab menurut Pemerintah N.IT. di Makassar,
di Irian banjak pegawai? jang telah dikeluarkan dari rumahnja
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Hingga sekarang kurang lebih ada { 70.000.— jang telah
dikeluarkannia. Djumiah sedemikian ini nanti, menurut kete-
rangan diatas, Pemerintah R.I.S. akan menerima kembali dari
Pemerintah Irian.

Tindakan selandjuinia jang telah didjalankan ialah mem-
bentuk Panitia Negara jang tetap untuk penjelegaian soal Irian.
Panitia Irian jang dulu jaitu Panitia jang pergi ke Irian telah
habis kewadjibannja, sebalb kewadjibannja ialah hanja menin-
djau keadaan di Irian. Dengan demikian Panitia tersebut telah
dibubarkan. Untuk mengubah segala bahan? jang telah didapat-
kan dan pada umumnja menjelesaikan scal Irian, Pemerintah
berpendapat amat pentingnja mengadakan Panitia Negara jang
tetap. Bentuk dan susunan Panitia ini bersandar atas gubahan
mosi Irian dari Dewan Perwakilan Rakjat jang telah diterima
baik oleh Pemerintah., Bentuk dan sifat Panitia ada berlainan
dengan Panitia jang dulu, Panitia ini bersifat terutama politis,
maupun didalam tugasnja banjak hal? kesoszialan dimasuk-
kannja.

Saleh satunjc tugas jang penting ialah:

Mempersiapkan segala usaha, supaja dengan selekasnja
Irian dapat masuk R.IS.

Susunan anggota? jang duduk didalam Panitia ini-Talah
beberapa pegawai negeri, beberapa anggota dari D.P.R., be-
berapa sdr? asal dari Irian dan beberapa orang jang diperlu-
kannja. Susunan anggota pada waktu ini Ialah sebagai berikut:

Mr. Mohamad Yamin
Soebadio Sastrosatomo
Mohamad Natsir

3. Papare

A. Moeis

Mr. Teng Tjin Leng
J. Latumahina

E.T. Pupella
Moekarto.

Panitia ini diketuai oleh kami sendiri. Wakil ketuanja
ialah Sdr. M. Yamin. *

Terbentuknja Panitia pada saat ini dipandang oleh Pe-
merintah amat pentingnja, berhubung dengan perundingan-
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Lampiran No. 2.

REGERING VAN INDONESIE

No. 11

{Staatsblad No. 325 Batavia, 3 November 1949,

UITTREKSEL uit het Register der besluiten van de Hoge
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Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesié.

Gelezen de brieven van de Secretaris van Staat voor
Justitie van 17 en 31 October 1949 Kab.-nummers geh.
X/61/5 en geh. X/63/11;

De Voorlopige Federale Regering (Raad van Depar-
tementshoofden) gehoord (advies van 3 November 1949
No. 66);

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende ordonnantie en te gelasten,
dat zij zal worden afgekondigd door plaatsing in het
Staatsblad van Indcnesié op deze wijze:

IN NAAM DER KONINGIN'!

De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesié,
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!
Doet te weten:

Dat hij overwegende dat het in verband met de uit-
voering van de gemeenschappelijke proclamatie, door de
Nederlandse en Republikeinse Regeringen op 3 Augustus
1949 uitgevaardigde naar aanleiding van de orders tot het
staken der vijandelijkheden tussen de strijdkrachten van
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesia,
noodzakelijk is een amnestie te verlenen aan hen, die be-
paalde misdrijven hebben begaan, welke duidelijk een uit-
vloeisel zijn van het politiek conflict tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Indonesia: *

In overeenstemming met de Raad van Departements-
hoofden:
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En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende,
zal deze in het Staatsblad van Indonesié€ worden geplaatst.

(zecdazn te Batavia, 3 November 1940,

Uitgegeven, de 3¢ November 1940
De wd. Algemene Secretaris

{E. O. van Boetzelaer).
(A.H.J. Lovink)
De wd. Algemene Secretaris

(E. Q. van Boetzelaer).

{Besluit van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
van 3 November 1849 No. 11).

Uittreksel: Alle Leden V.F.R.

Voor uittreksel:
De wd. lste Regerings Secretaris,

{J. G. Kisty.






Pasal 3.

Gubernur Militer untuk daerahnja mendjalankan keten-
tuan dalam pasal 2.

Pasal 4.

Gubernur Militer untuk daerahnja mengawasi dengan sak-
sama supaja ketentuan-ketentuan dalam pasajgl dan 2, diindah-
kan oleh semua instansi baik militer maupun sipil

Pasal b.

Dalam mendjalankan tugas dimaksudkan pada pasal 3 dan
pasal 4, Gubernur Militer dapat minta bantuan dari Mahkamah
Tentara Gubernur Militer schagal penasehat. -

Pasal 6.

Dalam mendjalankan tugas dimaksudkan pada pasal 3
dan 4, Gubernur Militer bertanggung djawab langsung kepada
Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Kedjaksaan Agung harus diminta nasehatnja oleh Menteri
Pertahanan.

Pasal terachir.
Penetapan ini mulat berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 17 Nopemhber 1949,

Presiden Republik Indonesia,
ttd. SOEKARNO.

Diumumkan Menteri Pertahanan,
pada tanggal 17 Nop. 1949 ttd. HAMENGKU BUWONO IX

Sekertoris Negara, Menteri Kehakiman,
ttd. A.G. PRINGGODIGDO. ttd. SOESANTO TIRTORRODJO.
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Soal
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PAPARE
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HIDAJAT PRAWIRODIPRODJO. : Halaman.

Dalam Negeri: Nasib pegawai® Federal dan pegawai
Wegara Bagian, hergabung dengan peng-
gabungsn kepada Republik Indonesia. 52

IBNUTADBJI PRAWIROSUDIRDJO.
Pengadjaran, Pendidikan _
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b, Susunan sckolah landiuian.
c.  Kekurangan guru.
d.  Dermasiswa.
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gabtungan kepada Republik Indonesia. 32

LR LOBO

Perdana Menteri: Perkara Westerling.
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pindjaman ini dengan rente 3%. Djadi pindjaman int
tidak lain melainkan hanja untuk mentjotjokkan neratja
kita kepada Belanda.

{Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-6i tanggal 4 Agustus 1950},

77. PERTANJAAN anggota Nj. Socnarjari Sockemi:

18

Penanja mohon diber{ pendjelasan setiara globaal garis-garis
besar tentang politik pertahanan FPemerintah dewasa ini, baik
guna menghadapi ,perang dingin” jang mulai mendjalar
didaerah Pacific, maupun terhadap berbagai-bagai kekatjau-
an dalam negara jang terang tiada diperbuar oleh gerombolan
pengatjau dari luar lingkungan apparsat negara.

DIAWABAN Perdana Menteri:

Tentang politik pertahanan kita, boleh saja katakan, bahwa
soal ini sedjalan dengan politik litar negeri kita. Politik luar
negeri kita terutama didasarkan kepada mendjaga keselamat-
an negara kita dan mendjaga kemerdekaan kita dengan
mendjalankan politik jang saja sebut sebagal politik mentjari
persabhabatan dengan segala bangsa dan mengandjurkan
politik  perdamaian. Dalam pada itu  kita mempunjai
kewadjiban djuga untuk mengatur pertahanan kita dengan
sebaik-baiknja supaja pertahanan kita itu bisa mendjamin
kemerdekaan kita untuk selama-lamanja.

Pertahanan kita tidak bersangkut, semata-mata dengan ke-
kuatan tentara, tetapi dijuga bersangkut dengan pelitik luar
negeri jang kita djalankan.

Tentang siasat-siasat jang mengenai strategie atau penjeleng-
garaan teknis tentu tidak bisa saja bentangkan pandjang-
lebar dalam sidang ini. Dan mana jang mengenai soal teknis
dari pada pertahanan ini, jang bisa diuraikan dimuka Parle-
men, tenfu ini akan atau sudah divraikan oleh Menters
Pertahanan.

Terhadap kesulitan kedalam, M™Menteri Pertahanan telah
membentangkan dimuka Parlemen ini berbagai keterangan
jang achirnja menjatakan, bahwa kita berusaha menjeleng-
garakan angkatan perang kita dengan sebaik-baiknja, supaja
lambat-laun kita mendapat suatu angkatan perang jang kuat
disiplinnja, jang patuh kepada tjita-tjita negara.

{Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950},
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b. Telah adakah suatu rentjana dari Pemerintah bertugas
membentuk , Panitia Gadji Baru”, jang bertugas
menjusun rentjana peraturan gadji barn jang sesual dengan
kehendak zaman?

DJAWABAN Perdana Menteri:

Sebenarnja dasarnja sama, dasar kita jaitu buat seluruh Indo-
nesia gadji itu ada satu rupa. Pada dasarnja, kalau kita pakai
dasar negara federasi, mungkin ada perbedaan gadji antara
satu pegara bagian dengan negara bagian lainnja, tetapi
dengan adanja Negara Kesatuan nanti perbedaan itu akan
lenjap.

Apjakpah Pemerintah jang akan datang akan mengadakan
panitia baru untuk urusan gadji, saja tidak dapat menerang-
kan disini dengan tepat tetapi bisa =aja katakan ity mungkin,
oleh karena Pemerintah sekarangpun telah menindjau
kemungkinan-kemungkinan untuk menjesuaikan gadji pe-
gawai dengan keadaan, Hal ini masih dipeladjari dan hasilnja
jang dikerdjakan oleh berbagai-bagai Kementerian jang
sekarang ini tentu dapat diteruskan oleh Pemerintah jang
akan datang.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950},

PERTANJAAN anggota I{. G. Abdul Moeis; Koesnan;
Hadji F. Alwi Isa: Rasjid Sutan Radja Emas:

a. Terhadap kaum NON, jang hingga kini belum djuga di-
pekerdjakan, sikap apakah jang diambil oleh Pemerintah?
Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam hal meme-
tjiahkan secal CO dan NON mengenai gadji, maupun
pasisinja?

6. Pada tanggal 15 Dianvari 1950 oleh Perdana Menteri
diumumkan, bahwa djam bekerdja untuk kaum buruh akan
didjadikan 3714 djam dalam seminggu, jang mana hingga
kini belum pernah {(baru sebagian) didjalankan, Berhu-
bung itu kami menanjakan:

1. Bilamanakah Pengumuman itu akan didjalankan oleh
Pemerintah guna mempertebal kepertjajaan kaum
buruh terhadap Pemerintah pada umumnja dan buruh
negeri pada chuhusnja?
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. berhubungan dengan urusan K.M.B. tetapi djuga oleh karena

masih ada jang dibutuhkan. Pegawai-pegawai jang tidak di-
butuhkan lagi, umpamanja pada Kementerian Dalam Negeri,
sekarang sudah beratus-ratus jang dilepas dari diabatannia
dan diberi vang tunggu. artinja ,.afgeviceid”. Terbanjak dari
pegawai jang afgeviceid itu ialah pegawai-pegawai djabatan
Kementerian Dalam Negeri, oleh karena dengan susunan
negara kita sekarang, pegawai-pegawai Belanda dalam
djabatan-djabatan Kementerian Dalam Negeri itn banjak jang
tidak dibutuhkean lagi,

Tetapi mengenai pegawai-pegawai jang pekerdizannija
bersifat teknis masih banjak jang kita perlukan dan masih
banjak jang kita tahan dalam dinas kita.

{Kitupan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

a. Berapakah djumlah kortverbanders semua dan berapa
djumlah gadjinja?
Berapa djumlah vang jang harus dikeluarkan sebulannja?
Bagaimana aturan penjimpanan uang mereka (delegeren)
sebelum dan sesudah ada guntingan uang?

DJAWABAN Perdana Menteri:

Ini sukar didjawab dendgan sekaligus, oleh karena ini me-
ngenai perhitungan jang banjak sekali dan kortverbanders
itit terpentjar diseluruh Kementerian dan djuga didaerah, dan
gadjinjapun berlain-lainan menurut djabatan jang dipangku-
nja dalam negeri kita ini.

Tetapi pada umumnja mereka itu mengadakan perdjandjian
untuk bekerdja selama 3 tahun, dan sesudah 3 tahun mereka
mendapat bonus satu tahun gadji. Kebanjakan dari mereka
adalah pegawai-pegawai teknis jang sangat kita perlukan.
Bonus itu bisa disimpan diluar negeri atau dikirimkan kepada
keluarganja. Berhubung dengan ini mungkin Kementerian
Keuangan besok akan memberi keterangan jang lebih
pandjang lagi tentang soal kortverbanders itu dan gadjinja.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950}, (Likat djuga djawaban
Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 145).
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dinegeri kita ini, kalaw tidzk, maka usaha-usaha lain dari

Pemerintah, seperti usaha mendapat deviezen luar negeri dan

usaha mentjegah djatubnja nilai wang kita akan kurang

berhasil.

¢. Adakah pasal 3 dari ,persetudjuan tentang kedudukan
pegawai negeri, jang tertjapai dalam K.M.B., dipersoalkan
dalam canferentie UNI-Ministers jang baru lalu, dan apa-
kah hasilnja jang concreet ?”

DJAWABAN Perdana Menteri:

a. Pada awal tahun ini ada diadakan suatu konperensi

antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Peme-
rintah Republik Indonesia untuk menindjau urusan
pegawai ini,
Oleh karena pada waktu itu kita berhadapan dengan soal
kebanjakan pegawai dan tjara bagaimana kita menempat-
kan pegawai dengan tjara rasionil, maka untuk hal itu
telah diadakan berbagai-bagai matjam panitia, jang
mengenai koordinasi dan jang mengenai rasionalisasi
sebaik-baiknja mengenal susunan djabatan-djabatan, mi-
salnja dalam kota-keta pradja, kabupaten dan lain-lainnja.
Akan tetapi berbagai panitia ini tidak dapat melangsung-
kan pekerdjaannja oleh karena kedjadian-kedjadian
pelitik jang sangat tjepat sesudah itu, dimana banjak
diantara negara-negara .bagian digabungkan kepada
Republik Indonesia, sehingga penindjauan itu tidak bisa
dilakukan terus. Akan tetapi hal itu sebagai suatu soal
masih ditunda. dan saja kira dengan terbentuknja Negara
Kesatuan nanti, dimana susunan pegawai akan merata
dari atas kebawah, maka soal itu akan lebih mudah di-
tindjau kembali.

b. Saudara tersebutpun menanjakan apakah Pemerintah ada
berniat untuk mengadakan suatu badan jang akan mem-
berantas korupsi. Memang soal korupsi itu perlu dibe-
rantas, akan tetapi apakah ini dapat diberantas, dengan
suatu badan Pemerintah, hal ini belum dapat dipastikan.
Korupsi tersebut dapat kita memberantasnja, apabila kita
mengadakan inspeksi terus-menerus, membentuk inspec-
toraten, dimana tiap-tiap djabatan itu senantiasa dikon-
trol. Kalau tidak salah, lain atau Stalin pada salah suatu



mtela.h emah mmgut;ap ar; bahw
nja seseorang, kalau tiada
it ’ela}u ada. sadja. . - Maka
- karensnia or [ sgaty kew&&ij'
T ﬁ-ihams drﬂakmkam Emk éalam abatan Pammma}s maupu
7 dadam’ djabatan par itu]m :
- Dalam Yepangan ini kita~ mmdjamf;m sml “Kes
pegawax K&ﬂﬂ@k 4dalak bermatjam-matjam, jaitu’ kot
' 3 ef “jang - mengenai tangquag-dijawa
anmk mmga&akan ka :

- rangan enag&

o d]aan ja ﬁa?t_ pu,la ’&iadakax.z kﬁ :

| dmn \;au kembah ﬁan ‘achirnia diadal

ia"jang terdirt dari pegawaispegawai Bela
pegawai Indonesia untuk menetap '

is'a cha& kan afvleeﬁng digntaza

‘_ad;l ‘soal jang: hangat dalir konp&xen an
_".tazsebut $uda tmﬁa: hekerd‘

kemgxan dj;wa dan ‘materieel jang ditimb
dari gerakan ‘Westetling, Andi Azis da

dengan-alasan-alasan sebagai”jang tersiar dala
kabar, bahwa Belandalah jang barus im:tanggam@ i
;ialamhal 0, sajz i anja; apal ah Pemerintah




86,

2%

mengemukakan tuntutan-tuntutannja kepada pihak Belanda
dan sampai dimana hasilnja?

DIAWABAN Perdana Menteri:

Mengenai hal-hal jang bukan mendjadi tanggung-djawab
Pemerintah Belanda, maka kerusakan-kerusakan tersebut
tidak bisa dituntutkan kepada Pemerintzh Belanda., Tidak
ternjata, bahwa Pemerintah Belandalah jang bertanggung-
djewab tentang tindakan-tindakan mereka itu. Kita hanja
boleh menuntut, apabila ternjata bahwa tindakan-tindakan
itu termasuk dalam lingkungan tanggung-djawabnja Peme-
rintah Belanda.

{Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).,

PERTANJAAN anggota Ibnoetadji Prawiroscedirdjo:

Berhubung dengan piagam persetudjuan R.,LS.-R.l., dalam
mana antara lain dinjatakan, bahwa akan diusahakan agar
sedapat mungkin Undang-undang R.I. berlaku untuk seluruh
Indonesia.

Memperhatikan kesimpulan dari segala penindjauan anggota
Panitia Tetap V, kedaerah-daerah bahwa hubungan antara
Pusat dengan daerah-daerah sangatlah mengetjewakan,
maka Panitia Tetap V memadjukan pertanjaan-pertanjaan
kepada Pemerintah, sebagai berikut:

Bagaimana tjara pembagian pekerdjaan {taakafbakening)
dari Pemerintah Pusat sampai kedaerah-daerah, agar per-
aturan-peraturan jang dibuat oleh Pusat tidak terhenti
djalannja didaerah-daerah?

DJAWABAN Perdana Menteri:

Dalam masa jang lampau telah didjumpai berbagai kesulitan
mengenai heberapa hal, karena tidak dapat ditegaskan mana
jang mendjadi tanggung-djawab Pemerintah R.1.S, dan mana
jang mendjadi tanggung-djawab Pemerintah Negara Bagian.
Umpamanja dalam beberapa hal ada ditentukan apa jang
diurus oleh R.[.S. dan seiebihnja diurus oleh Pemerintah
Daerzh. Ada umpamanja berbagai hal jang tidak bisa ditetap-
kan begitu sadja: terutama dalam scal-soal kemakmuran
sering-sering Pemerintah Pusat merentjanakan sesuatu,
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sekarang banjak sedikit tentu sudah diadakan reorganisasi,
seperti saja katakan tadi menjatukan segala polisi dan mem-
perbaiki kembali kader-kadernja.

Pun sekarang kita dapat hal-hal jang banjak berubah, tapi
di Negara Kesatuan nanti, dimana kepolisian dipusatkan,
penjempurnaan urusan polisi ini tentu akan mentjapai tingkat
jang lebih baik,

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban
Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 100, Red.).
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kepentingan bersama hendaklah diadakan kerdja-sama,
menghindarkan persaingan dan menjelenggarakan koor-
dinasi. Tergantung kepada kebidjaksanazn masing-masing
Pemerintah untuk menjelenggarakan hal-hal jang tersebut.
Supaja hasil-hasil konperensi itu tidak mendjadi suatu
owishful thinking” sadja, maka konperensi memberi hak
dan tugas kepada Ketua konperensi, jaitu Menteri Luar
Negeri Filipina, Djenderal Besar Romulo, untuk tempo-
tempo  menjatakan dengan djalan diplomatik kepada
masing-masing Pemerintah, hingga mana segala sesuaiu
jang diandjurkan dalam resolusi-resclusi itu dapat dise-
lenggarakan. Ijadi lebih dari ini tidak ada jang tertjapai
dalam konperensi Baguio, dan tidak ada persetudjuan
jang mengikat jang dibuat.

B. Tentang hal ini hanja saja djawab, bahwa perhubungan

kita masih tetap sebagaimana jang tertjapai pada waktu
jang achir saja bitjara disini, jaitu antara kita dengan
Soviet Rusia ada persetudjuan  untuk mengadakan
hubungan diplomatik dan sebelum itu timbai-balik akan
mengirim orang untuk menindjau perumahan lebih dulu.
Dan dengan R.R.T. kita sudah mendapat persetudjuan
dan Pemerintah R.[.S. sudah menjetudjui datangnja Duta
Besar R.R.T. kesini. Persetudjuan itu sudah lama diberi-
kan, tetapi duta itu belum lagi sampai disini. Dan kita
sendiri sekarang sedang menindjan-nindjau siapa kiranja
jang bisa dikirim sebagai Duta Besar di Moskow
dan sebagai Duta Besar di Peking. Kita djuga sedang
memperbintjangkan, apakah — kalan sukar mendapat
orangnja, — tidak perly buat sementara waktu dikirim
charge d'affairs sadja. Tetapi ini satu soal jang sulit dan
kita djuga harus berhubungan dulu dengan negara jang
bersangkutan, apakah negara jang bersangkutan itu
setudju dengan pendirian kita; djuga terhadap orangnja,
tentunja ditjari persesuaian lebih dahulu.

Memang seperti saja sudah terangkan dahulu, dikalangan
dunia diplomasi, sebelum seorang duta dikirim diminta
dahulu agreement dari pada Pemerintah tempat duta itu
dikirim,

{Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam
rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1930).
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Belanda atau jang dilatih oleh Kementerian Luar Negeri
Belanda.

Seperti dulu saja terangkan, perlu ditanjakan disini,
bahwa dalam djabatan diplomasi luar negeri tidak ada
pegawai Belanda. Jang ada pegawai Belanda hauja pada
djabatan teknik umpamanja sebagai handelswaarnemer.
Djumlahnja sama sekali 22 orang. Adanja mereka itu
didalam djabatan ini ialah karena mereka itu diperlukan,
oleh karena kita sendiri tidak tjukup mempunjai tenaga-
tenaga untuk mendjalankan pekerdjaan ini. Dimasa
datangpun boleh saja bajangkan kepada saudara-saudara,
bahwa kita akan lebih banjak memakai pegawai jang
berasal dari pada bangsa asing. Ini bukan kita sadja
melainkan sudah lazim dalam dunia perhubungan luar
negeri, misalnja negeri-negeri ~~ untuk meringankan
beban anggaran belandja — menggunakan konsol
konorair, Kebanjakan dari pada konsol honorair itu adalah
warga-negara dari pada negeri jang bersangkutan. Dan
dimasa jang akan datangpun kita akan memakai konsol
honorair dan dengan ini akan bertambah banjaklah orang
asing dalam djabatan perhubungan kita diluar negeri.
Tetapi jang mengenai urusan diplomasi, kita semata-
mata menggunakan warga-negara kita sendiri.

Ada lagi suatu pertanjaan dari saudara Djaswadi, jaitu
jang mengenai soal supaja pegawai ambassade kita diper-
ketjil djumlahnja dan diperbesar kwaliteitnja. Kalau
saudara Djaswadi menilik benar-benar susunan ambassade
kita dan membandingkan djumlahnja dengan ambassade
negeri-negeri lain, maka boleh dikatakan bahwa baik
kwalitatif maupun kwantitatif djumlah itu djauh dari pada
mentjukupi, Di London kita tidak ada mempunjai 10 orang
pegawai jang terhitung pegawai ambassade, sedangkan
negeri-negeri lain banjak pegawainja beratus. Djadi
dalam hal ini ternjata bahwa djumlah pegawai ambassade
kita bukanlah terlalu banjak, melainkan terlalu kurang.
Kalau diperhatikan djuga, bahwa ambassade selain meng-
urus  perhubungan diplomatik  djuga memperhatikan
kepentingan-kepentingan negeri kita jang mengenai
ekonomi. pengadjaran dan sebagainjs, maka njatalah
bahwa dengan tenaga jang ada sekarang ini tidak dapat
kita menjelenggarakan pekerdjaan dengan sebaik-baiknja,
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susunan jang sebaik-baiknja kedalam dan menghindarkan
berbagai-bagai ketjideraan dan kekatjauan, maka dengan
sendirinja bagi pers luar negeri. sekalipun mereka mau, akan
kurang sekali alasan buat menodai kita. Djadi soal ini tidak
hanja tergantung pada tangkisan kita dengan alat-alat pro-
paganda diluar negeri, tetapi djuga dengan kensolidasi dan
susunan kita kedalam, Kita tahu beberapa banjak hal-hal jang
bersangkutan dengan politik negara kita, jang dipergunakan
oleh pers luar negeri untuk menjatakan, bahwa di Indonesia
ini tidak ada law and order.

Sebab itu kita pergunakan tenaga kita dan segala apa jang
ada pada kita untuk mentjapai keselamatan, ketenteraman
kedalam. Apabila itu telah kita tjapai, saja kira tidak banjak
lagi bagi pers luar negeri alasan-alasan untuk dapat menodai
nama kita jang dengan alasan-alasan sedikit bisa mendapat
kepertjajaan.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam rapat
pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).
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Undang-undang bahaja perang dan bahaja. Dapat diper-
tahankan lebih landjut, bahwa penggabungan daerah
tidak merobah keadaan itu.

Dalam praktek soal tersebut tidak menimbulkan kesulitan,
karena pokok-pokek dari S.0.B. dan Undang-undang
bahaja perang dan bahaja dari R\ itu sebetulnja sama.
Selain dari itu dinga 3.0O.B. mempunjai beberapa aturan
pelaksanaan {uitvoeringsveorschriften) dari militairgezag.
Sebagian tidak berlaku berhubung dengan keadaan jang
berubah sesudah penjerahan kedaulatan dan sebagian lagi
masih berlaku. Karena itu dalam praktek perlu S.0.B.
didjalankan berdasarkan atas persetudjuan dari Konpe-
rensi Medja Bundar, dimana dinjatakan, bahwa aturan-
aturan jang duly masih tetap berlakn,

Mengenai sub b, dapat disini dinjatakan, bahwa meniang
Pemerintah bermaksud dengan segera memadjukan
Undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang
Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Republik
Indonesia. Karena soal ini adalah soal jang sangat prin-
sipieel, maka Pemerintah berpendapat, bahwa selajaknja
Pemerintah barulah jang berhak dan kerwadjib mema-
djukan soal ini kedepan Dewan Perwakilan Rakjat.
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kemen-
terian Pertahanan a.n, Menteri Pertahanan dalam rapat
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga
djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No, 108).

92, PERTANJAAN anggota K. H, Tjikwan:

36

a.

Tindakan apa jang telahiakan dilakukan oleh Pemerintah
guna mengatasi terganggunja keamanan diberbagai daerah
di Indonesia ini, umpamanja di Djawa Timur, Djawa
Barat dan sebagainja?

Apakah Pemerintah masih menganggap perlu adania
Pemerintahan Militer dan atau berlakunja keadaan dalam
perang dan darurat perang didaerab-daerah jang keaman-
annja telah berdjalan sangat baik, umpamanja didaerah
Sumatera Tengah, Dan apabila berachirnja peraturan
memakai pas-djalan teristimewa masuk dan keluar dari
suatu kota dengan melalui K.M.K.?
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P.BB. sedang S.BT.B. menerimanja hanja sebagai fait
accompli”. Untuk menghindarkan kekatjauan, maka oleh
kedua serikat buruh lainnja diambil sikap jang passif. Pada
tanggal 3 Mei Penulis dan Pemimpin dari S.B.T.B. datang
pada Staf Gubernur Militer Djakarta-Rava untuk melaporkan
keadaan seperti divraikan memikul tanggung-djawab atas
pemogokan bahwa S.B.T.B. tidak bersedia memikul tang-
gung-djawab atas pemogokan ini, jang didjalankan dengan
tidak berdasarkan kata sepakat antara serikat-serikat burub
lainnja,
Ada pula banjak anggota S.B.T.B. jang sebenarnja tidak
bersedia mogok, akan tetapi karena mereka takut antjaman-
antjaman jang dikeluarkan oleh pihak P.B.B. mereka turut
sadja mogok. Berhubung dengan laporan itu, maka oleh
pikak Gubernur Militer, Tuan Kamarudin dipanggil untuk
didengar pendapatnja. Surat itu diberikan kepada utusan dari
S.B.TB. tadi untuk disampaikan kepada Tuan Kamarudin.
Ditengah djalan, pengantar tadi, jaitu utusan jang mengen-
darai bus djuga. diminta oleh beberapa anggota tentara untuk
diantarkan keasramanja di Djatinegara. Karena utusan
S.B.T.B. perlu membawa surat tersebut ke Gang Tengah,
maka perminfaan anggota-anggota tentara fadi dikabulkan.
Pada tempatnja Tuan Kamarudin terdjadi pertjektjokan,
antara Tuan tersebut dengan pembawa surat dari Gubernur
Militer, jang dinamakan pengchianat oleh penganut-penganut
Tuan Kamarudin dan kemudian mulai dikepung. Melihat
kedjadian demikian salah satu dari anggota tentara tadi, untuk
menghindarkan terdjadinja perkelahian melepaskan tembakan
keatas. Maka dari uraian tersebut diatas, terang kiranja,
bahwa:
a. kedatangan anggota tentara ditempatnja Tuan Kamarudin
hanja kebetulan sadja;
b. tembakan jang dilepaskan itu tidak ditudjukan kepada
dirinja Tuan Kamarudin,
Disini dapat ditambah pula, bahwa keesokan harinja Tuan
Kamarudin datang pada Stal Gubernur Militer dan mengakui
apa jang diuraikan baru-baru ini.
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian
Pertahanan an. Menteri Pertabanan dalam rapat pleno ke-62
tanggal 5 Agustus 1950).
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Iv.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI DALAM NEGERI

dan djawabannja.

95. PERTANJAAN anggota R. 5. Adhisoelmo:

Dikeresidenan Banjumas terdapat banjak desa perdikan atau
kedemangan, dikepalai oleh seorang Demang, jang kedu-
dukannja erfelijk. Menurut sedjarah, desa-desa tersebut asal
mulanja adalah hadiah {schenking) dari para radja dulu kala,
sebagai tanda terima kasih kepada orang atau keluarga.
Dari sebab pada hemat kami, berdasarkan sedjarah dan per-
kataan ,hadiah” itu, desa tersebut adalah hal perseorangan
atau keluargaan, maka penanja ingin mengetahui:
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.

b.

Dapatkah desa tersebut atas kehendak rakjat didjadikan
desa biasa, dengan tiada persetudjuan dari jang berhak?
Mungkinkah kiranja, apabila desa-desa sematjam itu
diatur sebagai Swapradja-swapradja, dengan tidak me-
langgar ahli-waris?

DIAWABAN Menteri Dalam Negeri:

a.

Di Djawa dan Madura kedapatan beberapa desa. jang
dinamakan desa perdikan. Desa-desa ini terbagi lagi atas:
a. Desa pekuntjen,

b. Desa keputihan,

c. Desa midjen,

d. Desa pesantren.

Pemerintah beranggapan, bahwa aliran kemauan rakjat,
jang menghendaki perubahan bentuk dari desa perdikan,
jang berasal dari zaman purbakala itu. mendjadi desa
biasa (bestuursdessa) harus ditundjang oleh Pemerintah.
Perubahan itu haruslah disepakati oleh jang berkepen-
tingan; kalau sekiranja persetudjuan tak dapat ditjapai
dengan djalan perdamaian, maka untuk kepentingan
umum, mungkinlah hak-hak jang berkepentingan ditjabut
{onteigend) oleh Pemerintah, dengan memberi ganti ke-
rugian jang sepantasnja.
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sebelum agressi militer ke-I. Tanah itu sudah didjadikan
sawah/ladang dengan biaja dan tenaga jang tidak sedikit,
dengan didirikan disitu pondok-pondek. Wakiu agressi
militer disitu, tanah-tanah itu diminta kembali, rumah-
rumah dirusak, orang-orangnja diusir dari situ.

Rakjat sekarang menuntut sedikit-dikitnja Pemerintah
mengganti kerugian atas ongkes jang sudah dikeluarkan
itu.

. Sampai dimanakah tjampur tangan Pemerintah dalam soal

pemakaian (penjewaan) tanah Rakjat oleh onderneming
tebu dan sebagainja?

Tidakkah akan terulang tjara jang dulu-dulunja itu,
bahwa alat-alat Pemerintahan seolah-olah menghadapi

Rakjat Tanj?

. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang tanah-tanah

bekas lapangan penerbangan jang didjaman Djepang
didapat dari tanah-tanah kepunjzan Rakjat disekeliling
lapangan itu dengan mengusir serta membeli tanah-tanah
itu dengan harga sangat rendah. Sekarang tanah itu tidak
dipergunakan lagi untuk keperluan pertahanan.

INAWABAN Menteri Dalam Negeri:
A. Luasnja tanah-tanah partikelir di Djawa pada tanggal

1 Djanuari 1949 menurut taksiran, ada:

298.829 ha, jakni:

\. Tanah-tanah Agraria:
sebelah barat kali Tjimanuk:
{Keresidenan Bogor dan Djakarta
Ravya)
67 tanah part. ... 484.844 ha

sebelah timur kali Tjimanuk:
Kabupaten Surabaja:

6 tanah part. ... 1.854
Kabupaten Semarang:

2 tanah part. .. 1.622
Kabupaten-kabupaten lainnja:

6 tanah parf. ..o 3.384

14 tanah part. ..o 6.860
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Tanah-tanah perkebunan, jang tetap men-
djadi hak eigendomnja pemilik:
bangunan® dan pekarangan  1.168 ha

kebon karet ...l 23.624
kebon teh .................... 6433
perkebunan® lain .......... .. 13.484
lain-lain ... 4.186
tanzh-tanah tjadangan ... 18.626
‘e —— 67.521 ha
Djumlah ......... 469.506 ha

Tanzh-tanah ,.usaha”, jang ada ditanah partikelir, jang
dibeli kembali atau ditanggalkar haknja, mendjadi tanah
,milik” penduduk (Staatshlad 1913 No. 702).
Tanzh-tanah ini kelak akan dikenakan padjak bumi.
Tanah-tanah , kongsi”’, jang ada dibekas tanah-tanah
partikelir itu, mendjadi tanah Negeri.

Pada penjelesaian dan mengatur selendjutnja tanah-tanah
partikelir jang telah dibeli kembali, akan ditetapkan pula
tjaranja pemakaian bekas tanah-tanah kongsi itu.

Dalam suku pertama dari tahun 1950 dibeli kembali pula
tanah partikelir:

Tiilidong .o 3.331 ha

Lenteng AgUDG ooooireiiinieiiiiniiieieiaenes 43

Mampang Ilir ..o 112
Djumlab ... 3486 ha

Sisa tanah partikelir pada achir bulan Mei 1950 menurut

taksiran luasnija: ’
Sebelah barat kali Tjimanuk:

16 tanah partikelic ... 11452 ha
Sebelah timur kali Tjimanuk:

14 tanah partikelir ... 6.860
Dalam kota:
109 tanah partikelir ... 7.125
Djumlah ... 25437 ha

Pembelian kembali sisa tanah partikelir itu akan dise-
lenggarakan oleh Panitia Pembelian Kembali Tanah-
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Sebaliknja Pemerintah menganggap, tidak pantas dibiar-
kan sadja sipemakai memakai tanah-tanah jang amat
berfaedah untuk kepentingan pendiagaan air atau tanah
jang mudah hanjut, (jang berbahaja erosi} sebagai suatu
tjara pertanian, sehingga kesuburan tanah mungkin akan
hilang.

. Penjewaan tanah anak negeri oleh perusahaan gula,

diatur oleh ordonansi sewa tanah (grondhuur-ordonnan-
tie} dan oleh peraturan-peraturan istimewa, dalam surat
izin untuk mendjalankan perusahaan qula.
Perdjandjian-perdjandjian dalam surat izin ini, memba-
tasi sipengusaha, pada umumnija. pada suatu daerah jang
tertenttt. Ordonansi sewa tanah menetapkan, bahasa
perdjandjian menjewa tanah, harus dilakukan dihadapan
Wedana dan disahkan oleh Bupati.

Dapat ditambah disini, bahwa Pemerintahlah jang me-
nentukan harga sewa jang paling rendah, artinja perusa-
haan wadjib membajar paling kurang harga sewa jang
ditentikan itu, tetapi si-tani bebas meminta harga sewa
jang lebih tinggi atau tidak mempersewakannja. Sebanjak-
banjaknja disesuatu desa, dapat dipersewakan sepertiga
dari luasnja sawah.

Pemerintah sangat mentjela sikap pegawai Pemerintah
jang mendjadi kaki-tangan dari perusahaan dan tidak
akan berketinggalan melakukan tindakan jang tertentu,
sekiranja hal jang sedemikian ada sungguh telah terdjadi.

. Pemerintah berpendapat, bahwa hak mereka atas tanah

jang dibeli oleh Djepang untuk pembuat pelabohan kapal
terbang, pada azasnja harus dipulihkan kembali,

Sekiranja mereka jang berkepentingan tidak menanggung
kerugian jang lain, mereka harus menjetor kembali ganti
kerugian jang diterimanja kekas Negara, dihitung menu-
rut peraturan ,sliding scale” pasal 52 ajat 2 dari
Ordonansi  Pemulihan  Hak  {Ordonnantie  Herstel
Rechisverkeer), Sebaliknja, djika ada kerugian jang lain
misalnja  puhun-puhun  jang dipotong, pembongkaran
bangunan-bangunan, haruslah uang jang akan disetor
kembali itu, dikurangi dengan ganti kerugian tersebut,
atau tenah itu dikembalikan sadja pertjuma kepada jang
berhak.
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Dept. B.B. dahulu tanggal 4 Djanuari 1949 No. Pol 2B,
falah untuk turut mendjaga orang-orang dan barang-barang
dari perkebunan terhadap serangan-serangan dan dimana
perlu menggunakan kekerasan. Alasan pembentukan, ialah
akibat jang tidak dapat dihindarkan dari kenjataan, bahwa
Pemerintah {Hindia Belanda) dengan mempergunakan alat
kepolisiannja sendiri tidak mampu mendjamin keamanan
djiwa dan harta diperkebunan-perkebunan dan dengan
demikian terpaksa seolah-olah menjerahkan pembentukan
lembaga tersebut kepada inisiatip partikelir, jang dengan
djalan demikian memberikan sumbangan kepada usaha pen-
djaminan  keamanan umum. Organisatorisiadministratif

Pengawal Perkebunan ada didalam kekuasaan Perkebunan:

teknis dan taktis dibawah Pemerintah Kepolisian dan terachir

taktis dibawah pimpinan Militer. :

Tugasnja diantara lain, ialah.

[. Pendjagaan (pendjaminan keamanan) keselamatan djiwa
(pegawai) dan harta kepunjazn Perkebunan (pasal 3).

II. Menjelidiki suara-suara dikalangar penduduk dan pega-
wai (buruh) dari perkebunan dan mengumpulkan berita-
berita {keterangan) fentang anasir-anasir jang tersangka
berbahaja (pasal 14]),

Dalam prakteknja Pengawal Perkebunan itu tak dapat men-

tjapai hasil, sebagaimana dikehendaki atau dimaksudkan

semula, karena antara lain:

a. Pengawal Perkebunan mendjadi sasaran pasukan-pasukan
jang bersendjata, baik jang resmi, maupun jang tidak
resmi (laskar-laskar jang liar}.

b. Tidak sedikit dari anggota-anggota Pengawal Perkebun-
an jang diwaktu segera sebelum dan sesudah penjerahan
kedaulatan melarikan diri dengan membawa sendjata
pakaian dan alat perlengkapan lainnja dan ada pula jang
menggabungkan diri’ kepada laskar-laskar jang tidak
reSIil.

Dengan demikian seolah-olah memberi kesempatan kepa-
da laskar-laskar itu untuk mempersendjatai dirinja.

c. Sebagai factor psychologis dapat disebut anggapan dika-

© langan bangsa Indonesia, bahwa Pengawal Perkebunan
itu adalah suatu badan partikelir, jang merupakan ,.voor-
post” dari pendjadjahan dan pembela kapitaal asing.
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4. Tentang kepastian penempatan (dislokasi) pegawai
tersebut, berhubung hal pembubaran harus selekas
mungkin diselesaikan, untuk sementara diserahkan kepada
kebidjaksanaan masing-masing Kepala Polisi jang ber-
sangkutan; ini mengingat, bahwa keadaan dimasing-
masing tempat berlainan, jang lebih diketahui oleh
masing-masing Kepala Polisi dan kemudian harus segera
diberitahukan kepada Pusat.

5. Perongkosan mengenai pakaian, persendjataan dan per-

lengkapan adalah mendjadi tanggungan Pemerintah,
sedang ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh para peng-
usaha perkebunan berkenaan dengan pemeliharaan lem-
baga tersebut sampai pada saat pegawai-pegawainja
masuk dalam kesatuan kepolisian kemudian akan diganti
oleh Pemerintah.
Djika sesuatu tempat memerlukan pendjagaan polisi, maka
sementara pengusaha perkebunan - jang bersangkutan
harus menjediakan tempat tinggal {inkwartiering) dan
djaminan makan (voeding).

Djadi sebagai kesimpulan dari keterangan kami tadi ialah,

bahwa hapusnja Pengawal Perkebunan hanja menunggu

selesainja pengangkatan dari pada anggota-anggota Peng-
awal Perkebunan, jang memenuhi sjarat-sjarat dan sanggup
masuk kepolisian, mendjadi pegawai polisi, sedangkan mate-
rieel dari Pengawal Perkeburan sudah dikuasai oleh polisi.

Tidak perlu kiranja diterangkan lagi disini, bahwa didalam

melakukan kebidjaksanaan ini sekeras-kerasnja agar djangan

anasir-anasir jang tiada diharapkan itu masuk didalam corps-
polisi Indonesia.

Kepada anggota jang terhormat Abdullah Jusuf, dapat kami
beritahukan, bahwa sambil menunggu selesainja pembubaran
Pengawal Perkebunan di N.S/T. taktis berada langsung di-
bawah Gubernur Militer’'Komandan Teritorial Sumatera
Utara dan kepada Kepala Tjabang Djawatan Kepolisian
untuk Sumatera sudah diberikan instruksi untuk melaksana-
kan pembubaran Pengawal Perkebunan termaksud dalam
kerdja sama dengan Kepala Djawatan Kepolisian N.S5.T.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam
rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga
djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 1a0.

Red.).
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Waringin sendiri mengenai suara-suara keinginan dan
pendirian rakjat didaerah ifu.

b. Berhubung daerah Kota Woaringin telah digabungkan

dalam wilajah Republik Indonesia, maka soal ini telah
disampaikan kepada J.M. Menteri Dalam Negeri R.L
di Dijokjakarta, tetapi hingga kini masib belum diterima
kabar penjelesaiannja.
Djadinja ditegaskan lagi disini, bahwa Pemerintah Pusat
di Djakarta sampai kini tiadalah berhadja: mengangkat
kembali Sultan Kota Waringin it oleh karema soal ini
masih didalam urusan. {Kutipan pidato djawaban Menteri
Dalam Negeri dalaim rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agus-
tus 1950).

99, PERTANJAAN anggota Ahem Lrningpradja:

52

Mengenai masalah milik asing belum terdapat sikap jang
terang dari Pemerintah. Karepna tidak adanja sikap jang
terang ini, maka didaerah-daerah timbul pengertian berma-
tjam-matjam dan timbul pula berbagai instansi jang mentjoba
menjelesaikan masalah ini. sering-sering usaha ini menimbul-
karn pertentangan antara buruh dan Pemerintah, ataupun
buruh tani dengan teniara masih banjak sekali kaum buruh
jang menganggur menunggu penjelesaian masalah ini

Selandjutnja banjak perusahaan jang tidak dikerdjakan, baik
oleh Pemerintah, maupun oleh pengusaha dan semuanija
saling menunggu perusahaan-perusahaan jang dapat meng-
hasilkan ini, tapi sekarang menganggur sadja karena tidak
ada ketentuzn dari Pemerintah, bukan sadja terdapat di
Dijawa Timur dan Tengah, tetapi djuga di Djawa Barat,
seperti Sukabumi, Bogor, Tjiandjur dan di Sumatera, seperti
di Lampung, Palembang, Bengkulu, Sumatera Timur dan
Atjeh. Bagaimana sekarang ketegasan Pemerintah tentang
milik asing? Selandjutnja dalam revolusi ini banjak tanah-
tanah erfpacht dan konsesi, telah mendjadi perkampungan
atau dikerdjakan oleh rakjat. menurut persetudjuan K.M.B.
hal-hal ini akan diganggu diwadjibkan pindah dari tanah
perladangan dan perkampungzn baru ini.

Tapi dalam kenjataan sering-sering timbul tindakan-tindakan
dari Pemerintah setempat atau pimpinan tentara setempat
jang karena salah paham ataupun karena sebab lain sangat
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pentingan dalam hal perhubungan hukum itu. Kalau
umpamanja sipemakai tanak mengerdjakan tanah dengan
tjara jang merusakkan kesuburannja, sedang pengusaha
dalam hal! ini berdiam sadja, maka Pemerintah harus
mengambil tindakan. Tentang urusan pemakaian tanah
erfpacht dan konsesi selama pendudukan Djepang dan
revolusi, dapat kita ketemukan pada pasal 1 alinea 3
baris a dari persetudjuan Keuangan dan Perekonomian
KM.B. Dengan mengurangi apa jang telah diterangkan
pemakaian tanah seperti disebut tadi, maka Pemerintah
tidek akan membiarkan djikalau sesudah penjerahan
kedaulatan masih ada terdjadi pemakaian tanah jang
tidak sah dan berusaha memberikan penjelesaian menu-
rut dasar hukum.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam
rapat plenc ke-02 tanggal 5 Agustus 1950), (Likat
djuga djawaban Menteri Kemakinuran aras pertanjaan

No. 128E).

100, PERTANJAAN anggota O. Rondonuwu:
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Bagaimana penglaksanaan dari pada sub n. Lampiran
Konstitusi Sementara R.LS. {mengenai kepolisian).

Apakah ada rantjangan reorganisasi bekas kepolisian Hindia
Belanda dulu dan bagaimana rentjana itu pada garis-garis
besarnja?

DJAWABAN Menteri Dalam Negeri:

Berhubung dengan pertanjaan saudara ©. Rondonuwu dapat
diterangkan sebagai berikut. Berhubung dengan diputuskan
dengan statement bersama dari Pemerintah R.IS. dan R.L
tanggal & Djuni 1950 untuk mensentraliseer polisi, maka
tugas polisi akan terlingkung dalam penjelenggaraan Peme-
rintah jang sentral.

Pendidikan Pegawai Tinggi Kepelisian, jakni tjalon Komi-
saris Polisi, dilakukan di Sukabumi sebagai landjutan usaha
jang diterima dari Pemerintah Hindia Belanda pada waktu
penjerahan kedaulatan Negara. Bulan Djuai jang lalu dimulai
di Dijakarta kuliah pada Akademi Polisi, pendidikan tjalon-
tjalon Komisaris Polisi, jang dioper dari R.I.; dengan djalan
ini dimaksudkan memperoleh pegawai-pegawai tinggi jang
academisch opgeleid, jang mengandung perbaikan mutu
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V.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI KEHAKIMAN

dan djawabannija.

PERTANJAAN anggota . Siradjuddin Abbas:

1. Menurut kabar jang disampaikan kepada saja, dalam
pendjara-pendjara di Sumatera Tengah (Padang, Tan-
djung Pinang, Pakan Baru dan Djambi) masih meringkuk
lebih kurang 500 orang pedjuang-pedjuang kemerdekaan.
Kalau kabar ini benar, maka penanija ingin tahu:

a. Sampai dimana usaha Pemerintah dalam menjelesaikan

- soal ini?

b. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja,
bahwa pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih me-
ringkuk dalam pendjara itu harus dengan segera
dilepaskan?

DJAWABAN Menteri Kehakiman:

Bahwasanja pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih
meringkuk dalam perndjara karena perdjuangannja itu, harus
dengan segera dilepaskan, telah dinjatakan oleh Pemerintah
didalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat. Apakah didalam
pendjara-pendjara di Sumatera Tengah (Padang. Tandjung
Pinang, Pakan Baru dan Djambi) masth meringkuk orang
pedjuang-pedjuang kemerdekaan, akan diselidiki oleh Tuan
Soenarjo, Pegawai Kedjaksaan Agung, jang waktu sekarang
sedang melakukan perdjalanan di Sumatera quna menjelidiki
pendjara-pendjara disana. (Djawaban Menteri Kehakiman
dengan suratnja tertanggal 20 April 1930).

PERTANJAAN anggota flidajat dan R. B. Mantjanegara:
Dalam tahun jang lalu oleh Pengadilan Negeri Kendal ter-
hadap terdakwa Rongkes, jang dituduh mendjalankan pem-
bunuhan terhadap 27 orang tawanan, teizh didjatuhkan
hukuman mati,

Dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut ternjata, bahwa
beberapa orang polisi lainnja (diantaranja ada seorang ber-
nama Nelwan) turut tjampur dalam perkara pembunuhan itu.
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Berhubung dengan itu, pasal 207 dan 208 K.ULH.P. ini tidak
dapat semata-mata ditjap ..kolonial”.

Tentang baik atau tidaknja menghapuskan pasal-pasal ter-
sebut, Pemerintah akan mempertimbangkannja dalam
menjiapkan rantjangan Undang-undang Hukum Pidana dan
dalam pada itu Pemerintah akan berunding dengan Pemerin-
tah Republik Indonesia {dimana pasal-pasal 207 dan 208
djuga masih berlaku) serta dengan Pemerintah Negara-
negara bagian lainnja. (Djawaban Menteri Kehakiman
dengan suratnja tertanggal 20 April 1950},

PERTANJAAN anggota Mr Jwa Kosumasumantri:

Menurut pendapat penanja ridaklah sesuai dengan azas dan
sistim demokrasi djika sesuaty Pemerintah tiap-tiap kali ada
..Keadaan mendesak” membuat Undang-undang darurat
periu:

a. bahwa cleh keadaan mendesak itu telah timbul keadaan
jang membahajakan keamanan dan {atau) mengantjam
berwudjudnja Negara;

b. dan bahwa tidak ada kesempatan untuk berunding lebih
dulu Dewan Perwakilan Rakjat (dan Senat): tidaklah hal
ini perlu dibuktikan setidak-tidaknja dinjatakan oleh
Pemerintah, supaja dapatlah umum mengetahui bahwa
Pemerintah dalam tindakannja membuatr Undang-undang
darurat itu tidak melanggar azas kerakjatan?

DIAWABAN Menteri Kehakiman:

Menurut pasal 139 Konstitusi Sementara, Pemerintah berhak
atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan
Undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal jang karena
keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera.

Sjarat bagi menetapkan Undang-undang darurat ialah perlu
dibentuknja peraturan dengan segera berhubung dengan
adanja keadaan jang mendesak. Bilamana ada suatu keadaan
jang mendesak, tidak dapat didjawab dengan suatu formule
umum, oleh sebab segala sesuatu akan tergantung dari pada
keadaan jang njata: tergantung dari pada suatu situasi jang
konkreet.

Mungkin olek karena adanja keadaan jang mendesak itu
timbul keadaan jang membahajakan keamanan atau jang
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lebih landjut. dengan ini dimaklumkan, bahwa menurut
keterangan pengganti Dijaksa Tinggi Medan, jang baru-
baru ini diterima oleh kami, didaerah Sialang Buah tiada di-
ketahui penangkapan-penangkapan kopi dan getak dan
sebagainja jang sampai saat ini belum diselesaikan, serta
tiada suatu perkarapun jang bersangkutan dengan atau
dipengaruhi oleh salah seorang pegawai tinggi N.S.T.
Lebih djauh diterangkan, bahwa penjelundupan-penjelun-
dupan getah, kopi dan sebagainja jang telah terdjadi di
Sialang Buah dan PadangBegagai semuanja telah diadili
oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan vonnis-vonnis
No. 28, 32 dan 34 tahon 1950 (Lihat Lampiran No. 1 — Red.)
(Djawaban Menter! Kehakiman dengan suratnja tanggal
30 Mei 1950},

PERTANJAAN anggota Nona Soewarti:

Sekali lagi saja tanjakan tentang soal Salawati Daud c.s.
Sudah sampai kemana usaha Pemerintah menjelesaikan soal
itu?

DIAWABAN Menteri Kehakiman:

Setelah beberapa kali diminta keterangan kepada Pemerintah
N.IT. maka pada tanggal 15 April jl. Kementerian Keha-
kiman menerima kawat dari Menteri Kehakiman N.LT, jang
berbunji, bahwa dengan tjepat mungkin permintaan kami
akan dipenuhi.

Dalam kawat itu diberitahukan balwa Pemerintah N.I.T.
menimbang akan melepaskan Salawati Daud c.s. Berhubung
dengan itu kami telah mengirim kawat lagi kepada Peme-
rintah N.IT. supaja segera memberitahukan kepada kami
penjelesaian soal tersebut diatas. {Djawaban Menteri Keha-
kiman dengan suratnja tanggal 20 April 1950),

PERTANJAAN anggota Nj. Moedikdio:

Dalam djawabannja Pemerintah mengakui kebenaran dan
adilnja pendapat, bahwa patriot-patrict Indonesia jang
dengan keichlasan telah berkorban dalam perdjuangan
kemerdekaan dan sekarang sebagai akibat dari perdjuangan

itu masih meringkuk dalam pendjara, harus dikembalikan
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Kapt, Poermono sebagai anggota,
Major Slamet sebagai anggota;

Purwokerto:
Kapt. Soenardi sebagai ketua;
Surabaja:
Major Singgih sebagai ketua,
Kapt. Soenarjo sebagai anggota,
Ltn. Arifin Nur sebagai anggota;

Pekalongan:

Owverste Sarbini sebagai ketua,

Major Slamet Soekarman sebagai anggota,

Mr Alitjondro sebagai anggota,
Panitia-panitia tersebut masing-masing bekerdja dibawah
pengawasan pemimpin-pemimpin  militer untuk masing-
masing daerah, seperti: untuk Semarang dan Surabaja
dibawah penglima-penglima Divisi T dan IIL
Ketjuali dari panitia-panitia djuga ada hubungan rapat
dengan dan didapat bantuan dari Djaksa-djaksa, baik ten-
tara, maupun sipil.
Njata dari apa jang tersebut diatas, bahwa maksud
Nj. Moedikdio telah didjalankan oleh Pemerintah.
(Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tanggal
20 April 1950}.

PERTANJAAN anggota [brahim Sedar:

Dibeberapa daerah, terutama jang haru digabungkan pada
Republik Indenesia terbit keragu-raguan jaitu peraturan
mana tentang keadaan perang dan bahaja jang kini harus
berlaku dan dilaksanakan oleh pihak kekuasaan sipil dan
militer, karena disamping ,.5.0.B.". Pemerintah Hindia
Belanda dahulu, oleh Pemerintah Republik Indonesia djuga
sudah ditetapkarn Undang-undang tentang bahaja perang dan
bahaja,

Keragu-raguan tersebut menerbitkan akibat-akibat atau
peristiwa-peristiwa jang kurang baik dan seharusnja ditjegah
atau dihindarkan, agar perhubungan jang baik pihak sipil,
pihak tentara dan rakjat dapat terdjamin darn dipelihara.
Segala tindakan seharusnja dilakukan berdasar atas Undang-
undang atau aturan-aturan jang sah,

Karena itu mohon keterangan-keterangan teantang pertanja~
an-pertanjaan berikut:
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Diwartakan, bahwa dikebun-kebun karet Pemerintah, ter-
utama di Nusakambangan sedjak zaman Hindia Belanda
dipekerdjakan orang-orang hukuman sebagai pekerdja.
Penanja ingin mengetabui, apakah orang-orang hukuman
itu mendapat upah sebagai burub biasa dan apakah Peme-
rintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa seharusnja
buruh biasa jang dipekerdiskan dikebun-kebun kepunjaan
Pemerintah, agar supaja penempatan tenaga dapat berdjalan
dengan normaal?

DIAWABAN Menteri Kehakiman:

Memang benar, dikebun karet Nusakambangan, sedjak
zaman Hindia Belanda dipekerdjgkan orang-arang hukuman
sebagai pekerdja. Kebun karet itu bukan kebun karet per-
usahaan pertanian Pemerintah.

Nusakambangan adalah suatu pendjara-pulau, artinja suatu
pulau, jang seluruhnja diserahkan kepada Djawatan Kepen-
djaraan,

Orang-orang hukuman jang ditempatkan dipulau tersebut,
dikerdjakan dipelbagai kebun pendjara {kebun djagung. ubi,
sajur, dsb.), kebun karet suatu pabrik karet. Berhubung
dengan itu, seorang buruh biasa tidak dapat dipekerdjakan
dipulau pendjara Nusakambangan.

Orang-orang hukuman jang bekerdja dalam kebun-kebun
karet menerima premi f.0.70 & f.0.80 sehari. (Kutipan
pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno
ke-57 tanggal 26 Djuli 1950}, (Lihat djuga djawaban
Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 163.)

PERTANJAAN anggota Basri:

Pada tanggal 5-5-1950 Pemerintah Propinsi Sumatera
Selatan telah mengirimkan kawat (No. 96/13/19/1) pada
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat di Djakarta,
jang berbunji ,harap diambil langkah seperlunia untuk mem-
bebaskan tawanan politik nama habdullahzen kma sekarang
mendjalani hukumannja nusakambangan ttk habis gss”.
Penanja ingin mendengar dari Pemerintah apakah orang
jang tersebut dalam kawat itu, Hadji Abduilah Zen, sudah
dibebaskan dari hukuman ?
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itu akan diteruskan selandjutnja, bahwa Pemerintah adalah
sepaham dengan anggota Siauw Gick Tijhan, bahwa kita
akan menudju kepada kesatuan hukum segala golongan
bangsa, oleh karena tjita-tjita kita ialah satu bangsa jang
homogeen.

Hania homogeniteit itu tidak boleh dan tidak dipaksakan
dengan sekaligus, melainkan harus bertumbuh dari perkem-
bangan masjarakat. Haluan Pemerintah ialah menjokong
sekpat-kuatnja tumbuh homaogeniteit tersebut. Dalam pada
itu Kementerian Kehakiman mempeladiari kedifikasi dan
unifikasi hukum, dengan telah mungkin diselenggarakan,
misalnja  dilapangan hukum lalu-lintas, hukum kontrak,
hukum dagang dan sebagainja. {Kutipan pidato djawaban
Menteri Kehakiman dalam rapat plenc ke-57 tanggal
26 Dijuli 1950,
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D, Bagaimanakah pendapat Pemerintak tentang tanah-
tanah bekas lapangan penerbangan jang didjaman
Diepang didapat dari tanah-tanah kepunjaan rakiat
disekeliling lapangan terbang itu dengan mengusir serta
membeli tanah-tanah itu dengan harga sangat rendah?
Sekarang tanah-tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk
keperluan pertakanan.

DJAWABAN Menteri Kemakmuran:

A. Tidak masuk urusan Kementerian Kemakmuran, tetapi
Kementerian Dalam Negeri, ([ihat djawaban Menteri
Dalam Negeri atas pertanjaan No. 96, Red.).

B. Terhadap tanah-tanah bekas onderneming jang karena
siasat bumi-hangus ataupun tinggalan rombakan djaman
pendudukan Dijepang. sekarang dikerdjakan oleh rakjat
sebagai tanah pertanian, Pemerintah mengambil sikap
sebagai berikut:

a. Bilamana onderneming tidak dapat dibangun kembali,
maka tanah tinggal tetap seperti keadaan sekarang,
jaitu rakjat diperbelehkan mengerdjakannja sebagai
tanah pertanian.

b. Bilamana onderneming dapat dibangun kembali, maka
rakjat jang menduduki tanah-tanahnja tidak akan
diusir begitu sadja. Akan ditindjau, tanah mana jang
akan dipergunakan lagi oleh onderneming. Tanak-
tanah jang tersebut dibelakang akan dikembalikan
kepada onderneming dengan tjara jang tidak merugi-
kan rakjat jang mendudukinja, Misalnja penduduknja
diberi tanah lain atau diberi kerugian uvang dsb.

C. Tentang pemakaian tanah untuk onderneming (persewaan
tanah untuk pabrik tebu dsb.), Pemerintah senantiasa
mengambil sikap mengawasi, sekalipun pada azas-azasnja
pemakaian tznah tadi didasarkan perdjandjian-perdian-
djian jang bebas dan sukarela (vrijwillige overeenkom-
sten}. Berhubung dengan keadaan ekonami jang pada
waktu ini masih gampang berubak , maka Pemerintah
hanjalah menentukan garis-garis besarnja  persewaan
tanah.

(Garis-garis itu berdasarkan atas pokok-pokok sebagai
berikut:
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untuk rakjat didesa-desa jang hingga kini belum men-
dapat perhatian?

DIAWABAN Menteri Kemalinuran

A, Sjarat-sjarat untuk Jantjarnja  trans "urac,l ialah per-

Pl

hubungan jang erciLk dan tjepal dengan tempat-tempat
jang baru itu, diantaranja S mtera. leh Kementerian
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdijaan Umum telah di-
bentuk sebuab panitia jong meadapat tugas selekas-lekas-
nja mempeladjari soal perhubungan tersebut. Panitia
mengambil putusan sebagm berikui:

Akan diadakan dinas-penjeberangan  antara  Merak
(Djawa) dan Sumur (Sumatera — Selat Sunda)} dengan
sebuah kapal jang dapat menjeberangkan sekali djalan
lebih-kurang 600 orang dalem fempo beberapa diam.
Dari Sumur akan dibuat djalan auto jang lebar dan djalan
keretz-api ke Tandjong Karang, Perhubungan jang di~
rantjang itu terutama adalak untuk mengangkut orang-
orang dan barang barangnja. Pengangkutan barang-barang
jang besar akan dehgan kapal dari Tandjong Priok ke
Pandjang (Oo‘%thawn Selama perhubungan Merak—
Sumur belum ada. maka pengangkutan orang dan barang-
barang ketjil dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan jang
sekarang dapat dipakai, baik di Djawa (Priok, Surabaja)
matipun di Q‘lmatcrn {Pandjang. Palembang).

Tentang transmigrasi sendiri dapat diberitahukan, bahwa
perlu diperiksa dulu tempat-tempat mana jang dapat di-
pakai dengan segera untuk transmigrasi.

Dalam ini diperhatikan berar keadaan tanah dan keadaan
umunmnja,

le}wmma dlpl»urk@n pemindahan dari bekas-bekas ang-
gota T.N.I. Mengenai ini ada hu‘*ungan erag antara

Kf‘me* cerian Pembangunan Masjarakat dari K1 dengan
Kementerian-kementerian Pertakanan, Perburuhan, Ke-
manf muran, Perhubungan, Teraga dan Pekerdiaan Umum
R Pelaksanaan e‘kmwaan sebagian besar akan
dzse enggarakan cleh Ke menterian Pembangunan Masja-
rakar R.L

Dirantjang buat taben ini uetuk memindahkan sebagai
permulaan 5000 orang ke Sumatera Selatan dan mung-
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penghidupan rakjat. Dengen demikian kaum tani itu tidek
dapat mendjual getahnja ke Palembang, karena sudah terikat
oleh idjon sistim itu,

Betulkah kabar ini, djika kabar diatas betul mungkinkah
Pemerintah memberi perchitungan dalam hal ini sehingga
petani-petani ity tidak terus-menerus kurus didalam korban
idjon sistim ?

DJAWABAN Menteri Kemakmuran:

Sedang dimintakan keterangan kepada Kementerian Perta-
nian R.1. di Jogjakarta. (Djawaban Menteri Kemakmuran
dengan suratnja tertanggal 17 Bei 1930).

PERTANJAAN anggota Sarcso Harsono:

Telah terbukti dengan njata, bahwa sedjak pengumuman
peraturan kewangan jang terachir dan peraturan deviezen,
pemilik-pemilik, jalah pada umumnia para importeur tidak
suka mendjual persediaannja, atau mengeluarkannja hanja
sedikit demi sedikit,

Dengan demikian, maka keadaen pasar dan pada chususnja
keadaan pendjualan barang-barang kepada umum men-
diadi buruk,

Menurut kabar alasan-alasan mereka tidak mau melepaskan-
nja, ialah karena para importeur telah memadjukan
permohonan supaja barang-barang jang telah tersedia diberi
harga baru, sebab harga belian baru menurut kata mereka
tiga kali lebih tinggi, sedari modal jang disediakan (liquide
kapital) untuk itu tinggal seperdua.

Diika permohonan ite dikabulkan harga persedizan barang-
barang jang telah ada (ready stock) akan membubung
tinggi, dan akibatnja ialah hanja keuntungan jang berlebih-
lebihan bagai para importeur, tetapi untuk pemakai ialah
semata-mata kenaikan harga, sedang menurut pemandangan
dan pemberitahuan ].M, Menteri Keuangan tak perlu
ada kenaikan harga.

Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa pembelian
baru dengan harga tiga kali lebik tinggi sebetulnja mendjadi
kesulitan politik keuangan jang harus dipetishkan dengan
sokongan Pemerintah, atau oleh badan lain jang ditanggung
oleh Pemerintah?
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Demikianlah maka Pemerintah memutuskan untuk menge-
luarkan barang sebanjak-banjaknja dari persediaan importeur
dengan djalan menjuruh mereka mendjualnja kepada peda-
gang besar (tangan kedua). Uidesatkan atas likwiditet
pedagang-pedagang itu akan menuruskan barang-barangnja
kepada perdagangan ketjil, sehingga dapat diharapkan,
bahwa dengan tindakan ini harga-harga akan turun. Sudah
tentu dalam pada ini perlu diselenggarakan penjelidikan
tentang penimbunan barang. '

(Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tanggal
17 Tviei 19507,

PERTANJAAN anggota K. S. Adhisoekmo:
Pada sebelum perang dunia kedua. perusahaan-perusahaan
gula-kelapa didesa T'jilongok, Kewedanan Adjibarang, Kabu-
paten Banjumas, menghasilkan beribu-ribu ton. Agak dike-
tiewakan bahwa gula itu dalam wakty jang pendek mendjadi
rusak (smelten), hingga tidak mungkin untuk dikeluvarkan
keluar pulau Djawa, djangan dikata untuk digunakan barang
export.
Berhubung dengan usaha pembangunan ekonomi, penanja
ingin memadjukan pertanjaan sebagai berikut:
Dapatkah Pemerintah mengusahakan, agar supaja gula-
gula tersebut dapat dibuat mendjadi barang export,
umpamanja dengan mentjari obat-obatan untuk membuat
kerasnja gula, hingga dapat tahan lama?

DIAWABAN Menteri Kemakmuran:

Kwalitet gula-kelapa Tjilongok pada umumnja sudah baik.
Export gula itu dimasa sebelum perang sudah herdjalan
lantjar, antara lain ke Singapura dan Negeri Belanda,
Sekarang ini gula-kelapa merupakan bahan jang penting
sekali untuk mengisi kekurangan gula di Indonesia, misalnja
untuk keperluan paberik-paberik ketjap, perusahaan-per~
usahaan kuwe dan sebagainja,

Kalau nanti keadaan gula-pasir sudah mendjadi normal kem-
bali maka sudah tentu export-gula-kelapa akan berdjalan
lagi. Pasarnja didalam negeri, dalam keadaan sekarang, agak
baik. Djika perlu Kementerian-kementerian bersedia meng-
usahakan sesuatu untuk memperbaiki gula itu,
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lisensi itu diperdagangkan. Pemerintaly menaruh per-
hatian SepL]"ﬂ.lh’l]n terhadap perusahaan-perusahaan
import dari bangsa Indonesia, jang berhubung dengan
peraturan-peraitran keuangan dewasa ini menghadapi
hanjak kesulitan-kesulitan, terutama bagi perusahaan
baru, Diadakan peraturan jang hanja berliaku bagi per-

usahaan-perusahaan dagang bangsa Indonesia jang di-
d)a]dnl\an semata-mata dengan modal bangsa Indonesia
sendiri. {Kutipan plda*o djawaban Menteri Kemakmuran
dalam rapat plens ke-56 tanggal 25 Djuli 1950),

118. PERTANJAAN anggota Abdullah Jusuf:

Jang bertanda-tangan dibawah ini, mohon mendapat kete-
rangan dengan lisan dari Pemerintah atas pertanjaan-per-
tanjaan sebagai berikut: bahwa menurut setahu penanja
P.P.N. (Perusahzan Perkebunan WNegara) jang ada di
Sumatera Timur masih dipimpin oleh orang-orang Belanda
haik di Kantor Pusat maupun dikebun-kebun. Apakah Peme-
rintah sepzham dengan penanja, bahwa P.P.N. itu sudah
mestinja dipimpin oleh bangsa Indonesia sesuai dengan sifat
perusahaan kepunjaan Negara?

DIAWABAW Menteri Kemakmuran:

Pada azasnja Pemerintah sepaham dengan penanja.
Berhubung dengan itu, maka segera setelah Pemerintah
R.I.S. memegang kekuasaan maka Pemimpin Djawatan Per-
kebunan di Djakarta diganti dengan bangsa Indonesia.
Disamping itu ‘s Lands Landbouwbedrijven, jang sekarang
dinamakan Pusat Perkebunan Negara, diubah pimpinannja
Direksi jang dahulu terdiri dari 3 orang ahli bangsa Belanda,
dinbah mendjadi 4 orang, antaranja 2 bangsa Indonesia.
Seorang bangsa Indonesia memegang pimpinan umum, Tjita-
tiita Pemerintah agar djuga diperusahaan diluar pimpinannja
dipegang oleh bangsa Indonesia, baru sedikit sekali dapat
dipraktekkan berhubung:
1. kurangnja tenega ahli dalam kalangan bangsa Indonesia:
2. akan turunnja produksi dan turunnja mutu perusahaan
Pusat Perkebunan Wegara, djika pimpinannia diserahkan
kepada crang jang kurang ehli. Tindakan-tindakan, jang
ada dalam rentjana atau dalam penijelenggaraan, adalah
jang tersebut dibawah ini:
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uang tersebut dikembalikan dalam termijn pendek,
misalnja paling tjepat 5 tahun, Dengan djalan demikian
maka pihak Pemerintah memberi kesempatan pada
semua pers Indonesia jang memenuhi sjarat-siaratnja,
akan tetapi hanja kapital sadja jang mendjadi rintangan.

DIAWABAN Menteri Kemakmuran:

Tentang pemberian crediet kepada perusahaan pertjetakan,
seperti dikemukakan oleh Tuan Djaswadi, Pemerintah ber-
pendapat bahwa ada bank-bank jang dapat memberikan
crediet  kepada  pengusaha-pengusaha  persurat-kabaran,
guna pembelian mesin pertjetakan, sehingga Pemerintah
tidak usah dengan langsung memberikan pindjaman kepada
pengusaha-pengusaha tersebut. Menurut paham Pemerintah
crediet sematjam ini lebih baik tidak dimintakan kepada
Pemerintah agar tiap-tiap tanda jang menjatakan Pengaruh
Pemerintah terhadap persurat-kabaran dapat dihindarkan
Tentu sadja Pemerintah Dbersedia memberikan bantuan
seperlunja tentang pemasukan barang jang dibutuhkan.
Boleh sedikit saja memberi keterangan, bahwa belakangan
ini olch Pemerintah telah diputuskan, bahwa dalam waktu
jang sesingkat-singkatnja akan disediakan deviezen kira-kira
sebesar empat djuta rupiah untuk memasukkan beberapa per-
tietakan jang modern, jang kemudian akan diserahkan
dengan beberapa sjarat kepada beberapa organisasi, jang
membutuhkan pertjetakan-pertjetakan itu, Tidak sadja
mengenal pemasukan akan tetapi djuga mengenai pembagian
barang-barang import keseluruh Indonesia, Pemerintah
memberikan bantuan setjukupnja, (Kutipan pidato djawaban
Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-36 tanggal
25 Djuli 1950). {Lihat djuga djawaban Sekdjen Kempen atas
pertanjaan No. 182).

PERTANJAAN anggota Andi Zainal Abidin:

Menurut berita kini rakjat didaerah Lombok dan Kalimantan
Tenggara menderita kekurangan beras.

Sekiranja berita ini benar. maka penanja ingin mengetahui
tindakan apakah telah diambil oleh Pemerintah untuk
menutup kekurangan pokok kehidupan rakjat didaerah-
daerah tersebut?
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nja . geldsanering” 19 Maret jbl. itu; terutama mengenai
modal mereka.

2. Tidukkah dengan adanja circulair No. 52 dan 71 itu jang
memuat antara lain beberapa pembajaran harus disetor
segera, sedang waktu terimanja barang masih berselang
~ 6 bulan, sehingga dengan demikian seakan-akan
sebagian modal mereka jang tiada seberapa itu akibat
sanering mendjadi beku.

Dan tempo untuk memenubi sjarat-sjarat pemesanan

barang-barang sangat singkat, menurut pendengaran

14 hari.

Apakah dengan tindakan jang demikian itu, Pemerintah

dengan tidak largsung membantu kaum importeur asing,

jang telah berakar disini dan jang karena historische
rechten telah segar-bugar, bahkan melebihi dari itu kedu-
dukannja.

Akibatnja mematikan atau sekurang-kurangnja melemah-

kan kaum New Comers bangsa Indonesia jang kini dalam

masa pertumbuhan dengan tjara kolilektivistis,

4. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa
New Comers bangsa Indonesia harus masih mendapat
perlindungan dan pemeliharaan dari Pemerintah, sebagai
suatu puhun jang baru tumbuk, sebelum mereka dapat
meningkat kelapangan perniagaan Free fight dalam socal
import. Dengan adanja peraturan baru ite hanja impor-
teurs, bangsa awak berputus asa.

Achirnja sudikah Pemerintah menindjau kembali peraturan

jang termuat dalam circulair No. 53 dan 71, agar sifatnja lebih

memberi kelonggaran pada New Comers kita uniuk bernafas
serta mengatur organisasinja lsbih sempurna supaja dapat
hidup langsung: Bukankah Pemerintah djuga menghendaki
berkembangnija perniagaan bangsa awak, maka itu hendaklah
Pemerintah dapat menstimuleernia.

L

DJAWABAN Menteri Kemakmuran:

Menurut pandangan Tuan Manuaba, waktu pemberian crediet
mengenai pemasukan cambrics jang tidak tertentu, ada ter-
Ialu pendek. Ini harus dilakukan untuk memungkinkan supaja
kekurangan cambrics guna kepentingan seluruh masjarakat
segera dapat ditutup. Dalam hal ini djuga importeur-importeusr
bangsa Indonesia dengan diperpendeknja ..crediet-termijn”
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Dapatkah Pemerintzh dalam hal tersebut pada ajat ¢ meng-
adakan suatu tindjauan kembali (herziening) terhadap
Deviezen-vergunning-vergunning jang telah dikeluarkan?
Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, mengapakah
beberapa Peraturan Pemerintah terang-terangan saling ber-
tentangan, misalnja Peraturan Sanering keuangan dan
Penjlaian kembali (herwaardering) barang-barang import
jang sudah dibeli oleh para imperteur sebelumnja ada
sanering’?

Sampai dimanakah kekuatan alasan-alasan para importeur
tentang kesulitan-kesulitan jang mereka katakan mungkin
akan diderita, bilamana tidak ada Penilaian kembali dari
pada barang-barang import itu 7

Apakah bagi Pemerintah tidak ada djalan lain dari pada
terpaksa menerima tuntutan para importeur jtu?

Berhubung dengan Penilaian kembali itu, maka kekajazan
para importeur setjara resmi dapat dikatakan telah bertam-
bah dengan 2004 sekaligus.

Sebagai apakah Pemerintah menganggap tambahan kekajaan
iti, sebagai keuntungan (winst) atau sebagai tambahan
kekajaan sadja jang bebas dari padjak penghasilan atau
padjak perseroan.

DIAWABAN Menteri Kemakmuran:

Lain dari pendapat saudara-saudara Tan Boer Aan dan Ahem
Erningpradia jang menurut pertanjaannja, menganggap kaum
pedagang besar mendapat keuntungan jang tidak adil ber-
hubung dengan peraturan ,.Penilaian kembali” (herwaarde-
ring), maka Pemerintah menganggap penetapan harga
baru ini semata-mata hanja merupakan peraturan pemberian
modal.

Modal perusahaan diukur dengan banjaknja barang sesudah
peraturan deviezen didjalankan, bukan bertambah melainkan
berkurang, sebab tidak semua matjam barang beleh di
herwaardering”,

Sebenarnja Pemerintah terpaksa menerima kenaikan harga
etjeran jang resmi dari barang-barang luar negeri dan
barang-barang perindustrian jang memerlukan bahan-bahan
dari luar negeri. Kami telah terangkan bahwa dengan
kenaikan harga ini jang kena ialah mereka jang biasanja
mendapat barang-barang dengan tjara distribusi. Harga
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rintah berpendapat bahwa djumlahnja barang jang disedia-
kan untuk perdagangan adalah mendjadi tanggung-djawahnija
kaum pedagang sendiri. Pemerintah djuga berpendapat
bahwa jang bersangkutan dengan melibat untung-rugi tentu
akan berhati-hati dalam memesan barang-barang. Pun dari
kebanjakan barang-barang jang didjual dipasar dunia,
kebutuhan Indonesia merupakan bagian jang demikian ketjil-
nja, sehingga pengaruhnja sedikit wekali terhadap harga-
harga. ‘

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa terdapat
barang-barang jang dimasukkan dalam ,freelist” tidak usah
diadakan penindjauan kembali. Seperti telak kami kemuka-
kan setjara umum, maka kehendak untuk mengimport men-
djadi sangat besarnja, Pemerintah tidak selaly dapat
menambah pemasukan barang-barang jang mendjadi sangat
diperlukan itu. Dalam beberapa bulan jang terachir nampak
pula kemadjuan dalam perekonomian dunia, sehingga per-
mintaan terhadap berbagai matjam barang sangat banjak.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran pada
rapat pleno ke-36 tanggal 25 Dyuli 1950).

PERTANJAAN anggota K. [{. Tjikwan:

A, Sampai dimana usaha Pemerintah dalam mengatasi
kenaikan harga barang-barang dan bahan-bahan keper-
luan sehari-hari dewasa ini. Hal ini adalah sebahagian
akibat dari politik gunting jang terkenal itu, sehingga
sangat terasa sekali tekanannja atas penghidupan rakjat
sehari-hari.

B. Apakah bantuan-bantuan E.C.A., untuk Indonesia seka-
rang ini, merupakan suatu kelandjutan bantuan jang telah
diberikan untuk Indonesia dimasa jang lampau. Dan
bagaimana penjelenggaraan bantuan-bantuan itu, djuga
kepada badan-badan apa diserahkan penjelenggaraannja?

C. Dimana letak sebab jang menimbulkan sangat terlambat-
nja pemasukan barang-barang import jang dipesan dari
luar negeri untuk Indonesia jang menurut kabar mema-
kan tempo sampai 6 bulan. Hal ini menurut penanja,
mungkin  akan menimbulkan terlambat tertjapainja
keseimbangan peredaran uwang dan barang-barang jang
membawa akibat makin hebatnja inflasi.
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rangan kertas koran jang luar biasa pada dewasa ini.
Kesukaran-kesukaran jang diderita dalam pemaf-ukan kec-
tas koran ialah karena ,leveringstermijnen’” dari paberik
di Eropah mendjadi agdk pandjang. Pengusaha-pengusaha
ini setelah devaluasi dari pound sterling dan devaluasi dari
lain-lain negara dalam bulan September 1949, semuarnija
dibandjiri dengan pesanan-pesanan jang dahulunja dilaku-
kan di Kanada dan negara-negara lain jang mempunjai
alat pembajaran kertas, (Kutipan pidato djawabar rapat
pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

124, PERTANJAAN anggota Ngadiman Hardjosoebroto:

86

A. Tentang pindjaman kepada luar negeri.

Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pin-
djaman R.LS. dari Amerika Serikat jang berdjumlah
100 djuta dollar?

B, Bagaimana dan apa jang mendiadi sjarat-sjarat pin-

djaman R.LS, dari Belanda jang berdjumlah 200 djuta
rupiah?
Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan
keuangan K.M.B., dimana disebutkan bahwa selama
R.[.5. belum dapat melunasi itu, maka Belanda berhak
mengadakan kontrole dalam tindakan-tindakan R.LS.
tentang kevangan?

C. Tentang perhubungan dengan luar negeri.

Sampai dimanakah kebenarannja dan apakah isi sjarat-
sjarat perhubungan perdagangan antara R.LS. dengan
Negara-negara Polandia, Djepang, Inggeris?

DJAWABAN Menteri Kemakmuran:

Kesempatan jang lebih besar untuk memasukkan barang-
barang jang sangat diperiukan, tentu tidak akan berhasil
djika sekiranja dalam tahun 1950 dari bermatjam-matjam
sumber tidak mendapat kevangan untuk menutup pembajaran
diluar negeri. Ketiga crediet luar negeri jang terpenting,
ialah:

Pertama: Bantuan E.C.A.

Kedua: Hutang dari Exim Bank di Amerika sebesar seratus
djuta dollar, guna pembelian alat-alat produksi,

Ketiga: Pindjaman 200 djuta rupiah dari Negeri Belanda
untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam hubungan
pembajaran dengan negeri itu,






awasan seperti dimaksud tadi. Saja mempersilakan untuk
melihat pasal 19 dari persetudjuan itu.

. Soal-soal jang mengenai hubungan perdagangan dengan

luar negeri seperti Polandia, Djepang, Inggeris, jang
ditanjakan oleh saudara Ngadiman Hardjosoebroto seba-
gian besar telah didjawab oleh Menteri Luar Negeri,
waktu mengadakan uraian-uraian teantang hubungan
ekonomi dengan luar negeri.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam
rapat pleno ke-536 tanggzal 25 Djuli 1950), (Lihat djuga
Dijawaban Menteri Luar Negeri atas pertanjaan
No. 88 dan djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan
No. 138 dan djawaban Menteri Kemakmuran atas per-

tanjaan No. 124}.

125, PERTANJAAN anggota Djaswadi Soeprapfo:

88

A, Beberapa kali Pemerintah senantiasa mengemukakan

optimismenja terhadap soal perekonomian dan keuangan,
sesudahnja diadakan peraturan deviezren baru dan gun-
tingan uang. Setelah beberapa bulan berdjalan, maka
ternjatalah bahwa pikak Pemerintah seringkali diper-
mainkan oleh imperteur-imperteur dan Pemerintah
nampaknja tidak berdaja untuk menundjukkan giginja.
Harga barang makin hari makin natk dan ini tidak hanja
mengenai barang-barang dari luar negeri sadja, bahkan
meluap sampai harga barang-barang made in Indonesia,
sehingga rakjat dan pertengahanlah jang harus menderita
karena akibat dari peraturan baru itu. Walaupun
ini semua betul menguntungkan kas Negara, akan tetapi
apakah maksud Pemerintah dengan sistim sekarang ini
hendak membawa kemakmuran dan kesedjahteraan pada
rakjatnja?

Apabila keadaan seperti sekarang ini terus dipertahan-
kan, apakah akibatnja tidak malahan menimbulkan
.vruchtbare bodem’ bagi rasa ketidak-puasan {cntevre-
denheid) dan karenanja mungkin malahan mempertjepat
procesnja revolusi sosial?

B. Menurut keterangan jang kami dapat, perdagangan gelap

kini makin lama makin hebatnja. Perdagangan gelap dari
lada dan karet di Kalimantan sadja sudah begitu mera-
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tingan produksi. Diusahakan pula supaja barang-barang
dengan muadah dan tidak terganggu datang pada jang
membutuhkan; untuek ini  alat-alat perdagangan dan
perhubungan harus bekerdja baik dan dengan tjermat.
Memang dengan tidak adanja persediaan barang jang
agak melimpah maka kemungkinan untuk perkembangan
jang memuaskan tidak akan timbul pula. Dari sebab itu
dengan penuh tenzga diadakan perubahan-perubahan jang
prinsipieel dalam dasar ekonomi Indonesia; pekerdjaan
ini menggunakan waktu jang pandjang, dalam beberapa
bulan tentu sadja belum terlihat hasilnja, Dalam pada
itu kita ingat terutama pada pembentukan perusahaan
nasional dilapangan perdagangan, pertanjan. perindus-
trian, dan pengangkutan: lagi pula pada pembentukan
organisasi-organisasi dari perusahaan-perusahaan Indo-
nesia.

Lebih dahulu akan kami kemukakan satu gambar situasi
untuk melihatkan soal-soal apa jang dihadapi Pemerintak
sewakty ia mulai bekerdja dan [aktor-faktor apa jang
harus diperhatikan, terutama faktor-faktor jang memaksa
Pemerintah mengambil tindakan dilapangan keuangan
pada bulan Maret jang baru lalu.

Kami rasa tidak ada salahnja, djika kami mengambil
perkembangan-perkembangan jang terachir sebagai dasar
untuk dapat mendjawab pertanjaan setjara jang agak
tepat, dan kami mengharap bahwa dengan keterangan-
keterangan kami ini telah banjak pertanjaan-pertanjaan
jang terdjawab,

Selain dari pada itu kami mengharap pula dapat mem-
berikan pendjelasan tentang apa sebabnja Pemerintah
optimistis terhadap perkembangan ekonomi pada umum-
nja, satu dan lain berhubung dengan pertanjaan saudara
Djaswadi. Dalam suasana kekeruhan politik selamanja
sukar untuk menghargai berbagai-bagai soal jang
mengenai perkembangan ekonomi; begitu djuga di Indo-
nesia, Pada permulaan tahun ini, kedaulatan Indonesia
diserahkan kepada bangsa Indonesia, sesudahnja meng-
alami kekatjauan dan pertempuran jang agak lama.
Dengan tjepat perubahan ketata-negaraan ini dapat
dilakukan disemua alat-alat Pemerintahan, dan banjak
pula dilakukan perubahan-perubahan dilain lapangan.
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adanja pemogokan-pemogokan. Walaupun demikian,
menurut paham kami, masih banjak faktor-faktor jang
belum mengizinkan memberi gambaran jang njata tentang
kedudukan perekonomian pada umummnja. Jang sudah
pasti ialah, bahwa Indonesia terhindar dari bahaja
inflasi jang kedjam.
Beberapa pemandangan umum tentang hasil peraturan-
peraturan keuangan — jang mendjadi buah bibir dibular-
bulan jang belakang ini, — dapat sedikit diberikan disini.
Singkatnja ialah demikian: = Berhubung dengan sangat
kurangnja deviezen dan besarnja kebutuhan negara, lagi
pula meluasnja kehendak untuk menimbun dan ketegang-
an jang bertambah mengenal harga rupiah didalam dan
diluar negeri, maka usaha produksi mendapat rintangan
jang hebat sekali dan berakibat turunnja export. Keku-
rangan begroting jang tidak sedikit, menambah banjaknja
alat-alat pembajaran jang tentu sadja mempunjai akibat
terhadap gerak-geriknja harga.

Persediaan alat-alat pembajaran luar negeri telah

sangat mendekati djumlah minimum jang diperlukan

untuk dapat mengatur keadaan jang normal,

Pemerintah tidak ragu-ragu lagi untuk mengadakan per-

aturan-peraturan jang perlu dan keras dan jang setjara

singkat dapat diterangkan sebagai dibawah ini:

1. mengadakan peraturan agar supaja harga barang
import di Indenesia dapat mendekati perhitungan
harga resmi dari barang-barang itu;

2. meninggikan penghasilan export disini, dihitung dalam
wang rupiah;

3. mengurangi alat pembajaran dalam negeri,

Telak diadakan beberapa peraturan-peraturan supaja

keadaan dapat disesvaikan dengan peraturan keuangan

jang baru ini sehingga segala sesuatu tidak begitu terasa
oleh umum.

Tentang peraturan-peraturan ini, jang hanja bersifat

sementara, saja rasa tidak wusah dibitjarakan lebih landjut,

Ini terutama mengenai lapangan penetapan harga dan

keuangan dari perusahaan-perusahaan jang tidak dapat

atau tidak dapat sebagai dahulu meneruskan perusahaan-
nja cleh karena kurangnja alat-alat pembajaran dan naik-
nja harga barang-barang luar negeri.
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Perlu agaknja diterangkan disini, bahwa ada kerdja-sama
jang erat antara Kementerian kami dengan Djawatan Bea
Tjukai dar A.L.RIS. dalam usaha membantras penjefun-
dupan-penjelundupan itu. Dengan Pemerintahan Singapore
telah tertjapai heberapa perdjandjian dengan maksud mem-
perketjil perdagangan gelap. Adapun pengangkutan barang
dari persediaan di Sumatera Selatan jang tertumpuk dipela-
buhan-pelabuban samudra (Oceaan-havens) jang disinggung
oleh saudara Adhisoekmo, misalnja Tandjungkarang dan
Palembang tidak tergantung dari K.P.M, sadja, akan tetapi
barang-barang dapat diangkut djuga dengan kapal dari
maskapai-maskapai asing lainnja, Pula Pemerintah bersedia
memberi bantuan pada pedagang-pedagang Indonesia dalam
usaha mereka untuk mempercleh iuangan dikapal-kapal
K.P.M. dan lain-lain kapal Indonesia jang diregistreer.
Salah satu usaha untuk menambah export ialah inducement-
deviezen, jaitu dengan diberikannja izin kepada kaum expor-
teur hasil perusahaan rakjat untuk memakai sebagian dari
pendapatan deviezen, guna membeli barang-barang, jang
sangat berguna dan barang-barang jang setengah luxe.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam
rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950), (Lihat djuga
djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan
Umum atas pertanjaan No, 154].

PERTANJAAN anggota A. S. Bachmid, Scedarnadi.
Abdullah Aidit, Hasan Basri:

Sampai dimanakah usaha Pemerintah untuk mengganti per-
aturan distribusi jang masih bersifat kolonial, sehingga
distribusi harus merata keseluruh rakjat, dengan tiada
golongan-golongan A, Bl, BIl, dan sebagainja,

Tidakkah Pemerintah sependapat dengan kami, bahwa
buruh rendahlah jang harus menerima perhatian, terutama

dalam soal distribusi ini?

DIAWABAN Menferi Kemakmuran:

Tijara distribusi jang diadakan sebelumnija penjerahan kedau-
latan tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Pada azasnja distribusi-umum telah dihapuskan oleh karena
banjaknja barang tersedia tidak mentjukupi, hanja tinggal
kebutuhan-kebutuhan dari pekerdja-pekerdja dalam sektor-






ton ke Negeri Belanda. 19.000 ke Bizonia dan 2.000 ke
Swis. Ternjata adanja ,preferentie” export ke Negeri
Belanda. Apakah ,,preferentie” ini karena export kenegeri
Belanda lebih menguntungkan dari pada kenegeri-negeri
lain?

Berkenaan dengan Kopra-fonds ini. kami selandjutnja
mendapat kabar, bahwa Direksi dari fonds ini, telah
dapat mengumputkan fonds., f 100 djuta, tetapi fonds ini
tidak digunakan menurut maksudnja, jaitu: memperbaiki
ekonomi dan produksi kopra-produsen jang hampir
seluruhnja terdiri dari rakjat bangsa Indonesia. Sudikah
Pemerintah memberikan keterangan tentang fonds-kepra
ini lebih landjut?

C. Hampir bersamaan dengan pertanjaan mengenai Kopra-
fonds, kami disini mengadjukan pertanjzan, bagaimana
sikap Pemerintah - terhadap jang dahulu namanja:
N.IRU.B.. badan wmana dizaman pendjadjahan telah
baniak merugikan perekonomian rakjat, istimewa di
Kalimantan?

D. Kaum buruh umumnja dan kaum buruh perkebunan chu-
susnja, di Sumatera Timur biasa menerima distribusi
textiel, sesuai djuga dengan persetudjuan antara buruh
dan madjikan (AV.ROS. dan DP.V.)., Dalam
persetudjuan ditetapkan distribusi: 2 meter untuk seorang
pekerdja dan 14 meter buat tiap-tiap keluarga setiap
bulan. Persetudjuan ini dibatalkan oleh madjikan ber-
dasarkan telegram Djawatan Distribusi B.A.D. Neo. 226
tanggal 284-1950. Apakak Pewerintah membenarkan
hentikan distribusi atas telegram tersebut tadi.

E. Mengenai masalah milik asing belum terdapat sikap jang
terang dari Pemerintah. Karena tidak adanja sikap jang
terang ini, maka didaerah-daerah timbul pengertian ber-
matjam-matjam dan timbul pula berbagai instansi jang
mentjoba menjelesaikan masalah ini, sering-sering usaha
ini menimbulkan pertentangan antara buruh dan Peme-
rintah, ataupun buruh dan tani dengan tentara. Masih
banjak sekali kaum buruh jang menganggur menunggu
penjelesalan masalah ini.

Selandjutnja banjak pula perusahaan jang tidak diker-
djakan, baik oleh Pemerintak maupun oleh pengusaha
dan semuanja saling menunggu. Perusahaan-perusahaan
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lingspositie} dari Indonesia dengan negeri-persetudjuan
jang bersangkutan, Soal commercieel mengenai kopra dan
tjara mempergunakan keuntungan dari Jasajan Kopra,
serta djuga susunan organisasi dari Jajasan itu, kini

- sedang dipeladjari oleh Panitia Kopra jang telah dibentuk

dan jang diberi tugas menjusun suatu laporan dalam
waktu jang singkat. Pada hakekatnja tidak diadakan
rintangan-rintangan untuk mengexport barang-barang
dari Indonesia. Akan tetapi Pemerintah selalu harus
mengawasi agar supaja didapat hasil jang setinggi-
tingginja, Transaksi jang tidak membawa untung tidak di-
izinkan,

. Tentang Jajasan N.ILR.U.B. jang ditanjakan oleh Tuan

Ahem Hrningpradja dapat diterangkan, babhwa badan ini
sekarang dalam | liguidatie’’. Dengan Urusan Karet
Rakjat dari Djawatan Pertanian sedang diadakan pem-
bitjaraan tentang kemungkindn pengoperan barang-
barang N.LR.U.B. jang dibutuhkan oleh perusahaan-
perusahaan karet rakjat.

. Berhubung dengan pertanjaan Tuan Ahem Erningpradja

diterangkan disini, bahwa kawat B.A.D. No. 226 tanggal
28 April 1950 sebagai putusan Panitia Distribusi Inter-
departemental, menghentikan ,.distribusi-umum” dengan
maksud menjamakan tjatu dari golongan A BI dan BII,
satu dan lain berhubung dengan kurangnja persediaan.
Distribusi pekerdja a 6 meter buat setengah tzhun tetap
ada.

. Tentang pengembalian kebun-kebun milik asing dan

keadaan kebun-kebun itu dapat diberi keterangan
sebagai berikut: Baik sebagai Negara Hukum, maupun
berdasar persetudjuan Konperensi Medja Bundar, Repu-
blik Indonesia Serikat mengakui milik Asing menurut
hak-hak jang berlaku sebelum penjershan kedaulatan
dan dimana milik itu belum kembali bersedia mengem-
balikan kepada pemilik. Segera seielah kedaulatan
diterima oleh Republik Indonesia Serikat, maka oleh
Kementerian Kemakmuran direntjanakan instruksi pe-
ngembalian untuk dirundingkan dengan organisasi-
organisasi perusahaan-perusahaan jang berkepentingan
dan Pemerintah Negara-negara Bagian jang bersang-
kutan, instruksi-instruksi mana setelah ditetapkan akan



.’éékm diimapman eﬁxcm
3 i:mmm Rep}z!:;hk ‘_Eudccﬁe

'_'~1'_ ]aag mletak véidaa:a ja
- Selaeaa?p




Soal jang mengenai tanah onderneming, jang dalam masa
jang lampau dikerdjakan oleh rakjat masuk kompetensi
Kementerian Dalam Negeri, (Kutipan pidatc djawaban
Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-36 tanggal
25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam
Negeri atas pertanjaan No. 99).

129. PERTANJAAN anggota K. Werdojo:
Mengenai Distribusi:

100

a.

b.

Apakah Pemerintah sudah mengadakan kontrole diper-
usahaan partikelir mengenai tjara distribusinja?

Apa kepada Perusahaan-perusahaan seperti Confectie-
bedrijven (Hendriks, OQosterling, Radia Wali} djuga
diberi hak untuk mendapat barang-barang dengan harga
E.Z. untuk distribusi pegawainja?

Kalau pasal b. ini benar. apa tindakan Pemerintah, kalau
pembagiannja tidak adil? Umpamanja: Dalam Confectie-
bedrijven itu hanja buruh bulanannja sadja jang dapat.
Sampai dimanakah usaha Pemerintah, dalam mengen-
dalikan harga?

Dalam Keng Po tanggal 20-4-1950 dimuat pengumuman
tentang ,.perdagangan bebas”, — Dengan ini seakan-
akan Pemerintah malah melepaskan, bukan mengendali
harga. Sampai dimanakah kebenaran pengumuman ini
dan bhagaimanakah — tjara Pemerintah akan meringan-
kan beban rakjat ketjil, terhitung buruhnja?

DIAWABAN Menteri Kemakmuran:

a.
b.
c.
d.
e.

,\- Lihat djawaban atas pertanjaan No, 127,

Perdagangan bebas jang dimuat dalam pengumuman
.Keng Po" tanggal 20 April 1950 jang dimaksudkan
Tuan Werdojo berarti, bahwa persediaan barang-barang
jang ada sekarang akan tidak dianggap sebagai reserve
lagi, akan tetapi akan dikeluarkan untuk didjual. Tindak-
an ini maksudnja ialah untuk mempengaruhi gerak-
geriknja harga-harga. Untuk kebutuhan kaum pekerdja
akan dibagikan tekstil melalui distribusi-pekerdja dengan
satu kali harga (eenmalige prijs). Didalam praktek masih
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dirumah-rumah obat tidak terdapat obat-obat jang sangat
dibutuhkan oleh rakjat?
Sebaliknja banjak sekali terdapat di Pasar Gelap.,

DIAWABAN Menteri Kemakmuran:

Djuga perdagangan obat-obatan seperti jang dikemukakan
oleh saudara IJr Soedarso dan Dr Endon belum begitu
dapat berdjalan lantjar. Tadi eleh Dr Leimena telah di-
berikan keterangan tentang perdagangan dan persediaan
obat-obatan, Pada waktu ini persediaan obat-obat memang
masih kurang, sehingga periu diadakan pembatasan dalam
pendjualan  untuk mentjegeh pernimbunar oleh pembeli.
Obat-aobat sekarang telah dimasukkan | free list” dan ini ber-
arti, bahwa untuk pemasukan barang-barang itu disediakan
deviezen sebanjak-banjaknja. Barang-barang ini boleh didjual
dengan bebas.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat
pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

PERTANJAAN anggota Siauw Giok Tjhan:

Pada perusahaan-perusahaan baru jang ingin dizkui. sebagai
importeur, Kementerian Kemakmuran R.LS, urusan Perkem-
bangan organisasi Bagian Perniagaan Dalam Negeri, ada
dimadjukan daftar pertanjaan. Daftar pertanjaan itu merupa-
kan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh tiap orang pemohon
diakui dan diizinkan sebagai importeur antara sjarat-sjarat
jang harus dipenuhi adalah sjarat 4 fang bunjinja seperti
berikut: 4. Selandjutnja dikehendaki agar modal ity (jaitu
sedjumlah { 100.000 jang berupa storting dan bank-kredit,
menurut No. 3) berupa sedapat mungkin berasal dari bangsa
Indonesia asli. Modal asing hanja diperkenankan = 3094
dari djumlah modal seluoruhnja. Berhubung dengan adanjz
sjarat matjam itu, maka penanja ingin mendapat keterangan
dari Pemerintah: Apakah jang dimasukkan dengan asii itu?
Bagaimana, keaslian itu dapat ditentukan?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja:

a. Bahwa dalam membangun masjarakat Indonesia merdeka
kita perlu djuga membasmi rasdiskriminasi jang selalu
menimbulkan purbasangka bangsa jang djahat serta me-
rusak kerukunan hidup?
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mengenai bangsa Indonesia umumnja, artinja bahwa kita
harus memperhatikan pula kepentingan-kepentingan dari
kaum tani, kaum buruh, pegawai dan industri-industri ketjil.
Djadi peraturan-peraturan jang mengenai importeur bangsa
Indonesia harus djuga disesuaikan dengan kepentingan umum,
{Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat
ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).
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ningkatnja nilai vang rupiah, buat sebagian besar telah
diuraikan oleh rekan saja, Menteri Kemakmuran, dan tidak
perlu kiranja saja ulangi lagi angka-angka jang telah dike-
mukakan oleh rekan saja itu.

Bakwa uwang rupiah itu dalam waktu belakangan ini mem-
punjai tendens jang djelas tentang meningkat nilainja, nant:
saja akan buktikan dengan angka-angka, apabila saja sampai
kepada mendjawab pertanjaan saudara Dr Trenggono
Soepali Hadibowo, jang bertalian dengan scal uang pula.
Hanja disini saja ingin mengemukakan dua soal, jakni:

Perfama: Djangan hendaknja kita mengharapkan hasil-
hasil jang tjepat dan sempurna dari pada tindakan-
tindakan monetair, jang semata-mata, seperti pernah saja
kemukakan, hanja bertudjuan:

Meletakkan dasar-dasar jang sehat bagi perkembangan
keuangan dan perekonomian negara dan rakjat. Tertja~
pai atau tidaknja hasil-hasil jang diharapkan dari pada
tindakan-tindakan monetair itu, tergantung dari pada
beberapa faktor lain, misalnja: keamanan dalam negeri,
kesanggupan bekerdja dari pada selurth golongan
masjarakat, keadaan budget negara, suasana interna-
sional dan sebagainja.

Tindakan-tindakan monetair itu boleh diumpamakan sebagai
suatu operasi terhadap scorang pasien, tetapi sembuh atau
tidaknja sisakit itu, bukan semata-mata tanggungan dokter,
jang melakukan operasi itu, tetapi djuga bergantung dari pada
kemauan hidup dan keadaan jang dioperasi itu. Lagi pula
sembuhnja jang sakit itu, bukan soal satu dua hari sadja,
tetapi tergantung dari pada ketjil atau besarnja operasi itu,
ringan atazu berainja penjakit jang sedang diberantas.
Operasi jang baru dilakukan terhadap masjarakat Indonesia
adalah operasi jang berat sekali, untuk menjembuhkan suatu
penjakit jang telah berdjalan bertahun-tahun, semendjak
Djepang menguasal negeri ini.

Tak dapat kita mengharapkan, bahwa Indonesia ini akan
mendjadi makmur dalam beberapa bulan sadja, djuga tidak
sesudah diadakan tindakan-tindakan monetair jang baru lalu.
Tetapi apabila tindakan-tindakan itu sama sekali tidak dila-
kukan. talt dapat kita sedikitpun mempunjai harapan, akan
sembuhnja jang sakit itu.
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Sekali lagi, memang, kalau dibandingkan dengan harga-
harga resmi dahulu, sebelum adanja perubahan-perubahan
monetair, maka harga-harga barang telah naik dan nilai vang
telah turun., Dan tidak ada ateu sedikit sekali kemungkinan,
bahwa harga barang akan turun dan nilai vang akan naik
sampai deradjat dahulu, tetapi jang terpenting bukanlah
harga barang atau nilai vang, jang terpenting adalah, bahwa
deradjat harga barang dan nilai uang mendjadi Stabiel. Atau:
~— ditindjau dari sudut upah dan pendapatan kaum buruh dan
tani — bahwa kaum buruh dan kaum tani dapat mentjukupi
kebutuhannja dati pada upah atau pendapatan jang diper-
oleh mereka.

Apa gunanja harga barang-barang ,.rendah’™ tetapi rakjat
umumnja tidak dapat membelinja atau hanja dapat membeli
dengan harga jang tinggi? Sebaliknja: meskipun bharang-
barang telah meningkat harganja, tetapi kalau rakjat biasa
dapat membelinja dimana-mana, apakah keadaan ini tidak
Yebih sehat?

Qleh  karena itu, maka masalah kemakmuran rakjat tak
perlu dan tak boleh mentjari penjelesaian dengan berusaha
mentjapal deradjat harga barang dan nilai uang seperti sebe-
lum perang, misalnja, tetapi penjelesaian masalah kemak-
muran rakjat itu harus kita usahakan dengan mentjapai
stabiliteit dari pada harga barang-barang keperluan hidup
rakjat sehari-hari atau dengan lain perkataan: stabiliteit dari
pada uang kita. Meskipun rupiah sekarang andai-kata hanja
bernilai 1/10 dari pada rupiah sebelum perang, tetapi apabila
harga ini dapat terus dipertzhankan dan upah dan keperluan
kaum buruh dapat disesuaikan dengan nilai jang baru jtu,
hingga mereka dapat memenuhi keperluan-keperluannja jang
penting, maka langkah pertama akan tertjapainja deradjat
hidup jang lebih tinggi. telah dilakukan.

Langkah kedua ialah: menghasilkan barang jang lebih banjak
dan berdjenis-djenis, hingga harganja berangsur-angsur bisa
turun dan meskipun djumlah upah tidak dinaikkan, tetapi
tenaga-belinja (koopkrachtnja} mendjadi lebih tinggi.
Dalam arti stabiliteit ini, maka ada harapan baik, bahwa
rupiah kita makin lama makin mendjadi kuat. Jang terpen-
ting bagi Pemerintah sesudah tindakan-tindakan monetair
dilakukan ialah: menjehatkan perbelandjaan negara, untuk
mentjegah inflasi baru,
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Pemungutan ini hanja mengenai rumah-rumah penginap-
an dan selandjutnja rumah-rumah makan, jang tidak
termasuk golongan orang-orang jang tidak mampu.
(Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian
Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan atas perta-
njaan No, 94).

B. Menurut hemat kami, belumlah lagi waktunja sekarang
ini, untuk menetapkan nilai rupiah Indonesia. Socal pene-
tapan nilai mata uang itu tergantung pada beberapa sjarat
dalam dan luar negeri.

Kedudukan alat penukar ini, maupun didalam atau luar
negeri, belum lagi tetap, oleh karena keadaan belum lagi
dapat dikatakan tenteram dan aman. Gelagat peperangan
rampak benar pada masa sekarang dan dapat kita lihat dari
laporan-laporan luar negeri, bahwa merekapun sedang
mentjari djalan untuk menstabilisasi kedudukan alat penukar
mereka.

1. Di Eropah Barat telah kita lihat tindakan-tindakan jang
mereka ambil, seperti Benelux (Belgie, Nederland,
Luxemburg), dan baru-baru ini mereka mentjoba men-
dirikan .,.Buropean Payment Union” (seluruh Eropah
Barat), semuanja tindakan ini merupakan ichtiar mereka
untuk mengokohkan perekonomian,

Il. Djika kita melihat ke Amerika Serikat, maka disitu
terniata, bahwa sirkulasi uang disana bermiliard-miliard,

berarti berlipat-ganda dari djumlah sebelum Perang
Dwunia I1.

[Il. Keradjaan Inggeris telah beberapa kali mengadakan per-
musjawaratan dengan Gemenebestnja untuk menjehat-
kan perekonomian dan keuangan mereka.

1V. Negara Perantjis tetap menghadapi inflasi.

Harga barang-barang ketjil (minuman, makanan, dan
sebagainja} adalah puluhan Francs dan barang-barang
lain ratusan hingga ribuan Francs: Francs sebagai harga
kesatuan (prijseenheid) sudah tidak berlaku,. apalagi
bagiannja, seperti centimes.

Dengan keadaan internasional seperti tersebut diatas, maka

belumlah lagi waktunja untuk mendapatkan satu dasar men-

djadi faktor tetap dalam perhitungan penetapan nilai antara
rupiah Indonesia dan uang luar negeri.
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Djadi perbedaan antara harga resmi dan harga pasar
tidak begitu besar seperti dahulu.

3. Begitu djuga U.S. dollar mempunjai harga jang paling
tinggi pada tanggal 3 Mei 1950 jeitu ULS, § 1 = 30
rupiah wang Indonesia.

4. Pada tanggal 20 Djuli U.S. $ 1 == 14 rupiah uang
Indonesia.

5. Pound Inggeris pada tanggal 3 Mei 1950 mempunjai
harga 72 rupiah uang Indonesia.

6. Pada tanggal 20 dan 24 Djuli 1950 £ 1 Inggeris = 38
rupiah vang Indonesia.

7. OStraits dollar mempunjai nilai paling tinggi pada tanggal
3 Mei 1950 jaitu 9,50 rupiah uang Indonesia.

8, Pada tanggal 24 Djuli 1950 jaitu Straits $ I = 5,50
rupiah uvang Indonesia.

9. Djuga Pound Australia pada tanggal 3 Mei 1950 mem-
punjai harga paling tinggi jaitu £ 1 Australia = 63
rupiah vang Indonesia.

10. Pada tanggal 24 Dyuli 1950 Pound Australia mempu-
njai harga hanja 29 rupiah vang Indonesia.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam
rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

PERTANJAAN anggota Zainal Abidin Achmad:

Sedjak pada bulan Mei tahun ini kepada pedagang buku
diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka sangat terasa
kemahalan harga buku tersebut. Terutama para peladjar
sangat merasa dirugikan oleh penaikan harga bukua ini,
Berhubung dengan hal ini, maka penanja ingin mengetahui,
apakah oleh Pemerintah tidak dapat diambil peraturan jang
dapat memberi sekedar kelonggaran, terutama kepada para
peladjar, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan buku-
buku jang bersifat ilmu pengetahuan, umumnja jang dibu-
tuhkan guna peladjaran serta didikan mereka itu.

DIAWABAN Menteri Keuangan;

Salah satu akibat peraturan deviezen baru, jang sebenarnja
harus disesalkan, ialah kenaikan harga buku, Sebab, berku-
rangnja pendjualan buku oleh karenanja, lambat-laun akan
membahajakan pembangunan dan kemadjuan negara kita
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DJAWABAN Menteri Keuangan:

Peraturan penilaian kembali (herwaardering} harga perse-
diaan barang-barang adalah suatu scal jang bersangkutan
dengan tindakan-tindakan dalam lapangan pembersihan vang.
Import-import baru selandjutnja harus menghasilkan pula
harga sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Hak untuk
menilai kembali harga persediaan lama menurut azas harga-
penggantian  (vervangings-waardebeginsel} memang telah
memberi keuntungan uang. Tetapi dari hasil jang diperbesar
dan diizinkan itu tidak dapat didatangkan lebih banjak
barang-barang lagi, disebabkan oleh kewadjiban pembelian
sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Seandainja keun-
tungan uvang ini tidak diberikan kepada golongan import,
maka kaum pedagang-perantara, besar ketjil, akan mendapat-
kan hasil jang lebih besar itu. Dan oleh karena bagi
Pemerintah didalam mendjalankan peraturan-peraturannija
golongan import ini pada umumnja lebih mudah diatur dan
dikuasai, antara lain dalam mendjalankan peraturan tentang
padjak. karena pemungutan padjak dari pedagang-pedagang-
perantara lebih sukar dari pada golongan import jang lebih
teratur itu, maka dianggap lebih bermanfaat untuk memberi-
kan keuntungan uang itu kepada golongan import tersebut.
Bagi pemakai barang tidak ada bedanja; kepada siapapun ia
selalu harus membajar harga jang telah dinilai kembali atau
harga-harga-pengganti jang ditetapkan dengan atau tidak
seizin Pemerintah.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

PERTANJAAN anggota Ngadiman Hardjosoebroto:

Tentang pindjaman kepada luar negeri.

a. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjam-
an RIS, dari Amerika Serikat jang berdjumlah 100 djuta
dollar?

b. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjam-
an R.I.S, dari Belanda jang berdjumlah 200 djuta rupiah?
Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan
keuangan K.M.B., dimana disebutkan, bahwa selama
R.1LS. belum dapat melunasi pindjamannja itu, maka
Belanda berhak mengadakan kentrole dalam tindakan-
tindakan R.1.S. tentang keuangan?
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DIAWABAN Menferi Keuangan:

Berhubung dengan kabar tentang perabotan rumah pembesar
militer dan sipil, jang dikemukakan saudara Soerjaningprodjo.
Kementerian Keuangan telah mengadakan penjelidikan
sampai dimana kehenaran kabar-kabar itu. Dari penjelidikan
ini ternjata, bahwa pemakaian uang negara dalam hal ini
adalah semata-mata untuk membiajai perabotan rumah-
djabatan [(ambtwoningen) bagi sedjumlah ketjil pembesar
militer tertinggi sadja. Kepada beberapa perwira ada pula
diberikan uang muka untuk pembelian perabot rumah-tangga,
uang muka ini diperhitungkan dengan djalan memotong gadji
masing-masing. Pemberian uang muka dalam hal ini adalah
perlu. oleh karena para perwira ini belum pernah mempunjai
kesempatan untuk mendiami rumah dengan setjara jang
pantas.

Terhadap pembesar-pembesar sipil  pembelian perabotan
rumah-tangga atas tanggungan Pemerintah telah terdjadi
untuk mengisi rumah-rumah djabatan para Menteri; untuk
keperluan ini djumlah iang terbatas telah dimasukkan dalam
Anggaran Kementerian Sosial.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950}).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

Apa betul, bahwa belandia untuk menerima P.M. Nehru
berdjumlah hampir 114 djuta rupiah?

DIAVWABAN Menteri Keuangan:

Mengenai soal biaja penerimaan Perdana Menteri Nehru,
jang telah ditanjakan saudara Werdojo saja beritahukan,
bahwa kredit jang sudah dibuka untuk pengeluaran itu ber-
djumlah f 625.000.~. Djika sudah ada pertanggungan-
djawab bagi seluruh pengeluaran itu, mungkin djumizh semua
itu ada: f 700.000.— termasuk djuga biaja disemua tempat
diluar Djakarta.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban
Perdana Menteri atas pertanjaan No. 83 — Red.).
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Seorang petani jang mempunjai pendapatan f 600.—, ialah
sama dengan menghasilkan padi kering sebanjak 30 kwintal
(1 gt. = f 20.—). Padjak buminja dihitung sebagai berikut.
Dari 30 gt. itu dibebaskan 9 gt. (untuk ongkos-ongkos) djadi
tinggal 21 gt. Harga padi sebelum perang f 3.—, maka jang
dikenakan padjak, ialah 21 < f 3.— = § 63.—. Dari djumlah
ini rata-rata dapat dikatakan dipungut 11% untuk padjak
bumi, djadi besarnja padjak bumi itu mendjadi 11/,4, X
f 63.— —= f 6.93. Sekarang dengan kenaikan padjak bumi
itu mendjadi 3 X f 693 — f 20.79 jaitu sama dengan
313% dari f 600.—. Djadi kalau kaum buruh membajar
padjak f 60.—, maka seorang petani hanja membajar padjak
bumi { 20.79 atau 3 1:3%. Dengan tjontoh ini ternjatalah,
bahwa golongan tani dikenakan padjak lebih ringan dari pada
golongan buruh.

Disamping itu harus diperhatikan. bahwa buruh umumnja
harus menjewa rumah, membeli sajuran. ikan dan sebagai-
nja, sedangkan pak tani umumnja tak menjewa rumah,
sajuran ditanamnja sambil lalu didekat sawah. ikan dapat
dipelihara disawah dan sebagainja. Uatuk semuva ini petani
bebas dari padjak, sedangkan buruh menerima upahnja jang
diperlukan untuk membajar semua pengeluaran setelah di-
kurangi dengan padjaknja.

Adapun soal pentjabutan penetapan itu, sebagaimana disebut
diatas, masuk kekuasaan Republik Indonesia. Lain dari pada
itu tidak djelas, karena apa kenaikan jang bermaksud untuk
mengimbangi tekanan padjak jang dipikul oleh lain golongan
(misalnja buruh}, sehingga beban negara agak merata, harus
ditjabut, sebagai ditanjakan oieh anggota tersebut,

Oleh karena itu, berdasarkan dua alasan tersebut (formeel
dan materieel}, maka saja minta supaja interpelasi mengenai
padijak bumi, jang dimadjukan oleh saudara Mohd Tauchid
dan kawan-kawannja pada tanggal 3 Djuni jang lalu.
ditjabut.

Perlu kiranja ditegaskan sekali lagi, bahwa maksud Peme-
rintah, ialah membagikan beban negara menurut kekuatan.
Petani jang tak mampu dapat dibebaskan setelah sungguh-
sungguh ternjata ketidak-mampunja, atzu alasan-alasan lain
misalnja terganggqu keamanan didesanja dan lain-lain.
{Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
plena ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).
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PERTANJAAN anggota Djaswadi Soeprapto:

Menurut keterangan jang kami dapat, perdagangan gelap
kini makin lama makin hebatnja. Perdagangan gelap dari lada
dan karet di Kalimantan sadja sudah demikian meradjalela-
nja, sehingga setiap hari Pemerintah harus menderita keru-
gian kurang lebih 14 djuta untuk deviezen.

Apakah ini bukan suatu bukii antara lain, bahwa sistim jang
didjalankan oleh Pemerintah itu jang menjebabkan bertam-
bahnja perdagangan gelap? Tindakan apakah jang akan
diambil oleh Pemerintah untuk menghilangkan atau memper-
ketjil kedjahatan-kedjahatan sematjam itu?

DIAWABAN Menteri Keuangan:

Djika dibandingkan dengan keadaan pada permulaan tahun
ini, maka penjelundupan barang-barang keluar Indonesia
telah agak berkurang. Angka-angka untuk membuktikan hal
ini sedang dikumpulkan dan setjepat mungkin akan diadju-
kan kepada D.P.R.

Walaupun didaerah Kalimantan Barat masih terdapat penje-
lundupan, boleh dikatakan, bahwa pemberantasan penjelun-
dupan didaerah itu ada lebih memuaskan dari pada keadaan
didaerah-daerah lain. Segala daja-upaja diusahakan untuk
memberantas penjelundupan  diseluruh Indonesia, baikpun
setjara aktif maupun pasif. Setjara aktif didjalankan pendja-
gaan sepandjang pantai jang agak luas dan patroli dilautan
sekitar Singapura dan Federal Malay States.

Setjara pasif diusahakan agar nilai Rupiah Indonesia terhadap
alat-alat pembajaran luar negeri mendiadi lebih kuat, se-
hingga hasil penjelundupan tidak begitu menarik lagi.
(Kutipan pidate djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lhiat djawaban

Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 127).

PERTANJAAN anggota Scerjaningprodjo.

Berkenaan dengan berita-berita. bahwa dibeberapa daerah
pembajaran gadji pegawai-pegawai Negeri tidak lantjar dan
amal terlambat dengan segala akibat-akibatnja jang buruk,
misalnja pemogokan guru-guru sekolah S.M.A. di Solo.
dapatkak Pemerintah memberi keterangan dimana dan bila-
mana peristiwa-peristiwa sebagai itu telah terdjadi semendjak
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sukar didapatnja. perhubungan sangat sulitnja. Ddisamping
itu pada permulaan itu banjaklah datang instruksi-instruksi
baru jang tidak dapat diterima didaerak dalam waktu jang
tepat.

Daiam keadaan jang demikian itu, tidak mungkinlah meng-
atur kembali pembajaran gadji dalam waktu jang singkat.
Sebagai akibat ini tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam
bulan-bulan pertama sesudah penjerahan kedaulatan pemba-
jaran gadji pegawai Negeri dalam daerah-daerah tersebut
tidak lantjar dan terlambat. Untuk mempertjepat pembajaran
gadji tersebut oleh Kementerian Keuangan R.I. diserahkan
kepada masing-masing Residen R.I. jang untuk maksud ini
mendapat uang persediaan dari Kementerian tersebut. Mung-
kin sekali mula-mula hanja sebagian dari gadji dibajarkan:

1. karena Residen tidak mengetahui betul berapa djumlahnja
pegawai R.I. jang berada dalam daerahnja dan — karena
takut, bahwa uangnja tidak akan mentjukupi — hanja
membajarkan sebagian dari gadji sadja sebagai persekot:

2. karena jang berkepentingzn tidak dapat memperlihatkan
surat-surat jang dapat membuktikan berapa besarnja
gadji pokoknija, dan oleh karena itu oleh Residen dibajar-
kan persekot lebih dahulu jang merupakan hanja sebagian
dari gadji;

3. karena dengan sengadia untuk mempertjepat, hanja gadji
pokok dibajar dulu sebagai persekot.

Kesulitan-kesulitan dan kedjadian jang tidak diinginkan ini
tidak terdjadi lagi dengan kembalinja keadaan jang teratur
dalam daerah-daerah tersebut diatas. Menurut keterangan
dari pihak R.I. berangsur-angsur kekurangan gadji itu pada
umumnja telah dilunasi.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat
pleno ke-62 pada tanggal 5 Agustus 1950). {Lihat djuga

djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 78).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

a. Berapa djumlah kaum _kort-verbanders” di Indonesia?
b, Berapa djumlah vang jang harus dikeluarkan sebulannja?

c. Bagaimana aturan penjimpanan uang mereka (delegeren}
sebelum dan sesudah ada guntingan uang?
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tiap rumah itu bersama besar imbangan luasnja pe-
rumahan rata-rata buat tiap-tiap orang itu?

B. Benarkah, bahwa menurut peraturan Pemerintah dalam
menjelenggarakan pengisian rumah-rumah harus diingat
dinga kedudukan dalam masjarakat orang-orang jang
membutizhi perumahan itu darn tindakan apakah akan
diambilnja oleh Pemerintah terhadap orang-orang jang
tinggal di, jang dinamai ,elite-buurt” sedang kedudukan-
nja dalam masjarakat tidak mengizinkan mereka tinggai
disana, misalnja seorang hekas kopral K.N.IL. atau
bekas Hoofdagent Polisi. jang mungkin dulu turut
menjerbu ke Dijokja dan Solo ?

C. Apakah saudara Menteri Sosial tidak berkeberatan untuk
merintahkan kepada ULP.ID. supaja ia memberi bantuan
sepenuhnja kepada suatu komisi penjelidikan perumahan
jang akan diusulkan supaja dibentuk dari D.P.R.?

DIAWABAN Menteri Sosial:

A. Mengenai pertanjaan ini, kami tidak dapat memberikan
daftar, sebagaimana jang dikehendaki oleh penanja, akan
tetapi di Urusan Perumahan Djakarta terdapat kartotheek
jang memuat keterangan dan pengisian dari hampir semua
rumah-rumah gedung di Djakarta. Pada dasarnja kami
tidak berkeberatan seandainja seorang anggota c<.q.
panitia D.P.R. datang kepada Kepala LLP.D, untuk meli-
hat kartotheek itu.

B, Dalam pemberian izin uniuk mendiami rumah, sedapat
mungkin diperhatikan kedudukan dari orang-orang jang
bersangkutan. Orang-orang jang mendiami sebuah rumah
tidak dengan izin dari Urusan Perumahan, jang diperlu-
kan untuk itu, dipandang mendiami rumah itu setjara tidak
sah dan mereka itu dapat dikeluarkan dari rumah itu
djika perlu dengan bantuan polisi, berdasarkan peraturan
jang kini berlaku. Peraturan ini tidaklah terbatas sampai
bagian-bagian kota jang tertentu sadja, tetapi berlaku
terhadap semua rumah jang termasuk dalam adminis-
trasi LLP, Djakarta. Seandainja dalam pertanjaan ini di-
maksudkan beberapa hal jang tertentu. maka kami ingin
sekali menerima keterangan-keterangan jang lebih tegas
agar hal-hal itz dapat diselesaikan.
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hidupannja sehari-hari; kemungkinan untuk menclong mereka

supaja dapat rumah jang sederhana sedang djuga dipertim-

bangkan.

Selama dan dimana tidak terdapat rumah-rumah perawatan

ini, umpamanja berhubung dengan kekurangan ruang tinggal

jang dibutuhkan untuk menempatkan mereka, maka orang
jang bersangkutan itupun dapat menerima tundjangan.

Didalam melakukan pekerdjaan ini, maka Pemerintah ber-

maksud mempergunakan initiatief partikelic jang dapat

memberikan banjak pertolongan dalam hal ini. Seruan untuk
ini sudah didjalankan.

Terhadap orang-orang jang bert]at]at ringan hams diper-~

hatikan dua kemungkinan:

1. mengganti anggota badan jang telah hilang, jang menje~
babkan mereka tidak dapat lagi mendjalankan pekerdjaan
sendiri, sedapat mungkin dengan alat-alat pertalongan
teknik (anggota badan buatan);

2. dengan djalan mendidik mereka untuk pekerdjaan lain
dari jang mereka biasa kerdjakan.

Mengingat kepada kemungkinan sub 2 jang tersebut diatas
akan disediakan perkakas-perkakas, perabot-perabot dan
alat-alat jang dibutuhkan. Dimaksudkan untuk memuatkan
pendidikan ini dikota-kota jang besar,

Dalam penglaksanaan sesuatu peraturan tentang pemberian
periolongan ini tentulah harus diperhatikan keadaan keuang-
an negeri jang kurang baik dan selandjutnja faktor jang
menghalang-halangi dalam hal ini ialah kesukaran-kesukaran
perumahan,

Pada umumnja oleh Angkatan Perang (Pedjabatan Sosial
dan Kesedjahteraan Tentara), diurus mereka jang mendjadi
bekas anggota Tentara, dan oleh Kementerian Sosial, mereka
iang menggabungkan diri dalam laskar-laskar jang tidak
didaftarkan dan jang tidak mendjadi urusan Angkatan Perang.
Sementara itu sekarang sedang dipersiapkan pembentukan
sebuah panitia , Badan Koordinasi Pertolongan Penderita
Tjatjat” dan dalam panitia itu akan duduk wakil-wakil dari
Kementerian Pertahanan, Sosial, Kesehatan, Perburuhan dan
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, demikian pula
wakil dari P.M.I. Panitia ini akan mengadakan sebuah
..Biro Koordinasi Pertolongan Penderita Tjatjat” dibawah
Kementerian Sosial,
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memberi penghidupan jang pantas, diadakan tempat latihan
{training centrum), dimana mereka mendapat pemeliharaan
sebaik-haiknja meskipun dengan tjara sederhana. Selain ini
mereka mendapat uang saku, Sesudahnja mereka paham di-
dalam pekerdjaan pertanian ini, dengan perantaraan Kemen-
terian jang bersangkutan, mereka akan diberi kesempatan
untuk pergi ketempat-tempat jang baik untuk pertanian.
Terhadap pada bekas pedjuang, jang dengan tenaga sendiri
atau dengan perantaraan Kementerian Perburuhan (Bagian
Penempatan Tenaga) akan mentjari pekerdjaan lain atau
jang akan dilatith untuk sesuvatu pekerdjaan. diberi pula
sokongan,

Dengan uszha-usaha kearah: transmigrasi, menempatkan
tenaga bezkas pedjuang dimasing-masing perusahaan perusa-
haan, djawatan-djawatan, dengan tjara langsung untuk
mereka jang telah mempunijai kepandaian atan melalui ber-
bagai-bagai tempat lapancan tersebut diatas tadi, dapat
tenaga-tenaga bekas pedjuang  dipulihkan  kedalam ma-
sjarakat,

{Djawaban  Menteri Sosial dengan  suratnja tertanggal
26 Mei 19507,

PERTANTAAN anggota-anggota A. S. Bachmid, Scedar-
nadi, Abdullah Aidit Jdan Hasan Basri.

Banjak sekali keluarga jang terlantar, oleh karena kepala
keluarganja ditawan. Sampai dimanakah usaha Pemerintah
untuk meringankan beban iw?

DAWABAN Menteri Sosial:

Kami dapat mempermaklumkan, bahwa untuk meringankan
beban kehidupan keluarga-keluarga jang terlantar oleh
karena kepala keluarga ditawan, kepadanja diberikan
sokongan menurut vkuran setempat-setempatnja,
Pekerdjaan ini didjalankan oleh kepala kantor-kantor Sosial
daerah dengan bekerdja bersama-sama dengan perkumpulan-
perkumpulan setempat. Untuk memperpendek waktu dapat
Liranja kami peringatkan kepada apa jang telah kami terang-
kan dalam hubungan ini didalam sidang Parlemen pada
tanggal 23 bulan Maret jang baru lalu, Jang kami terangkan
diatas, mengenai pegawal negeri ada peraturannja jang
chusus. Biasanja pada permulaan, jang ditawan itu ferus
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memetjahkan soal ini. kami perluas, berdasarkan peng-
alaman-pengalaman dalam bulan-bulan jang laly, dengan
menambah pegawai-pegawal pm1pman bangsa Indenesia dan
memperiadjam pengawasan dengan djalan menempatkan lebih
banjak tenaga-tenaga Indonesia — antaranja beberapa orang
mahasiswa ~~ dibagian Inspeksi. Selain dari pada itu, maka
tiap hari Kemis di Kemenierian kami diadakan rapat koor-
dinasi antara Kementerian kami, Kantor Urnsan Perumahan
Dijakarta dan pihak Militer dengan maksud, supaja pelbagai
pihak djangan bertindak sendiri-sendiri.

Dengan pihak Gubernur Militer Djakarta Rava telah disusun
sebuah pedoman uniuk penjelenggaraan perumahan oleh
Kantor Urusan Perusmahan Djakarta dan Urusan Perumahan
Militer. Sunggubpun hasil-hasil jang tertjapai belum lagi
dapat dinamakan memuaskan, akan tetapi mengingat perse-
diaan jang dapat dibagikan dan permintaan jang vertimbun-
timbun, maka akan terlalu kurang adil kiranja terhadap para
pegawai jang dibebani tugas mengurus soal ini, djika kami
melupakan mengutjapkan penghargaan dan terima kasih pula
atas apa-apa jang telah dapat diselesaikan dilapangan
pekerdjaan jang sesukar dan setjerewet itu,

Seperti kita sekalian maklum, scal pemberian perumahan
itu, ridak mungkin kita dapat selesaikan dengan memuaskan,
djika kita tidak mendirikan perumahan-perumahan baru.
Palam hubz.nqan ini pc‘h, dilketahui, bahwa menurut kete-
rangan jang kami peroleh, saudara Laoh. disamping .apa jang
digiatkan di Kebajoran, pun dibagian-bagian lain di Djzkarta
ini sedang merentjanakan pembikinan perumahan-perumahan
baru. Selandjuinja kami mempermaklumkan, bahwa meski-
pun, seperti dikerahui, pembikinan rumah-rumah baru tidak
termasuk kompetensi Kementerian kami, akan teiapi sekedar
meringankan kesukaran-kesukaran jang diderita oleh peker-
dja-pekerdja, buruh rendahan, jang tidak mempunjai
perumahan tertentu, bergelandangan dan tidur dilantai dimuka
toko-toko, maka Kementerian kami (elah menjediakan uang
sedjumlah § 250.000 dengan ketentnan, bahwa Kota Pradja
akan mempergunakan wang itu guna pembikinan pondok-
pondok {ncodverblijven) untuk para pekerdja jang ber-
qelcmdanqan itu.

Menurut keterangan saudara Soewirio, maka hal ini sedang
sibuk diselenggarakan,
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Umum dengan suratnja tertanggal 19 April 1950 vide kete-
rangannja dalam rapat kerdja Panitia Tetap IIl tanggal
12 April 1950).

PERTAN]JAAN anggota Andi Zainal Abidin:

Dalam Perang Dunia jang lalu oleh Angkatan Perang
Sekutu disebarkan randjau laut di Selat Laut daerah (Kali-
mantan Tenggara) hingga kini randjsu-randjau tersebut
belum dibersihkan hal mana amat mengganggu pengangkutan
laut ke- dan dari daerah tersebut. Karena hal ini mempenga-
ruhi pula perekonomian rakjat didaerah itu, maka penania
ingin mengetahui. apakah Pemerintah tidak beranggapan,
bahwa kini telah tiba waktunja untuk membersihkan randjau-
randjau itu?

DIAWABAN Menteri Perhubungan, Tenaga dan Peker-

djaan UUmum:

Mengenai soal mijnvelden jang hingga waktu ini masih ter-

dapat dibeberapa tempat, dapat kami terangkan, bahwa secal

ini sebenarnja sudah disinggung djuga dalam pembitjaraan
rapat Kerdja Panitia Tetap Keuangan-Kemakmuran-Perhu-
bungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum pada tanggal

12 April 1950.

Risalah singkat dari sidang tersebut ada menjatakan:
soal-soal jang mengenai mijnvelden adalah termasuk
mendjadi urusan Angkatan Laut, dan telsh diberitahu-
kan kepada Kementerian Pertahanan agar mijnvelden
tersebut dibersihkan.

Untuk pendjelasan selandjutnja ada baiknja saudara mem-

perhatikan sekali lagi isi selurubh rapat Kerdja itu.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga

dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-59 tanggal
28 Djuii 1950).

PERTANJAAN anggota R. Adhiscekma:
Sepandjang berita-berita, tiap hari diderita berdjuta rupiah
kerugian cleh Pemerintah, sebagai akibatnja penjelundupan-
penjelundupan dari pelbagai-pelbagai gerombolan {golongan).

Beberapa pihak menjatakan, bahwa smokkel itu disebabkan

oleh:

I. Lemahnja pendjagaan/pengawasan dilaut.

2. Tiadanja djaminan bagi gerombolan jang telah berdjasa
dalam perdjuangan kemerdekaan.
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Saja masih mempunjai harapan jang besar bahwa masalah
pengangkutan laut ini, jang sangat penting artinja bagi pem-
bangunan nasional dapat dipetjahkan Pemerintah dengan
sesempurna-sempurnanja delam waktu jang singkat,
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-59 tanggal
28 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran
atas pertanjaan No. 127).

PERTANJAAN anggota Peris Pardede:

Apakah ada peraturan sensuur mengenai pemasukan lektuur
dari luar negeri? Dan begitu djuga mengenai surat-menjurat.
Kalau betul ada, apakah jang mendjadi dasar dari pada
sensuur itu? Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan
penanja, bahwa itu bertentangan dengan pasal 18 Konstitusi
Sementara R.15.7

DIAWABAN Menteri Perhubungan, Tenaga dan Peker-
djaan UUmum:

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Tuan
P. Pardede, dapat kami djelaskan, bahwa kalau jang dimak-
sudkan dengan sensuur surat-menjurat jaitu pemeriksaan
surat-menjurat pada umumnia sebelum diteruskan, maka jang
sedemikian itu tidak ada didjalankan oleh Pemerintah:
Disamping itu memang ada kemungkinan bahwa surat-
menjurat dari seseorang jang tertentu diperiksa Pemerintah,
tetapi hal ini hanjalah dilakukan, kalau ada instruksi jang
tertentu pula dari Kehakiman, jang memerlukannja bagi
kelantjaran pekerdjaannja. sesuai dengan Lembaran Negara
1893 pasal 240 dan Lembaran Negara 1935 pasal 121 dan
ditegaskan lagi dalam Konstitusi Sementara R.I.S. pasal 17,
Berdasarkan Peraturan-peraturan diatas itu pula dan pasal
32 Konstitusi Sementara R.I.S. maka ada kemungkinan
sesuatu lektuur ditahan buat sementara untuk diteruskan
kepada pihak Pokrol Djenderal untuk mendapat pertimbangan
dan keputusan lebih landjut,

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga
dan Pekerdjsan Umum pada rapat pleno ke-39 tanggal
28 Dijuli 1950), {Lihat djuga djawaban Menteri Penerangan
atas pertanjaan No.*182 dan djawaban Menteri Pengadjaran,
Pendidikan dan Kebudajaan atas pertanjaan Mo, 174).
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diseluruh Indonesia dan membanding-banding keadaan
negeri-negeri baru di Asia.

Djawatan Pengawasan Perburuhan terus-menurus meng-
amat-amati soal upah ini dan tugas kami menjelesaikan
perselisihan dan pemogokan menambah kesempatan untuk
menetapkan tingkat dan sistim upah dengan perundingan
kedua pihak.

Apa jang kami adjukan sebagai djawaban terhadap hal
upah, berlaku djuga bagi hal djam kerdja.

. Hukum jang berlaku sekarang sedikit sekali jang sudah

bersifat mendjamin kehidupan buruh. Hampir disemua
lapangan perlu dipeladiari dan disiapkan peraturan-
peraturan baru. Jang dipentingkan sekarang ialah penje-
lidikan tentang kemungkinan-kemungkinan dalam keada-
an jang serba sulit ini.

Undang-undang sosial jang ada seberapa djauh hanja
memberi perlindungan kepada buruh wanita, buruh anak-
anak; perlindungan itupun belum tjukup.

Dilapangan djaminan sosial kepada buruh jang tidak bisa
kerdja (sakit, tua, tjatjat)masih perlu diadakan peraturan-
peraturan baru. Tapi peraturan-peraturan demikian
{sosial insurance) ketjuali minta keuangan kepada masja-
rakat, memerlukan ahli-ahli administrasi dan organisasi
jang belum kita miliki.

Perhitungan kami ialah disamping segala persiapan dalam
Kementerian, dimasjarakat sendiri akan tumbuh kemung-
kinan-kemungkinan baru serta tenaga-tenaga bibit jang
dapat dipertjaja.

{Djawaban Menteri Perburuhan dengan suratnja tertang-
gal & April 1950}.

156, PERTANJAAN anggota Mustapha:

142

a.

Saja melihat didjalan-djalan di Kota Djakarta (Ibu Kota
R.I.S5.} anak-anak jang dibawah umur 14 tahun dipeker-
djakan untuk membetulkan djalan-djalan.

Mungkin anak-anak itu terpaksa bekerdja berhubung
dengan orang tuanja tidak dapat memberi kehidupannija.
Djika betul begitu penanja mengusulkan supaja anak-
anak dipekerdjakan pada perusahaaan-perusahaan jang
memberi pendidikan.
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rang hal demikian kami larang dan pula diturut oleh madjikan
dimana kami tjampur tangan.

{Djawaban Menteri Perburuban dengan suratnja tertanggal
& April 1950).

PERTANJAAN anggota Mohd Tauchid:

Apakah jang sudah direntjanakan Pemerintah mengenai

transmigrasi seperti jang sudah disebut-sebut dalam surat
kabar?

DIAWABAN Menteri Perburghan:

Persoalan transmigrasi telah dikerdjakan cieh Kementerian
Perburuhan sebagai berikut:
Untuk transmigrasi dan kolonisasi orang-orang dari
Djawa jang penduduknja terlalu padat kedaerah-daerah
diluar Djawa telah dibikin suatu rentjana {schema)
untuk selama 5 tahun kemudiaa jang dafiar- dan kete-
rangan-keterangan tersebut dibawah ini:
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R.I.S. sedang merenijanakan transmigrasi besar-besaran
jang sedang direntjanakan oleh beberapa Kementerian.
Penanja ingin mengetahui, sampai dimanakah djauhl ren-
tjiana transmigrasi R.1.S. itu dan bagaimanakah tjara
bekerdjanja bersama dengan Pemerintah R.L jang telah
siap lengkap itu?”.

. .Sampai pada saat ini wervingsordonnantie dari Peme-

rintah almarhum masih tetap berlaku, hingga badan-
badan sebagai V.E.D A. d.Ll. mempunjai kesempatan untuk
mendjalankan apa jang dinamakan ,.vrije emigratie’,

. Apakah Pemerintah tidak sepaham dengan penanja,
bahwa ordonansi tersebut berhubung dengan berubah-
nja waktu dan keadaan perlu ditindjau kembali, agar
konsekwensi-konsekwensinja  dapat dilaraskan dengan
kebutubannja para emigrant ({antaranja perdjandjian
kerdja jang baik dsb.)".

DJAWABAN Menteri Perburuhan:
A, Sebagaimana ternjata dalam djawaban kami terhadap

saudara Adhisoekmo tersebut diatas (lihat djawaban
atas pertanjaan No. 158) banjaknja penduduk jang di-
rentjanakan untuk dipindahkan ke Sumatera adalah
30.000 orang ditambah dengan keluarganja mendjadi k.l
105.000.

Dalam menjelenggarakan rentjana pemindahan itu dari
Djawa ke Sumatera, selalu diadakan perundingan dan
kerdja~-sama jang rapat antara Kementerian Pembangunan
Masjarakat R.l. Jogjakarta.

Walaupun, berhubung dengan letaknja daerah-daerah
pemindahan rakjat itu termasuk daerah lingkungan
kekuasaan R.[.. sehingga penjelenggaraan pemindahan
itu pertama-tama harus diselenggarakan oleh R.1., tetapi
bertalian dengan beberapa kal (bizja. penjelidikan-penje-
lidikan teknis, pembelian alat-alat dari luar negeri, dIl.),
maka — sebagaimana diuraikan dimuka — dalam meren-
tjanakan transmigrasi senantiasa diadakan perundingan-
perundingan dan  kerdja-sama antara Kementerian
Perburuhan R.1.5. dan Kementerian R.I.

Sampai berapa djauh usaha itu telah didjalankan, pada
dewasa ini kami belum dapat memberikan keterangan
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Pemerintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa sesuai
dengan MNegara Merdeka Berdaulat , O.W.”" tersebut
sudah patut mesti dibubarkan?

DIAWABAN Menteri Perburuhan:

a.

Dikatakan bahwa beberapa tindakan diambil oleh ma-
djitkan dengan mempergunakan ondernemingswacht. Saja
kira kedjadian-kedjadian jang dikemukakan dalam per-
tanjaan itu terdjadi kira-kira 4 bulan jang laly atau lebih
dulu lagi. Saja rasa sesudah itu, setelah burch di Sumatera
Timur mendapat pengakuan dari madjikan sendiri,
sehingga segala insiden sebetulnja bisa dibawa kemedja
perundingan bersama, kedjadian sebegitu tidak bisa
djadi lagi, Kita sendiri terus-menerus mengadakan
hubungan dengan kalangan perburuhan di Sumatera
Timur dan setelah penjelesaian perburuhan jang agak
besar, dimana Kementerian kami turut tjampur tangan,
keadaan pada waktu sekarang tidak ada insiden-insiden
lagi. Saja kira tentang sifat dan maksud ,.Ondernemings-
wacht” tidak perlu lagi diadakan pertukaran pikiran,
karena Pemerintah sendiri telah menjatakan pendiriannja,
bahwa lembaga pengawal perkebunan itu pada waktu
ini tidak perlu lagl diadakan. Pada tanggal 22 Me{ 1950
peraturan jang diadakan oleh Pemerintah jang lampau
telah ditjabut oleh Pemerintah Republik Indonesia Seri-
kat sehingga lembaga ini pada waktu sekarang tidak
mempunjai dasar lagi.

Tentang lekas atau tidaknja pelaksanaan pembubaran
,Ondernemingswacht” tergantung sekarang pada pemin-
dahan anak-buahnja kepada polisii Tentang usaha ini
pada waktunja tentu saudara-saudara dapat meminta
laporan dari djabatan jang bersangkutan. {Kutipan
pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno
ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban
Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No, 97).

PERTANJAAN anggota Mohd Hasan:

Bagaimanakah sikap (tindakan) Pemerintah terhadap hal-
hal jang tersebut dibawah ini:

Menurut berita jang disampaikan kepada saja, bahwa ketika
akan diadakan rapat umum dan pawai oleh persatuan-
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DIAWABAN Menteri Perburuhan:

Pertanjaan seperti dikemukakan ini fentunja tidak benar,
jang benar jaitu, bahwa diperkebunan karet di Nusakam-
bangan bekerdja orang-orang hukuman, hingga tidak dapat
dibandingkan dengan perkebunan Pemerintah,

Maka dari itu, misalnja ini tidak diurus oleh Perusahaan
Peckebunan Negara, tetapi termasuk lingkungan Djawatan
Kependjaraan. Pekerdjaan ini harus dilihat dengan peker~
djaan dibengkel-bengkel kaju, penganjaman tikar dan
sebagainja, jang terdapat dipendjera-pendjara. hingga tidak
selajaknja dilakukan oleh pekerdja biasa. Mereka diberi
bahan upah, bukan jang disebut upah, tetapi ,.premie’”.
Selandjutnja nanti saudara Socepomo akan lebih menjatakan
sifat dari tjara bekerdja orang-orang hukuman itu. {Kutipan
pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat ke-57
tanggal 26 Djuli 1950}, (Likat djuga djawaban Menteri
Kehakiman atas pertanjaan No. 110 ~ Red.).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo, Nona Soewarti,
Mustapha, Peris Pardede dan Hasan Basri,

A. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pelanggaran jang
dilakukan oleh pihak madjikan terhadap perdjandjian-
perdjandjian jang sudah diadakan antars madjikan dan
pihak buruh jang dilegaliseer oleh Pemerintah,
Tindakan apakah jang diambhil oleh Pemerintah terhadap
pelenggaran itu?

B. Dalam rapat Kerdja pertama antara Panitia Tetap IV
(Sosial Perburuhan dan Kesehatan) dengan Menteri
Perburuhan, Saudara Menteri telah berdiandji akan
menjampaikan rentjana Undang-undang Perburuhan jang
sempurna dan lengkap kepada D.P.R. selambat-lambatnja
dalam bulan April 1950. Kami ingin mengetahui, sampai
dimanakah tentang penglaksanaannja djandji Peme-
rintah itu ?

DIAWABAN Menicri Perburuhan:

A. Saja kira perdjandjian-perdjandjian jang dimaksud ialah
perdjandjian, jang diperoleh sebagai hasil-hasil penjele-
saian perburuhan dengan perantaraan Pemerintah.
Umumnja hasil-hasil penjelesaian demikian itu ditjatat
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Indonesia Serikat. Kami menunggu kearah mana dikete-
mukan penjelesaiannja, karena memang terbuka beberapa
djalan hingga harus dipilih mana jang terbatk untuk
Indonesia ini. Menurut perhitungan kami tjara-tjara
penjelesaian itu akan kita ambil djuga untuk rantjangan
Undang-undang Perdjandjian Kerdja. Hingga sekarang
ternjata rantjangan Undang-undang Perdjandjian Bersama
tentang sjarat-sjarat kerdja dan pengakuan serikat
sekerdja belum djuga selesai mendjadi Undang-undang di
Republik. Dengan Pemerintah Republik kami telah meng-
adakan ,understanding’’, balwa rantjangan-rantjangan
Undang-undang Perburuhan jang sudah disiapkan di
Dijokja, biar diselesaikan didalam Republik, hingga ke-
mudian dalam bentuk jang lebih sempurna dapat dimasak
lagi mendjadi Undang-undang Republik  Indonesia
Serikat,

Rantjangan Undang-undang jaag baru, dibikin di Kemen-
terian Perburuhan RIS, Maka darxi itu bagian Undang-
undang di Kementerian Republik Indonesia ditiadakan.
Tjara bekerdja jang sedemikian ini kami pandang
se-effectief-effectiefnja. Membitjarakan rantjangan-ran-
tjangan Undang-undang jang merupakan satu sistim pada
waktu bersamaan dibadan Pekerdja dan Parlemen R.IS.
banjak keberatannja. Dichawatirkan penjelesaiannja
berdjalan kematjam-matjam djurusan. Tetapi sekarang ini
kita menghadapi tertjapainja Negara Kesatuan dalam
waktu jang sangat dekat, Dapat diharapkan dua Undang-
undang tersebut diatas tadi jang telah diadjukan kepada
Badan Pekerdja itu lekas diadiukan dalam Parlemen
Negara Kesatuan,

Dijika dua Undang-undang itu selesai Undang-undang
Perdjandjian Kerdja bisa menjusul dengan segera.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam

rapat pleno ke-57 tanggal 26 Dijuli 1950).

PERTANJAAN anggota A. S. Bachmid, Soedarnadi, Abdul-
lah Aidit dan Hasan Basri:

Didalam penindiavan oleh peraturan Panitia Tetap IV
{Sosial, Perburuhan dan Kesehatan) terdapat dionderne-
ming-onderneming dan perusahaan-perusahaan lainnja, pen-
djudian-pendjudian jang sangat merugikan kaum buruh,
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d. Bagaimana sikap Pemerintah dan apa tindakan Peme-

rintah terhadap penglepasan jang sekehendaknja sadja,
seperti: Terdjadi atas dirinja dua orang gadji bulanan di
Pabrik Batik Euw Kiem dan Lie Tjow?

DJAWABAN Menteri Perburuhan:

a.

C.

Bagi kami sulit sekali untuk membalas pertanjaan ini,
karena mengenai hal jang terdjadi sebelum terbentuk
Pemerintah jang sekarang dimana kami sendiri meng-
ambil bagian, Baiknja hal inj diperscalkan kembali pada
Pemerintah, Ulangan setjara sedemikian itu ada baiknja,
karena dapat pula memperhatikan keadaan-keadaan
sekarang, jang tentunja djauh berbeda dengan keadaan
§ bulan jang lalu.

Didaerah-daerah ada kantor-kantor jang melakukan pen-
dalftaran pengangguran. Didaerah R.1. kantor-kantor itu
termasuk  Djawatan-djawatan Penempatan Tenaga,
diluar R.I. Kantor-kantor Kerdjantara. Perlengkapan

" kantor-kantor ini belum tjukup dan umumnja karena kaum

penganggur sedikit sekali jang mendaftarkan diri, maka
oleh karena itu angka-angka diperoleh dari laporan-
laporan tidak menggambarkan keadaan jang sebenarnja.

Usaha Pemerintah jang biasa terus-menerus dikerdjakan
ialah perantaraan kerdja (arbeidsbemiddeling), Pada
waktu jang tertentu kita memberi laporan meskipun belum
disemua daerah jang diliputi oleh Indonesia sudah
disampaikan laporan itu. Pendaftaran pengangguran
memang dimana-mana dinegara-negara Asia masih
dalam masa pendahuluan lebik-lebih di Indonesia ber-
hubung dengan adanja kedjadian-kedjadian diwaktu
tahun jang lalu sukar sekali mengadakan koordinasi ten-
tang pendaftaran ini.

Kedua jaitu kesanggupan kaum penganggur sendiri
untuk mendaftarkan diri amat sedikir. Xalau di India
disana dilakukan suatu pendaftaran dengan mendatangi
dengan mobil-mobil dibeberapa daerah-daerah jang
sekiranja banjak pengangguran. Djadi dalam hal ini kita
tidak berdiri sendiri,

Keadaan disguised” unemployement artinja pengangguran
jang bersembunji adalah sifat masjarakat di Asia umum-
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mendapatnja rumah pondokan, maka penanja mohon
keterangan dari Pemerintah: Tindakan apakah telah
direntjanakan oleh Pemerintah untuk memetjahkan soal
itu dalam waktu pendek?

DIAWABAN Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebu~

dajaan:

A. a. Masjarakat Belanda akan mengurus sekolah-sekolah
concordant {H.B.S. misalnia) dengan persetudjzan
Pemerintah R.IS.-AM.5. dua tahun lagi ditutup
{sekarang ada kelas satu}. P.P.T. (Persiapan Pergu-
ruan  Tinggi) -- S.M. (Sekolah Menengah) —
V.H.O. + BM.S. sebagai sistim dilandjutkan.

b. Kenaikan kelas dan udjian penghabisan berdjalan
menurut rentjana jang sudah didjalankan dalam tahun
peladjaran ini (49 — '50). Bagi S.M. bahasa peng-
antar bahasa Indonesia, Bagi V.H.0. scal-scal dibe-~
rikan dalam dua bahasa.

¢. Guru-guru Belanda diminta selekas mungkin mema-
hami bahasa Indonesia.

B. Untuk Perguruan Tinggi direntjanakan: studentendorp.
Untuk Sekolah-sekolah Menengah particulier-initiatief
diandjurkan mengadakan asrama; bila mungkin dengan
bantuan Pemerintah.

{Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan dengan suratnja tanggal 20 Mei 1950).

167, PERTANJAAN anggota Mochammad Tauchid:

A. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap perguruan-
perguruan partikelir jang sudah menundjukkan djasanja
dalam perdjuangan bangsa? Sampai dimanakah penghar-
gaan Pemerintah terhadap sekolah-sekolah partikelir itu?
Bantuan apakah jang sudah dan akan diberikan kepada
sekolah-sekolah partikelir itu.

a. Sekolah-sekolah partikelir sekarang ternjata mendapat
perhatian jang sangat besar dari Rakjat ternjata dari
banjaknja murgid-murid jang masuk disitu. Tetapi
keadaan perumahan dan alat-alatnja sangat menje-

dihkan.
158



i
k@gaa:ia mganisa’ i pemnﬁwm&;m dan I'mdan

”kemdmf




168.

160

ditambah. Perbaikan nasib dan kedudukan kaum guru
telah diperhatikan dalam P.G.P.

D. Bantuan jang njata belum diberikan, oleh karena Ang-
garan Dasar dan Rumah-Tangga serta susunan jang
luas dari Pengurus Besar jang sudah lama diminta kepada
Pengurus Besar Kepanduan Rakjat sampai sekarang
belum diterima lagi., Akan diusahakan membantu dalam
alat-alat jang diperlukan oleh organisasi Kepanduan dan
berhubung internasional akan diusahakan pula.

E. Guru-guru bangsa Belanda diminta selekas mungkin me-
makai Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
{Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan dengan suratnja tanggal 20 Mei 1950).

PERTANJAAN anggota lbnoetadji Prawiroscedirdjo:

A. Sudah sampai dimanakah pekerdjaan demobilisatieraad,
mengenai rentjananja untuk menampung peladjar pedju-
ang sesuai dengan maksud peraturan Pemerintah R.L

No. 32 Tahun 19492

B. Karena Negara Kesatuan pasti akan terbentuk, sedangkan
sampai sekarang bentuk pengadjaran masih berbeda-beda,
tidakkah Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan
Kebudajaan R.L5. sependapat dengan penanja, perlunja
permusjawaratan pendidikan seluruh Indonesia untuk
menentukan satu sistim pengadjaran jang dapat didja-
lankan pada kursus baru jang sudah dekat itu {Agustus
1950}.

DIAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-

dajaan:

A, 1, Oleh Dewan Menteri telak diputuskan, bahwa tjukup
dibentuk suatu ,,Biro Demobilisasi”, tidak perlu suatu
. Dewan Demobilisasi™.

2. Kementerian Pengadijaran, Pendidikan dan Kebuda-~
jaan bersama-sama dengan Kementerian Pertzhanan
telah muiai dengan pendaftaran peladjar-peladjar
bekas pedjuang, antara lain di Djakarta untuk daerah
Djakarta-Raya dan sekitarnja dan di Bandung untuk
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PERTANJAAN anggota Zainal Abidin Achmad:

Sedjak pada bulan Mei tahun ini kepada pedagang buku
diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka terasa kema-
halan harga buku tersebut.

Terutama para peladjar sangat merasa dirugikan oleh
penaikan harga buku ini. Berhubung dengan hal ini maka
penanja ingin mengetahui apakah oleh Pemerintah tidak
dapat diambil peraturan jang dapat memberi sekedar kelong-
garan. terutama kepada para peladjar, untuk memenuhi
kebutuhan mereka akan buku-buku jang bersifat ilmu penge-
tahuan, umumnija jang dibutuhkan guna peladjaran serta
pendidikan mereka itu.

DIAWARAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan:

Oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
sudah diusahakan supaja: bagi Sekeleh-sekolah Menengah
buku-buku peladiaran  dapat  dipesan oleh Kementerian
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan dasar
harga 1:1.

Murid-murid ini kemudian menjewa buku-buku itu dari
Kementerian. Bagi Peladiar-peladjar  Perguruan Tinggi,
guru-gura dan sehagainja diadakan suatu peraturan, supaja
mereka itu dapat izin untuk membeli buku sendiri dengan
dasar 1:1.5.

Jang demikian ini masih menunggu keputusan dari pihak
Kementerian Keuangan., Baru kemarin saja menanda-tangani
suatt permintaan kepada Kementerian Keuangan, supaja
djuga misailnja orang-orang jang berkepentingan, katakanlah
saudara-saudara jang terhormat, mau membeli buku-buku
jang penting, supaja permintaan itu dengan perantaraan
Kementerian Pendidikan., Pengadjaran dan Kebudajaan
diadjukan kepada Kementerian Keuangan, agar dapat mem-
beli buki-buku tersebut dengan harga 1:1. Bagaimana
djawabannija dari Kementerian tersebut kemudian akan dibe-
ritahukan kepada saudara-saudara sekalian.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadiaran
dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli
1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas
persetudjuan No. 134),
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Hubungan dengan badan-badan kebudajaan dalam masjara-
kat sudah diadakan dengan djalan memberikan sokongan
mereel dan materieel.

Misalnja kepada Lembaga Kebudajaan Indonesia telah
diberikan sokongan wuang sampai sekarang sedjumlah
f 60.000. Lagi pula penerbitan madjalah kebudajaan
.Indonesia”™ jang dulu diselenggarakan oleh Balai Pustaka
telah diserahkan kepada Lembaga tersebut dengan bantuan
alat-alat jang diperltkan. Begitu pula sebagai pendorong bagi
para seni lukis dari beberapa hasil pekerdjaannja. Djadi
biarpun belum amat sempurna usaha Kementerian P, P.
dan K. ini, tetapi toh ada usaha kealiran itu. Pengumpulan
bahan-bahan sedjarah masih selalu dikerdjakan antara lain
di Djawatan Purbakala, Arsip Negara dan lain-lain. Sebab
kita menganggap perlu lambBat-laun kita memprodusir sendiri
suatu buku sedjarah asli jang dibikin oleh kita sendiri, djadi
menulis kembali sedjarak. Ini djuga salah sata jang ditutama-
kan oleh afdeling Kebudajaan dari pada Kementerian Pen-
didikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.1.S. Dalam pada
itu terasa kekurangan tenaga ahli.

(Kutipan pidato djawaban Menteri P.P. dan K. dalam rapat
pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950},

PERTANJAAN anggota R. 8. Adhisoekmo:

a. Dapatkah Pemerintah memberi angka-angka dari djum-
lahnja derma-derma siswa (studiebeursen) jang diketahui
pada saat ini?

b. Sepahamkah Pemerintah dengan penanja, bahwa badan-
badan derma siswa itu perlu mendapat bantuan moreel
dan materieel dan apakah Pemerintah telah berbuat itu?

c. Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam pada
menerima peladjar-peladjar jang bekas pedjuang?

d. Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam pada peker-
djaan pemberantasan buta huruf?



TR
SR b

ey e

T
ol




DAFTAR PEMBERIAN TUNDJANGAN BELADJAR
INDONESIA PER
Untuk djawaban per

| 1947 | 1948
| 1648 | 1949
Llang Thndj. Tang
kolest beladjar wolesi

: |

Takultet Wne Kedokteran Djakarta. 2 3 i 6
Fakultet Ilmu Kedokteran Surabaja, , i
!

Fakulter [lmue Teknik Bandung. 2 2 | 34
| ‘}

Fakultet Hmu Hukum dan Sosial Djakarta. | ‘ 9
i I
Fakultet Kesusasteraan dan Pllsafat : : |
Dijakarta. ‘ J
‘ l

Fakultet limu Pertanian Boger. 4 ‘ 4 \ &
i | !
Fakultet Ilmu Pastg dan Alam Baodung. ‘[
L
!
Fakultet Pengetahvan lkonomi Makassar. ’ :

13 12 ! 59

Dijadi derma siswa djumlahnja sama sekali sampai sekarang,
ialah 153 dan tundjangan beladjar 145; djadi sama sekali
sampai sekarang hanja baru 298, Tetapi buat curusjaar baru
buat Indonesia ada disediakan 500 derma siswa,
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maha siswa Malino, mereka akan disaring dan sedikit hari
lagi beberapa diantaranja jang tidak bisa dipakai lagi karena
satu dan lain hal akan dikembalikan ketanah air, sedangkan
jang tinggal ada menurut sjarat-sjarat, ialah: pertama, bahwa
mereka itu bersekolah didalam sekolah jang tidak ada disini,
seperti misalnja pada textiel industrie, +vliegtuig -~ dan
scheepshouwkunde, jang ada 20 orang dari bangsa kita bela-
djar dinegeri Belanda dan pada technische afdeling jang tidak
ada di Bandung atau pada Fakultet jang mempunjai produksi
sedikit, Seperti misalnja saudara Leimena mengeluh, sebab
kekurangan dokter, karena produksi kita disini sampai
sekarang kira-kira hanja 35 setahun. Djadi anak-anak jang
sudah lantjar beladjar dan radjin kita berikan derma siswa
dengan mengadakan kontrak, sesudah ia lulus sekurang-
kurangnja 3 tahun bekerdja pada Pemerintah atau dibajar
kembali sebanjak mereka mendapat sokongan dan ini sampai
7 tahun. Djadi kontrak itu dari 3 tahun sampai 7 tahun.

b. Pertanjaan ini kurang djelas, tetapi barangkali kalau jang
dimaksud badan-badan dari partikelir, memang kami
selalu  bersedia, tetapi permintaan-permintaan sampai
sekarang sedikit sekali.

c. Pertanjaan ini sudah didjawab pada pertanjaan saudara
Ibneoetadji. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 168).

d. Sampai pada udjung tahun 1949 ada 14.586 kursus-kursus,
Perintjian-perintjlan dan keterangan-keterangan jang
lengkap bersama ini dilampirkan. {Lihat lampiran No. 10
s'd 15 — Red.).
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jang lebih baik lagi, begitu seterusnja. [lengan demikian
mereka itu mendapat stimulans, supaja bisa dan mau memba-
tia terus. Ini djuga masuk urusan dari pemberantasan buta
huruf, Djadi pemberantasan buta hurul itu tidak ansich sadja
menjelenggarakan peladjaran abe, tetapi djuga didalam hal
ini nazorg jang mendjadi sozlnja lebih besar.

{Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal
26 Djuli 1950).

PERTANJAAN anggota Ibnoetadji Prawircscedivdjo:
Berhubung dengan piagam persetudjuan RIS, — R.I. dalam
mana antara lain dinjatakan, bahwa akan diusahakan, agar
sedapat mungkin Undang-undang Republik Indonesia berlaky
untuk seluruh Indenesia. Memperhatikan kesimpulan dari
segala  panindjauan  anggota-anggota  Panitia Tetap V,
kedaerah-daerah, bahwa hubungan antara Pusat dengan
Daérah-daerah  sangatlah - mengetjewakan. maka Panitia
Tetap V, memadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Peme-
rintzh, sebagai berikut:

a. Sudahkah Pemerintah mengadakan persiapan-persiapan,
agar pada waktu Negara Kesatuan terbentuk. telah ada:
persamaan susunan, sistim pengadjaran disemua daerah?

b. Persamaan peraturan uang sekolah?

c. Persamaan peraturan pengadjaran agama?

Formasi guru jang merata; sesuai dengan tingkatan
sekolah dan djumlah murid?

DIAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan:

Djawaban pertanjaan a sudah didjawab dalam pertanjaan
saudara Ibnoetadji jang terlebih dahulu {pertanjaan No. 168).
Menurut pikiran kami istimewa dalam Republik Indonesia
Serikat sistim ini sekarang ada dua, ada sistim 4—2, jaitu
menurut keputusan Konggres Pendidikan di Solo, sedangkan
di Republik Indonesia berlaku sistim 3—3. Tetapi sebenarnja
ini tidak usah diperdebatkan mati-matian. Sistim 4—2 atau
sistim 3—3 dua-duanja bisa dipakai. Dahulu djuga ada
AM.S., HB.S. Lyceum dan sebagainja. Ini tidak mendjadi
soal, mana jang lebih baik. Bisa kita tjoba dalam hal ini mana
jang lebih banjak dapat differensiasi. Dalam hal ini kita
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tanggal 30 Mei 1950). Tidakkah Pemerintah sependapat
dengan saja, bahwa didikan-didikan kearah ,.niet volledig
bevoegde leraar”, ,ongegraducerd referendaris” dan lain-
lain tidak pantas diadakan dalam tahun 19507

DJAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan:
Telah terdjawab dalam djawaban pertanjaan saudara Jbnoe-
tadji terlebik dahulu {pertanjaan No. 170 — Red.).
Adapun sistim pendidikan/pengadjaran jang oleh penanja
disebut . nasionai’”, dalam masa jang lampau pernah disebut
.kolonial”, oleh sesuatu organisasi jang barangkali dikenals
oleh saudara Koesnan sendiri (S.M.P.-SM.A. sebagai
landjutan dari Mulo-A.M.S.).
Akan diserahkan kepada suatu konperensi pendidikan apa-
kah sistim itu bersifat kolonial atau nasional,
Kami mempunjai rentjana supaja Kementerian jang akan
datang mengumpulkan ahli-ahli pengadjar. Disitu dapat di-
putuskan setjara garis besarnja bagaimana sebaik-baiknja,
sehingga ada fundamen jang sehat buat pengadjaran kita
seterusnja. Sebab menurut perasaan saja, juist dinegara jang
baru ini harus ada fundamen jang sehat buat diletakkan untuk
ribuan tahun, supaja diatas dasar-dasar itu kita dapat meme-
tjahkan soal jang penting ini buat kemudian hari. Menurut
kami punja perasaan. baik sekali dalam sedikit waktu sesudah
kabinet WNegara Kesatuan terbentuk, Menteri jang akan
datang memanggil sekalian ahli-ahli pengadjaran, supaja
memperdebatkan, membahas dan memutuskan, supaja kita
dapat mempunjai fundamen atau suatu sistim pengadjaran
dan pendidikan jang waras dan sesuai dengan bangsa kita.
Sistim Middelbaar Akte akan diubah, Seperti saja pernah
katakan dahulu, middelbaar akte buat saja persoonlijk akan
didasarkan pada perguruan tinggi, misalnja kandidat-kandi-
dat sehingga sekurang-kurangnja boleh dikatakan guru
M.O. itu mempunjai Universitaire opleiding.
Saja persvonlijk berpendapat, bahwa soal perguruan dan
pengadjaran istimewa dari guru-guru adalah secal psycholo-
gis. Saja rasa soal psychologis ini bergantung pada beberapa
soal.
1. Harus dikembalikan pada guru-guru - zelfrespect jang
sekarang tidak ada.
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rut jang diadjukan oleh saudara penanja itu tidak benar.
Djadi sekali lagi saja katakan, bahwa cangat banjak respek
saja kepada pers, tetapi djangan sama sekali ara jang ada
dipers itu dipertjaja sadja, misalnja menurut adpertensi
lifebuay zeep sangat baik, apa kita harus pertjaja begitu sadja
dar saudara pakai sabun lifebuoy diika mandi?

Pula menurut adpertensi Palmboom-margarine itu jang paling
batk mengandung banink vitamin, Apa saudara akan pertja-
ja semuanja itu? Tentu tidak,

{Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan Pengadjaran
dan Kebudnjasn dalam ranat ke 57

&

: pleno ke-37 pada tanggal
26 Dieli 19500, (Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal
Kementerian Penerangan atas pertanjaan No. 179 — Red.).

PERTANJAAN anggota Nj. Soenarjati Soekeny:

Kepada Pemerintah  dimchon djawaban  atas pertanjaan
seperti berikut:

a. Sudahkah  Pemerintah  mempunjai  konsepsi  tentang
rentjana pengadjaran kita jang berpokok pada Pantja-
Sila dan mentjerminkan semata-mata usaha kita kepada
tjifa-tjita memperkembangkan semangat persaudaraan
meliputi seluruh dunia?

b. Apabila konsepsi itu sudah rersedia. bagaimanakah politik
peagadjaran Pemerintah terhadap dualisme dalam peng-
adjaran jang masih ada sekarang sebagai sisa sistim
palitik pengadjaran zaman kolonial?

DIAWABAN Mentferi Pendidikan, Pengadjaran dan Keba-

dajaan:

Sudah  ada  rentjana pengadjaran nasional berdasarkan
Pantja-Sila, dengan satu plan 5 tahun, dimana termasuk
rantjangan-rantjangan chusus, seperti demokratisering dari
pengadjaran dan pendidikan,

Didalam lkonsepsi Femerintah sistim politik pengadjaran
seperti dalam zaman kolonial diubah sama sekali, Sistim baru
adalah berdasarkan selain dari kepada Pantja-Sila, djuga
kepada pembentukan kader, disegala lapisan, memberi effi-
ciency lebih banjak 'kepada pengadjaran, mengubah civiel-
civiel effect dulu jang kaku, serta disamping itu membentuk
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keputusan. Djadi kami tidak mengambil pusing kepada
cultureel accoord, sebab belum ada dan belum pernah
dikerdjakan accoord jang sebenarnja selain dari pada
jang tertera dalam perdjandjian Ronde Tafel Conlerentie.

B. Seperti telah diketahui Pemerintah menganggap Pergu-
ruan Tinggi itu. ialah sentral dari:

Hmu pengetakuan,

Kebudajaan,

Sosial,

Flumanistis,

Kebangsaan delam arti tidak sempit dengsn dasar
Pantja-Sila.

Dengan begini. sekalipun guru-guru besar asing diminta
datang mereka ini terbanjak. apalagi jang baru, hanja
terdiri dari jang mengadjar ilmu pengetahuan teknik dan
exact, serta ilmu bahasa asing. Buat vak-vak selebihnja
dimana guru-guru besar Indonesia belum dipardapat,
dilihat lebih dahulu aliran-pikiran guru-guru hesar ter-
sebut, Lagipun Senat dan Dewan Curator selalu mem-
punjai suara penting dalam hal ini.

Tentang suara dalam , Vrije Pers” itu, ialah suara
sebelum kedaulatan diserahkan dan Pemerintah baru
belum bekerdja dan pada waktu sekarang soal-soal sudah
lain.

R

C. Tadi sudah didjawab dalam djawaban pertanjaan Njonja
Moedikdio.
{Kutipan pidato djawaban pertanjaan Menteri Pendi-
dikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat Pleno

ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950).

PERTANJAAN anggota-anggota Dr Soerdarso dan Dr
Endon:

Apakah Pemerintah menjediakan derma siswa untuk tenaga-
tenaga keahlian sebagai Djururawat, Bidan, Pembantu Apo-
thekers dan Analisten?

DJAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-
dajaan: .

Oleh karena menurut Konstitusi Sementara Republik Indo-
nesia Serikat, kewadjiban Kementerian P.P. dan K. R.LS.
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mau pergi keluar negeri. tetapi apakah deviezen kita men-
tjukupi untuk turut membajar mereka? Djadi pada umumnja
soal ini agak lebih sulit dari pada pertanjaan saudara Hadi-
bowo tadi. Sungguhpun begitu padd hakekatnja, ini principe
memang begitu. Tetapi hendaknja orang jang keluar dengan
derma siswa itu orang-orang jang betul-betul hendak bela-
djar, the best of the best, Sampai sekarang belum, tetapi
hendaknja begitu,

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal
26 Djuli 1950),
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DJAWABAN Menteri Kesehatan:

Al a

b

Kementerian Kesehatan menaruh perhatian istimewa
terhadap peinberantasan peniakit rzkjat dan penjakit
menular,

Untuk ite telah dibentuk ,Balai penjelidikan pem-
berantasan penjakit rakjat dan penjakit menular”.
Dengan pertolongan ,JUN.IL.CE.F.” sekarang sedang
didjalankan pemberantasan penjakit patek |, frambo-
sia tropica” setjara  teratur, sebagai permulaan
didaerah Jogjakarta dan Djakarta, kemudian akan
diperluaskan dilain-lain daerah di Indonesia, diantara-
nja di Sumatera.

Pemberantasan penjakit - tuberculose dan penjakit
malaria tidak kurang diperhatikannja, dan sekarang
sedang diselenggarakan rantjangan pekerdjaan setiara
teratur.

Berdasarkan atas kejakinan bahwa daerah-daerah
diluar- ketalah jang harus terutama mendapat per-
hatian, maka ,.Djawatan Kesehatan Desa” merupa-
kan pasal jang penting dalam rantjangan pekerdjaan
Kementerian Kesehatan.

Memang dimaksudkan dan selalu diusahakan supaja
dokter-dokter djururawat, bidan dan sebagainja dapat
disebarkan diseluruh Indonesia. Tetapi berhubung
dengan kekurangan tenaga dokter dan sebagainja. dan
berhubung dengan pergolakan politik usaha itu pada
wakty sekarang diselenggarakannja.

Sekarang sedang berada dalam rantjangan ialah
Undang-undang jang memungkinkan:

— menambah djumlah tenaga dokter jang masuk
dalam djabatan Pemerintah;

— menarik tenaga dokter kekota-kota ketjil;

~— mengerahkan tenaga dokter partikelir untuk keper-
luan Pemerintah,

B. . Zwarte markt” hanja dapat diberantas dengan sempurna,
apabila Pemerintah dan apotheek-apotheek dapat menje-
diakan obat-obat kepada umum jang tjukup banjaknja dan
dengan harga jang murah, sehingga tidak ada kebutuhan
lagi untuk mentjari obat pada , zwarte markt”. Berhubung
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Apakah Pemerintah telah sedia dokter untuk dikirim
ketempat-tempat tersebut?

F. Apakah daggelders dan dagloners mempunjai recht op

geneeskundige behandeling jang prodeo {gratis?}.

DIAWARAN Menteri Kesehatan:

A. Soal ini adalah berhubung dengan soal pengembalian

rumah-rumah  sakit Zending partikelir, jang sebagian
besar terdiri dari pada rumah-rumah sakiz Zending,
Missie dan Leger des Heils.

Sesudahnja penjerahan kedaulatan tanggal 27 Desember
1949, dari pihak partikelir dimadjukan pertanjaan kepada
Pemerintah tentang pendiriannja dalam hal pengembalian
rumah~-rumah sakit partikelir itu.

Perlu kiranja diterangkan disini, bahwa pada waktu
sekarang pihak Missie dan Leger des Heils masih meng-
anggap dirinja sebagai pihkak jang mempunjai milik atas
rumah-rumah  sakit it sedangkan rumah-rumah sakit
Zending itu oleh Zending telah diserahkan sekarang
kepada satu ,.Stichting Indonesia”, jang didirikan oleh
geredja-geredja Keristen Protestan Indonesia.
Rumah-rumah sakit Zending jang belum dimasukkan
dalam stichting sedemikian, seperti di Tepanuli, dimana
penjelenggaraannja diserahkan oleh Rheinische Mission
kepada Geredja Batak Protestan, djuga kiranja kelak akan
diurus seperti rumah-rumah sakit Zending jang lain.
Pada dewasa ini sebahagian ketjii dari pada rumah-rumah
sakit partikelir itu jang terietak didaerah prae-federal
dulu telah dikembalikan oleh Pemerintah Belanda kepada
badan-badan partikelir. Sebagian besar masih digunakan
oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Indo-

nesia Serikat.

Untuk menentukan pendiriannja dalam hal pengembalian
rumah-rumah sakit itu, perlu diketahui dulu status dari
pada rumah-rumah sakit itu dalam djaman Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda dulu menentukan dalam per-
aturan-peraturannja penjelenggaraan kesehatan rakjat
dalam dua bahagian:

1. Bahagian Preventief (hygiénis-prophylactis}, atau

usaha mendjaga kesehatan rakjat dengan peraturan-
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+

Berdasar atas pasal 25 Undang-undang Dasar Semen-
tara Republik Indonesia Serikat, Pemerintah mengakui
hak milik badan partikelir. Maka oleh sebab itu atas
rumah-rumah sakit partikelir itu pada azasnja tidak
dapat didjadikan hak milik Pemerintah, Dengan de-
mikian Pemerintah menjetudjui ,.in principe’” pengem-
balian rumah-rumah sakit kepunjaan badan-badan
partikelir jang pada waktu sekarang digunakan
Pemerintah.

Jang mendjadi soal dalam hal ini, ialah bila dan tjara
rumah-rumah sakit itu akan dikembalikan. Tjara ini
berhubungan erat dengan soal kemungkinan perminta-
an subsidi oleh badan-badan partikelir tersebut.

Saat pengembalian rumah-rumsh  sakit partikelir
tergantung pada beberapa hal:

a. djenis dan keadaan daerzh dimana rumah-rumah
sakit itu berada. Umpamanja djika rumah-rumah
sakit itu berada didalam daerah, jang pendudukaja
memeluk agama jang sama dengan dasarnia
rumah-rumah sakit itu, maka rumah-rumah sakit
itu dapat lekas dikembalikan:

b. pada umumnja pengembalian ini tidak boleh dapat
pertentangan dari personeel rumah-rumah sakit
itu {perawat-perawat dan lain-lain);

¢. badan partikelir itu menempatkan pada rumah-
rumah sakit jang dikembalikan Pemerintah jtu satu
kepala rumah sakit jang berbangsa Indonesia
{warga-negara Indonesia);
Tetapi pengetjualian dalam hal ini masih terbuka
dengan persetudjuan Pemerintah,

Djika rumah-rumah sakit itu berada dalam daerah
dimana sebagian besar dari penduduknja memeluk
agama jang tidak sama dengan dasarnja rumah-rumah
sakit itu, maka rumah-rumah sakit itu hanja dapat
dikembalikan dengan ada persetudjuan Pemerintah
dan rakjat didaerah itu. Djika tidak ada persetudjuan
tersebut, maka_ untuk sementara waktu rumah sakit
itu dipakai oleh Pemerintah. Dalam waktu itu Peme-
rintah akan berusaha mengadakan satu rumah sakit
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tamat peladjarannja dan mereka bergelar djururawat
beridjazah. Uang saku jang tersebut diatas naik tiap-tiap
tahun pada kenaikan kelas, ialah § 10.—, f 12.50, § 17.50
dan f 25.—. Dalam hal pendidikan bidan ada 2 djalan
jang ditempuh, jakni:

a. Djururawat wanita jang beridjazah mantri-djururawat,
dapat melandjutkan peladjarannia mendjadi bidan.
Peladjar wanita itu mendapat pemondokan dan makan
serta pakaian dinas dengan tjuma-tjuma dan uang
saku menurut jang diberikan kepada murid bidan
kelas 3 ialah { 30.— dan murid bidan kelas 4 ialah
f 35.—.

Pemondokan dan makan serta pakaian dinas dapat.

b. Pada waktu sekarang telah diadakan kursus bidan

djuga dipelbagai tempat dimana murid-murid diambit
dari anak-anak gadis, jang tamat dari sekolah S.M.P,
atau Mulo. Kursus ini lamanja 4 tahun, Murid-murid
ini ketjuali mendapat pemondokan dan makan serta
pakaian dinas dengan tjuma-tjuma, djuga mendapat
uang saku menurut tingkat kelasnja, jakni f 20.—,
f25.~, f 30— dan f 35 —.
Lain dari pada untuk djururawat (wanita dan laki-
laki), terhadap bidan ini diadakan ikatan dengan
Pemerintah setelah lulus dari udjian dan mendapat
idjazah. Tkatan ini Jamanja 3 tahun.

¢. Murid-murid pembantu-apotheker selama mendapat
peladjaran (2 & 3 tahun) boleh membuat perikatan
dengan Pemerintah untuk memperecleh derma siswa.
Bagi murid ini derma-siswa adalah sebulan f 100.—
dan setelah tamat mereka wadjib bekerdja pada
Pemerintah selama 3 tahun.

d. Murid-murid analisten djuga dapat menerima derma
siswa dengan perdjandjian seperti murid-murid
pembantu-pembaniu-apotheker.

. Berita-berita tentang penimbunan obat-obat oleh para

importeurs dalam umumnja tidak benar. Menurut per-
aturan jang ditetapkan oleh Pemerintah, maka mereka
harus membagikan 80% dari tiap-tiap bahan obat jang
diterima dari ludr negeri kepada apotheek-apotheek
dokter, menurut percentage-schema jang disetudjui oleh
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dengan mana kepada Pemeriniah diberi kekuasaan untuk
menempatkan tenaga-tenaga dokter menurut kebutuhan
Negara.

F. Atas pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota K. Wer-
dojo:
Apakah daggelders dan dagloners mempunjai ,.recht op
geneeskundige behandeling”. dengan prodeo, Pemerintah
mendjawab dengan .Ja'.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kesehatan dalam
rapat pleno ke-96 pada tanggal 25 Dyjuli 1950).

158
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mengurangi tulisan-tulisan jang oleh golongan reaksionex
tersebut dianggapnja merugikan pihak Belanda,
Pertanjaan kami ialah:

apakah Pemerintah mengetahui tentang hal ini atau meli-
hat ada tanda-tanda kearah djurusan itu?

Apabila memang demikian hainja, apakah Pemerintah
tidak sependapat dengan kami untuk segera memadjukan
protes dan disamping itu mengambil tindakan jang tegas
terhadap importeur-importeur jang bersangkutan?

DJAWABAN  Sekertaris Djenderal Kementerian Pene-
rangan atas nama Menteri Penerangan:
A, Dengan djalan jang sungguh-sungguh membawa hasil

jang njata, Pemerintah turut mengusahakan supaja surat-
surat kabar jang bonafide bisa mendapatkan kredit dari
bank-bank sedjumlah uang jang dibutuhkan untuk mem-
beli mesin-mesin tjetak dan kredit tersebut dikembalikan
dalam termijn pendek, misalnja paling tjepat 5 tahun,
maka dalam mendjawab pertanjaan ini, pada umumnja

Pemerintah sependapat dengan saudara Dijaswadi.

Memang pers nasional jang bonafide, jang memenuhi

sjarat-sjarat, achirnja akan dapat dibagi mendjadi dua

galongan, ialah:

a. Surat-surat kabar jang bonafide, dan jang mempunjai
dasar untuk hidup jaitu levensvathaarheid tetapi tidak
mempunjai modal.

b. Surat-surat kabar jang bonafide dan mempunjai dasar-
dasar untuk hidup dan djuga mempunjai tjukup modal.

Bagi golongan jang kedua inj soalnja mudah, ialah hanja

perlu diberikan prioriteit kepadanja untuk membeli mesin

tjetak sendiri.

Tetapi mengenai golengan jang pertama soalnja lebih

sulit. Panitia pers bersama-sama dengan Pemerintah

(Kementerian Penerangan) telah mentjoba dan sedang

mentjari djalan. Sesudahnja mengadakan penindjauan

dan pembitjaraan-pembitjaraan achirnja Pemerintah ber-
maksud untuk mendatangkan kern-drukkerijen, beberapa
units, guna surat-surat kabar.

Units ini akan ditempatkan dibeberapa tempat,

Dengan djalan ini kepada pers nasional jang masuk

golongan pertama tadi diberi kesempatan agak pandjang
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DJAWABAN  Sekertaris Djenderal Kementerian Pene-

rangan atas nama Menteri Penerangan:

Pemasukan lektur dari Tiengkok, ke Indonesia ada bebas
dan dalam hal ini tidak ada suwatu peraturanpun jang me-
larang. Hanja ada satu restriksi sadja, ialah:

bahwa dari tiap-tiap lektur jang dimasukkan satu exemplaar
harus dikirimkan kepada Penjelidik Aliran Masjarakat
{P.AM.}, jang terhadap pemasukan lektur dari luar negeri
umumnja mempunjaj pengawasan represif,

Pernah terdjadi didalam permulaan tahun ini bahwa bebe-
rapa kiriman surat-surat kabar: ,,Nan Chian Yit Po”" dari
Singapura {Tan Tat Kee) dan , Wen Hui Pao” dari Hong-
kong ditahan atas perintah Djaksa Agung dilapangan udara,
karena pelarangan ini didasarkan atas peraturan Pemerintah
almarhum dan djuga oleh karena beleid dan personil dari
Dyjaksa Agung pada waktu itu belum mengalami perubahan.
Pemasukan lektur dengan leluasa ini, terbukti bahwa banjak
toko-toko buku disini diperbolehkan mendjualnja. Ini djuga
beriaku terhadap semua lektur berasal dari lain-lain negara.
Sebagai pendjelasan dapat saja njatakan bahwa mungkin
pertanjaan jang diadjukan ini adalah akibat pemberitaan
dalam Mingguan ,Siasat” jang mengambil over berita ini
dari Harian ,Pedomar” di Djakarta, Tetapi , Pedoman”
sendiri telah membantah berita ini.

{Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian
Penerangan atas nama Menteri Penerangan dalam rapat
pleno ke-61 pada tanggal 4 Augustus 1950). (Lihkat djuga
diawaban Menteri P.P, dan K. atas pertanjaan No. 174 dan
djawaban Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerdjaan
Umum atas pertanjaan No. 154 — Red.),
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ternjata setelah diperiksa dengan teliti ajat-ajatnja banjak
jang dikurangi dan ditambah pula dengan ajat-ajat palsu.
Keterangan Kjai tersebut selandjutnja Al-Qur'an palsu itu,
banjak ,jang dikarang” oleh orang-orang Jahudi, jang
memang sengadja akan mengeruhkan dan mengatjau-balau-
kan isi dari pada kitab Al-Qui'an itu. Didaerah Sokaradja
{Sukoredjo) semasa pendudukan dulu, Al-Qur'an jang
beratjun itu sangat banjak sekali disebarkan setjara kuwe-
kuwe kepada para Kjai Alim Ulama dan penduduk umumnia.
Perlu diperingatkan disini:

JAwas Kaum Muslimin dengan Qur’an Kolonialis Van der
Plas itu, djangan sampai kena ,ratjun” oleh isinja Qur'an
palsu itu, jang sebagaimana terbukii diuga menurut kabar
diantara para Alim Ulama dengan kaam Muslimin di
Madura sudah banjak termakan ratjun karemanja, memang
kabarnja , Qur'an beratjun' itu oleh Van der Plas banjak
djuga disebarkan di Madura. Diandjurkan agar sipaja barang
siapa jang mempunjai ,,Qur'an” ini baik diserahkan sadja
kepada Djawatan Agama, atau lebih baik dibakar sendiri,
Sedangkan kepada jang berwadjib diandjurkan djuga agar
supaja Qur'an Van der Plas itu dibeslag. {Berita},

DJAWABAN Menteri Agama:

1. Selama waktu pendudukan Belanda, memang Van der
Plas membagi-bagikan kitab Al-Qur'an serta turutan
{djuz Al-Qur'an ke-30). pada beberapa orang Kjai dan
orang-orang terkemuka didalam kalangan wmmat Isiam,
untuk mentjari muka. Al-Qur’an jang dibagi-bagikan itu
adalah tjetakan biasa, dari Mesir, jang diimport tuan
Salim Nabhan, pendjual buku di Surabaja, Dan didalam-
nja ada beberapa salah tjetak (drukfouten}, atau lebih
tegas: salah tulis, karena Al-Qur’an itu tulisannja dibuat
klise. Djadi perkataan ..dipalsukan’” itu kurang tepat,

2. Dijumlahnja belum dapat diketahui; sedang diusut ke
Djawa Timur; dan orang~orang jang diberi itu pada
umumnia di Djawa Timur, dan sedikit di Kalimantan
Selatan {Hulu Sungai).

3. Dari keterangan-keterangan jang kami peroleh, ia berbuat
itu atas inisiatif serta tanggung-djawabnja sendisi,

4. Pertanjaan | djika maksudnja ialah memalsukan (ver-
valsen). maka tidak benar, tetapi djika maksudnja ada
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itu terbukti dengan keluarnja Undang-undang R.I. No. 22
tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk
sebagai pengganti dari Huwelijksordonnantie Staatsblad
1929 No. 348 jo. Staatsblad 1931 N&. 467 dan Vorstenlandse
Huwelijksordannantie Staatsblad 1933 No. 98, Undang-
undang ini sementara berlaku untuk Djawa dan Madura.
Hak mengangkat para pegawai Nikah jang tadinja ada
pada Bupati, kini dibawah kekuasaan Menteri Agama.
Bersamaan dengan tanggal berlakunja Undang-undang terse-
but oleh saudara Menteri Agama R.I. dikeluarkan sebuah
Instruksi No. 41947 tentang kewadjiban dan sebagainja.
Untuk memudahkan tuntutan para isteri jang diperlakukan
dengan sewenang-wenang diadakan perubahan dalam per-
djandjian perkawinan {Ta'lik-Talak), Untuk lebih djelas
lagi lihatlah:

1. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1946 tentang Nikah,

Talak dan Rudjuk.
2. Instruksi Menteri Agama R.I. No, 41947 tentang Kewa-
djiban-kewadjiban pegawai pentjatat Nikah,
3. Ta'lik-Talak jang beriaku didaerah R.I.
Berhubung dengan ini perlu kami tambakkan keterangan,
bahwa didalam piagam persetudjuan jang diiadakan pada
tanggal 7 Djuni tahun ini antara Menteri Agama R.I, dan
R.1.5. diantara lain ditetapkan sebagai salah satu azasnja,
jaitu, bahwa kelak didalam Negara Kesatuan, segala perun-
dingan didalam lapangan agama, jang berlaku didaerah R.I.
akan diusahakan, supaja itu berlaku di Negara Kesatuan tadi.
Oleh karena itu, maka sudah tentu salah satu kewadjiban
pertama dari Kementerian Agama didalam Negara Kesatuan
kelak, akan mewudjudkan supaja Undang-undang jang kami
tad! wuraikan itu setjepat-tjepatnja dapat berlaku terhadap
seluruh tanzh air Indonesia.
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian
Agama atas nama Menteri Agama dalam rapat pleno ke-39
tanggal 28 Djuli 1950).

PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

a. Mengenai soal berangkainja .orang-orang hadji”, maka
ada selisih antara Kementerian Agama R.I.S. mengenai
diumlah crang jang akan berangkat hadji. Bagaimana
duduknja perkara?



\ gaina. RiS,

Agama




198

kabar-kabar jang kami terima, menurut uang dari tjalon
djemaah hadji. Sebenarnja djika mereka sudi bekerdija
berdasar aturan-aturan jang ada sekarang. sudah tldak
ada soal Jagi.

Tetapi mereka ingin lepas dari aturan-aturan jang dibuat,
djustru untuk melindungi rakjat (tjalon djemaah hadji)
dari penipuan-penipuan jang sering terdjadi dalam hal-
hal sematjam ini P.H.I. sendiri sebenarnja terikat oleh
aturan-aturan tadi, maka permintaan melepaskan diri dari
padanja, adalah melebihi hak-hak P.H.I., suatu hal jang
tidak  mungkin dipertanggung-djawabkan.  Pertanjaan
jang dimaksudkan pada surat saudara ,.disahkan atau
tidak B.P.P.D.H.I." mengandung tendens seolah-olah ia
tidak boleh bergerak dar bekerdja, kazena tidak disahkan
seperti P.H.. Sebenarnja sedikitpun tidak ada usaha
merintanginja, malah telah berkali-kali diandjurkan pada
B.P.P.DH.I. untuk bekerdja bersama dengan P.H.L
tetapi mereka berpegang teguh kepada soal ,sah atau
tidak” dengan maksud ingin lepas dari aturan-aturan jang
dibuat untuk melindungi rakjat (tjalon djemaah hadji)
dari kemungkinannja mendjadi korban penipuan.
Demikian saudara Ketua, pokok dan bunji djawaban kami
atas pertanjaan jang bersangkutan,

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kemen-
terian Agama atas nama Menteri Agama dalam rapat
ke-59 tanggal 28 Djuli 1950].
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Lampiran No. 1.

Berkenaan dengan Djawaban Menterl Kehakiman

atas pertanjaan No. 105.

KANTOR KEDJAKSAAN

Penangkapan atas harang-barang
jang perkaranja telah diputus
Tebing

TEBING TINGGI DELL

i - ! FEa T o ral
No. perkara Tgl. diterimu diserahkan

Tgl. perkara

|
Tgl. dan MNe. !

Pattsan BN, Tauda bukti

| dari polisi kpd. Hevakim ‘ R 3| jang dirampas
‘ PN |
2811950 l 7-1-1950 1 1811950 . 28.1-1950 No. 60 bal {8000 kg.
: | | 51950 K. dend. | getali selo crepo
! Cf 1000~ subs
! \ 4 bla, hk
32i1930 7-1-1950 1 31121930 5 31-1-1930  No, 1148 kg. getah
: ; 6/1950 d. § 500.— . kampung
- osubs. 2 ble hke
341950 | 2.31950 1 431950 ¢ 4.3.1950 No. S10 helai kain batik
: 37/1950 denda dan 75 helai sta-
: f 500.— subs. gen
3 bln. hk 3000 kg. kopi bidii
.2 buah sampan
i kotak beserta pe-
lengkapnja
Serupa denda
f 150.~ subs.
2 bln. hk
. Serupa denda
i . T 150.— subs.
: ‘ 7 bln. hk
. 1
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Lampiran No. 2.

Berkenaan dengan Djawaban Ienteri Kemakmuran

atas pertanjaan  No. 1234,

125A dan 128A,

Karet

|

EXPORT DARI

Minjak
kelapa
sawit

Rata-rata sebulan:
Dalam kw. ke-1 1949 ...
" o ked 1949 .l
o keel 1930 ..ceiill
Angka bulanan:
Dijanuari 1950 ...
Bebruari 1950 ...
Maret 1950 oo,
April 1950 oo
Mei 1950 e

Rata-rata sebulan:

Dalam kw. ke-1 1949 ............ .
o ke-d 1949
" . keel 1950 ...l

Angka bulanan:
Dijanuari 1950 ...
Pebruari 1950 «ooieiiiiioiiaenn.
Maret 1850 *) oo
April 1950 *) ... e
BMet 1950 %) v,

26.5
$0.7
284

18.9
218
4.6
494

59.—

254
34~

30.2

28.6
214
19.9

279

19.5
164
35.4

16,5
111
16.1

17.7
7.9
x
113
248

ribuan
6.6

125
5.6

3.~
5.7
8.1
4.2
G—
djutaan
54
11.1
4.4

*)  Certificaat tidak terhitung.
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Fampiran No. 3.

Berkenaan dengan Djawzban Menteri Kemakmuran
atas pertanjaan  No. 1237, 125A dan 128A,

INDEX HARGA BARANG®
{15 September

,,,,,, e - \ — s — =
INama barang ) Tempat | 3
‘ i 15 Dijan
|
i
TEPUNCG TERIGL o DjakamalWll). . Nl M\ e LA L. i06.5
I Surabaja o, 103.—
Medan vooveii S SN . 100, —
Pantianak o ‘ 82—
Makassar. ... e i G5.—
SUsU KENTAL Diakarta ... 131.2
[gecond. melk) I Surabaja .. 95 —
PMedar oo e 118.—
Pontianak ................. TR | 109. —
Makassar . ..o o
POPLINE Dijakarta ... 124, —
{buatan  Amerika dua kali | Surabaja ... 126, —
lebar) Medan ................... TP 106, —
Pontianal ... ... 143.—
BMakassar .o | 93—
|
DRIL PUTIH Djakarta ' 67.8
{kwalireit sedang) Surabaja 111, —
Medun o 109, —
Pontianak ... .. 120.—
Makassar ... ..o 108, —
1
BENAING DJAHIT Dijakarta ... ! 8.1
Surabaja ... [40.—
Medan .o 83—
| Pontianak .....ccccccooiiiiiiiin. U 133.—
C Makassar oL 70.—
KOREK API Diakarta 87.3
i Surabaja 129.—
i Medan oo ‘ 96.—
| Pontianak . ... i 100, —
P Makassar 90. —
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i
i
Nama barang | Tempat i
’» ) 15 Dijan.
: |
TANDPASTA Dijakarta ..o ‘ 69.3
Surabaja o | 133.—
Medan e ! 1080, —
Pontianak ... | 125.—
Makassar ... i 0. —
ASPRO i Dijakafte) ... erd . ... T 100.—
P Surabaja 95—
Medamlpldd . .. S 88\ NX 7. LIS . 100, —
Pontianak ... 0ol —
P Makassar oo ! 100, —
PARU Diakarta’... Yt oz L 114
Surabaja RN AL et e S 109, —
Medan ..o 108, —
Pantianak ... —_
Makassar ... 80—
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Lampiran No. 4.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran
atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

INDEX BARANG? MAKANAN DAN BARANG:2 JANG

{15 September

Nama barany Tempat T T
15 Djarn.

TERE Diakants ool @i . - ylhal ... 112.2
Surabaja ..o 107, —
Medan ... 2N AN RS, | N T 128, —
Podtiagal <) 2 5 (o0 .., 94, ~
Makassar ).... sy 117, —

MINJAK KELAPA Dijakarta 166.1
Surabaja 4 . 136.—
Medan . ... o Y Trryery S | 139.—
Pontianak ~............. N\, s e 100, —
Makassar ... 83.—

GULA PASIR PUTIH Dijakarta ... e, 1331
Surabajia e 123, —
Medan .. : 100, —

Pontiznak ..., e —

Makassar ... : 100, —

SABUN TJUTH Diakarta ..o 229
{ Suniighr) SUrabaja ..o 100.—
Medan ... ORI 64.—
Pontianak ............. T 117.—
Makassar ... 100 —

SIGARET Diakarta ... 91.9
{Escort) Surabaja . 117~
Medan .......... ... D 120, —
Pontianak ..., . 83.—
) Makassar ... H 100, —

GELAS MINURM Djakarta ....... TR 102.7
(bikinan dalam negeri) Surabaid 100, —
Medan ... .. 130, ~—
Pontianale ... 138.—
Makassar ... 100, —

SEPATU Djakarta ... U 1i4.6
{bikinan dalam negeri) Surabaja ... 107, —
Medan ... 11, —
“Pontianak .. 114, —
Makassar ... : 86—
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Lampiran No. 5.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran
alas pertanjean No. 123A, 125A dan 128A.

DAFTAR HARGA2 INDEX

{Harga® grosir Pintu Ketjil

——e— S ———

I Panid: , ., Harga se-
andiang!  arang KK.| 176 206 | 236
lebar per blek | (EZY i ‘ I

A2
=

Nama barang
|

Grey Japan Ceompass ...... P a7 046l w0 110 333, —

Grey JT.M. oo, ’ 42 4018 v 171.—

e
=
=
1
)
!
i

Printed Shirting Japan ... . 247w

Plain Dyed Shirting Tapan 247 3 33 v 67.50 i85

- - PR Y, ! i
Black Yeans «veevroennin... P G TN [ - P20 2
H 1
I i i |
Woven Striped Tewiily ... 1 2; D LI T S R £ %
. ‘ f
I
Khaki Drill Japan ......... ( 257 0 RY 150, — Pl | 330 —
: | ; 3 i ‘
; : i i
- - H
- B 3 P = ...\‘——!_.

Canbrics L. Supericur” ... “ 23N LT
i

White Shirtine ... AT s 165.—

Gingham Japan ............. 267 30 v ey - 150
Pr. Ravons Coralins Juopan 357 =0 30 3 150 — ' —
Plain Dved Ravons | I 367 W30 W 140, — PR
Beticking Japan ............ . 487 0 30 196, — 0~
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Tampiran No, 6.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran
atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A

DAFTAR HARGA2 BENANG

(Harga? grosir

Harga KK, | s SXA AT T T
. (E.ia.:;‘gi;fai;ng 124 1673 ‘ 2355 56
10 S Icdia ....... 2.050 ! 4.000 3300 ;‘ 3.300 3.000
20 S India ....... 2,350 6,750 4350 4300 3850 1
20§ China ... 2750 L8000 4.650 ‘ 1650 | 4,000
30 S China ..... 3.250 : §.750 5,500 l 5.500 4.750
30 S Iedia ... 3100 7.500 5250 | 5.250 4.600
32°S China .....| 3.325 — | s | 560 4.500
40 5 China ..... ,l 3.950 11.000 | 6.700 ‘ €.600 5.500
40 8 India .......0 3.730 ) 12.000 ‘I 6.000 ‘ 5.900 5.160
402 China ... 4.235 12.000 6.000 ' £.500 6.000
42/2 China { 4300 ‘ — o750 i 7.250 6.100
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Lampiran No. 7,

Fl1Z

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran
« atas pertanjeaan No.  123A, 125A dan  128A.

INDEX HARGA? BARANG: IMPORT DIPASAR BEBAS

(15 September 1949 = 100}
Tawbahan mengenai Djakarta sadja.

Nama barang i : . - l
‘ 15 Djan. T 15 Pebr. © 15 Marer| [5 April 15 Mei | 15 Djuni | 15 Djuli
4 | 1

I
| |

|
TEPUNG TERIGU ............ I 106.5 08— ]OS»*'{ 113.4 ! 123.3 ; 134, — 100.6

i
!
i
|
I
|

107.1 ‘ 114.3

|
SUSU KENTAL cooverne L1312 140.8 1468 12350 247, 253,— 246.6
{gecond. melk) i ‘ : i
POPLINE .....ooooovovoereene e ns2 o MO 77 | 193 165~ 99.5
{buatan Amerika dua kali lebar; ‘ ‘ ‘ i =
DRIL PUTTH oo | 678 | 67.5 §4.2 547 | 881 02, — 57.6
{kwaliteit sedang) | ‘ ‘ ! ( '
BENANG DJAHIT ..o | 1081 \ 107.9 | 107.9 ‘ 19— 119, — 119, 120.2
; I "
KOREK APT .o, l 873 86.6 | 8§73 | 1195 ' 1255 124~ 117.~
TANDPASIA oo |3 ’ 736 | 763 | 986 066 109~ 99.7
ASPRO \ 100.— 1 100 100~ w20 \ 20 20—
' | 1333 sl 1ws

PAKLL 1 1114 i 108.6

]







Lampiran No. 9.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Perburuhan
atas pertanjaan No. 159

216

Salinan.
SURAT EDARAN.
No.  : Aa418/168.
Hal : V.E.DA, Jegjakarta, 15 Maret 1950.

Lampiran: 1 (satu).

Kepada

Jth. Kepala Kantor Perwakilan
Djawatan Penempatan Tenaga
Seluruk daerah Republik [ndonesia,

Merdekal

Berhubungan dengan permintaan V.E.D.A. (Vrije Emigratie
D.P.V. Avros) jaitu suatu organisasi partikelir jang bertugas
mentjari tenaga kerdja untuk perkebunan di Sumatera Timur,
agar mereka dapat bekerdja kembali, maka untuk sementara
kami atas nama Menteri Perburuhan memberi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1.

Pengerahan tenaga (werven) dalam arti, bahwa
V.E.D.A. akan mentjari atau menjuruh mentjari tenaga
kerdja dengan berhubungan langsung dengan rakjat atau
Pamong Pradja sendiri tidak diperbolehkan,

V.ED.A. haruslah mengadjukan permintaan tenaga
kerdja dengan disertai keterangan-keterangan tentang
sjarat-sjarat kerdja jang sesungguhnja kepada Kepala
Djawatan Penempatan Tenaga, jang akan melandjutkan
permintaan itu kepada Kantor-kantor perwakilan didae-
rah-daerah jang dipandang tepat dari sudut politik
penempatan tenaga.

Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga jang
bersangkutan segera akan mengadakan perundingan
dengan Kepala Daerah, dimana sebaik-baiknja dari sudut
politik penempatan akan dapat diminta tenaga untuk
keperluan V.E.D.A. itu.

Selandjutnja  Kantor Perwakilan Djawatan Tenaga
Daerah jang bersangkutan akan mengeluarkan peng-
umuman dengan tulisan atau lisan kepada rakjat jang
bersangkutan agar rakjat dapat mengetahui dan memper-
timbangkan permintaan tenaga itu. Dalam pada itu



eibubung dengan it
atan Pe‘t;emmtaxx eilag:
djibkan mengadakan p
a Dijawatan Penempati
n-tindakaz term.




»

2. ldem, pasal 4. . Pekerdja itu mesti berkelakuan
baik”. Lain-lainnja ditjoret.

3. .ldem, pasal 7. . Sesudah diperiksa oleh dokter,
maka dengan disaksikan ‘Kepala Perwakilan Dja-
watan Penempatan Tenaga Daerah atau wakilnja,
dibuatnja surat perdjandjian jang ditanda-tangani
cleh tialon pekerdja, untuk lamanja 3 tahun
disalah satu perkebunan di  Negara Sumatera
Timur. Dijika isterinja pekerdja beckehendak pula
bekerdja sebagai pekerdja bersama-sama dengan
suaminja, maka ia membubuhi tanda-tangannja.

b. ,C. Perdjandjian Pekerdja, pasal 13",

. Pekerdja tidak akan dipisabkan dari keluarganja”.
Lain-lainnja ditjoret.

c. ,JIdem E, pasal 18", Djam bekerdja setinggi-tingginja
& djam sehari’. Lain-lainnja ditjoret, kemudian ditam-
bah: | Djika tak ada persediaan tanzh diganti vang
sehari, lelaki f 0.0773, perempuan f 0.062, anak-anak
f 0.0485 | Dalam sebulan pekerdja mendapat 4 hari
untuk istirahat. Dengan ketentuan-ketentuan diatas
kami telah mengizinkan kepada V.E.D.A. untuk
membuka kantor-kantornja didaerah-daerah Banjumas,
Kedu dan Semarang.

8. Kemudian maka kami serahkan kepada saudara-saudara
untuk bertindak sesuai dengan keadaan-keadaan didaerah-
daerah dan selalu memberi laporan kepada kami.

Kementerian Perburuhan R.L
Dijawatan Penempatan Tenaga
Kantor Pusat:

Kepala,
SOETOMOC.

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi,
Kementerian Perburuhan R.L,

R. SOERIODIPOETRO.
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Lampiran Ne. 11.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

DAFTAR BANJAKNJA ABC KURSUS SELAMA

Daerah Dian. Pebr. Mrt. April Mei Djuni

I. Baadjar.

a. Hulu Surgei ...... 503 634 632 728 617 501
b. Bandjarmasin ... 70 124 168 234 236 316
II. Dajak Besar ... 77 107 1&6 225 280 314
III. Borneo Tenggara ... I8 19 23 23 i& 14
IV, Kota Waringin ...... _— — - — —_ —
Djumlah semua ...... 769 854 1.009 1.210 1,151 1.145

Lampiran No. 12,

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan.
Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.
DAFTAR BANJAKNIA KURSUS JANG DINAMAIL
selama Dijanuari 1948

Daerak Djan. Pebr. Mrt. Apr, Mei Djuni
I Bandjar.
a. Hulu Sungei ...... — — — — —_ —
b. Bandiarmasin .... — — — — — —

II. Dajak Besar.

III. Borneo Tenggara .... —_ — — —_ — —_
IV. Kota Waringin ....... —_ — — — — —_
Djumlah semua...... — —_ —_ — o _
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Lampiran No. 13,

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No, 171d.

PENGIRIMAN ALAT2 PBEF.

A) Mei 1950,

2) 1. Kalimantan Barat (Pontianak) .................. 36,000 Luku? perpustakaan
2. Kalimantan Tirur {Samerinda) ... 36000, "
3. Kalimantan Seclatan {Bandiarmasin) ............ 36,000 ., "
4. Sumatera-Selatan (Palembang) ... 36000 "
5. Bangka Belitung (Riau P. Pinang) ............ 38000 "
6. Tandjung Pandan ........ A SRt AN/ 36000, "

216.000 buku? perpustakaan

b) Kota Radja Byku Edja Buku penuntum

1. Kaota Radja oo 3.000

2. Sikelga o [ &00

3. Padang oo 3.000

4. Teluk Botund oo 1.200

50 Djambi 1.2G0

6, Bengkulen i 1000
AC0.000 1000

7. Scmarang Bah. Djawa Bah. Djawa
100.000 5000

¢ 1. Sumaiera Timar

e s ) 4.002 12 perpustaka:
Dengan surat tg. 43-3¢ No. 420/L. 4a : ?5560 )L;qul_lahp rpustakaan
{#65.000 Terus dan Tjepat
Dengan surat No. 407/L. 4a wl 2,5-1950 5.000 Indon. Membatja (Edja)
3 1.000 Penuntun
- t o pan b 2230 Koran
Surat 30/5-50 No. 2 e,
arat L ¢ 5000 Idjazah P.HB.
2. Kupang;/Timor N
e e o 5.008) Edjaan
Dengan surat 30/5-'50 Ne. G Y5000 Edj
engan surat 30/5-50 Ne, 5451, 4a...... / 250 Penuntun
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Lampiran No. 14.

Berkenaan dengan

Dijawaban

Menteri

Pendidikan,

Pengadjaran dan Kebudajsan atas pertanjaan No, 171d.

PENGIRIMAN SURAT KABAR POIYL I2ALAM BULAN MARET 1950.

Mata Terang

Iata Tegas

Mata Teqgas

. . thata Terang .
Dikirimkan kepade Muta Dunia |- = Djumlat
Hem Lo h ] Laki® No. 4 [Wanita No. 4iLaki? Ne. 4 (Wanita No. 4 jean
1. Sabhang oeeieoiieeeeeenei 200 200 200 200 200 1.000
2. Medan oo 100 100 100 100 100 500
3. Pangkal-Pinang ............ 1.000 1.020 1.000 1.000 1.000 5.000
4, Samurinda . 4.000 4.000 4.600 4.000 4.000 20.000
5. Bandjurmasin ... 6,000 6.000 6.000 6.600 6.000 30.000
6. Palembang o 5,500 5.500 5.500 5500 5.005 27.000
7. Djawatan Peng. Dialkarta 1.005 1.005 1.005 1.005 1.004 5023
% Kantor PBIL ... 2,150 2.150 2.150 2150 2.150 11.150
9. Penerangan (R.V.D.) 2 2 2 2 2 10
10. Lain? ...l 26 26 26 26 26 130
Djumlah .......... 19.083 J0.083 20.083 20,083 200,083 100,315
Iarga ............. fooL7e845 F 180670 F 180670 f LB06,70  F 1.80670 f 9.025.725

Harga tiap” lembar 0.09.
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
a3
54
35
56
57

29-3-49
30-3-49
31-3-49
1-4-49
3-4-40
4-4.49
5-4-49
6-4-49
14/18-4-49
7 hari -
8-6-49
§-6-40
10-6-49
10-6-49
14-6-49
16-6-49
24-10-49
25-10-49
26-10-49
26-10-49
27-10-49
6.5-49
(-5-49
10-5-49
10-5-49
12-5-4%
12-5.49
17-5-46
17-5-49

Bale Kukup
Sangkulirang
Sangkulirang
Bentang
Tenggarong
Samarinda T
Samarinda 11
Samarinda TII
Fxeell. Hall
Chung Hwa Theater
Pendjaringan
Pendjaringan
Pendjaringan
Pendjaringan
Tg. Priok
Tg. Priok
Pulav Braijun
Bindjei

Ty. Pura
Tg. Pura
Stabat
Matraman
Czambir
Matraman
Gambi,
Matraman
Matraman
Gambir

Gambir

Kalimantan Barat
idem.
Distr. Fed.
Distr, Fed.
Distr. Fed.
Distr. Fed.
idem.
idem,
idem
Sum. Timur
idem.
idem.
idem.
Distr. Fed.
idem.
idem,
idem.
idem.
idem,
idem.
idem

+

o or

N o o

A

700
2.000
2.500

600
2.500
3.000
5.000
5.060
5.000

4.000

5.000
5.000
12.000
12.000
6.000

4.000
12.000
10.000
10.000
2.000
10.000
7.000

= 10.000







P.P. dan K.

AHEM ERNINGPRADIA
Dalam Negeri;

Kemakmuran;

BACHMID, A.S.

Kemakmuran;
Sosial;

Perburuhan:

BASRI

Kehakiman;

Perburuhan:

DIAPARI Dr D.5.
Agama;

DIASWADI SOEPRAPTO

Perdana Menteri;

Luar Negeri;

Kcmakmuran;
.
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128

127
149
164

110
163

183

&1
89

118

Tentang hasil pekerdjaan Djawatan Re-
budajaan.
Tentang scal derma siswa.

Tentang masalah milik asing dan tanah
erfpacht jang telah didjadikan kampung
oleh rakjat.
Tentang A. peailaian kembali dan izin

penaikan harga;

B. kopralonds;

C. Nirub:

D. distribusi textiel bagi buruh
perkebunan:

E. masalah milik asing dan
tanzh erfpacht jang telah
didjadikan  kampung olch
ralgat.

Tentang pembaharuan peratyran distri-
busi.

Tentang usaha meringankan beban ke-
luarga orang jang ditawan.

Tentang pendjudian dikalangan kaum
Luruh,

Tentang pembebasan tawanan politik
H. Abdullah Zen,

Tentang A. pelanggaran perdjandjian

kerdia;
B. Undang-undang perburuhan,

Tentang berita adanja Qur-'an palsu dari
Van der Plas.

Tentang djumlah pegawai Belanda jang
bekerdia sebagail adwviseur.

Tentang djumlah pegawai Belanda jang
dioper oleh RIS, dalam dinas lnar
negeri, tentang memperketjil djumlah dan
mempertinggi  kwaliteit pegawai ambas-
sade diluar negeri.

Tentang bantuan kepada pers nasional
dengan mesin tjetak.






HASAN BASRI

Kemakmuran; 127

Sosial; 146

Perburuhan; 1ed
HiDAJAT

Kehakiman; 102
IBNOETAD]I PRAWIRO.
SOEDIRDJO

Perdana Menteri; 86

P.P. dan K.; 168

P.P. dan K. 172
IBRAHIM SEDAR

Pertahanan: g1

Dalam Negeri; a8

Kehakiman; 108

IWA KUSUMASUMANTRI, Mt

Kehakiman; 104

Sosial; 147
KOESNAN

Perdana Menteri; 7

Perdana Menteri; 79

Perdana Menteri; 30

Keuangan; 144

-,
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Tentang pembaharuan peraturan distri-
busi,

Tentang usaha meringankan beban ke-
luarga orang jang ditawan.

Tentany pendjudian  dikalangan kaum
buruh.

Tentang perkara pembunuhan 27 tawanan

oleh Rongkes di Kendal,

Tentang pembagian pekerdiaan Pemerin-
tah Pusat dan daerah.
Tentang A, penampungan peladjar pe-

djuang;

B. permusjawaratan pendidikan
seluruh Indonesia  untuk
menentukan  sistim  peng-
adjaran,

Tentang persamaan sistim pengadjaran
buat selurub Indonesia.

Tentang berlakunja Undang-undang ba-
haja dan bahaja perang.
Tentang pengangkatan kembali
Kotawaringin.

Tentang perlakunja Undang-undang ke-
adaan bahaja dan bahaja perang.

Sultan

Tentang pembuatan Undang-undang da-
rurat.
Tentang penggunaan rumah dielite buurt.

Teuntang pembajaran gadji jang tak lan-
tjar.

Tentang peraturan gadji baru.

Tentang kaum non jang belum dipeker-
diakan dan djam kerdja.

Tentang pembajaran gadji pegawai jang
tak lantjar,






MUSTAPHA
Kehakiman:

Kemakmuran;
Perburuhan:

NGADIMAN HARDJO-
SOEBROTO

Perdana Menteri;

Luar Negeri;

Kemakmuran;

Keuangan;

PERIS PARDEDE

Perhubungan., Tenaga dan
Pekerdjaan Umum;
Perburuhan;

RASIID SUTAN RADJA
EMAS

Perdana Menteri;

Keuangan;

RONDONUWU, O.

Perdana Menteri;
Dalam Negeri;

SATOSO HARSONO

Kemakmuran;
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154
163

78
79

80
144

.7

ad
100

113

Tentang  penangkapan
smokkel di Sialang Buah.
Tentang sistim idjon di Sumatera Selatan,
Tentang kerdja anak-anak.

Tentang pelanggaran perdjandiian kerdja
dan Undang-undang perburuhan.

atas  barang

Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari
Amerika Serikat dan pindjaman 200 djuta
rupiah dari Belanda.

Tentang konperensi Baguio dan hubungan
dengan Rusia dan R.R.T,

Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari
Aumerika Serikat dan pindjaman 200 djuta
rupiah dari Belanda.

Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari
Amerika Serikat dan 200 djuta rupiah
dari Befanda.

Tentang sensur terhadap lektur dari luar
negeri,
Tentang A. pelanggaran
kerdja;
B. Undang-undang perburchan,

perdjandjian

Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.
Tentang peraturan gadji baru.

Tentang kaum non jang belum dipeker-
djakan,

Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar,

Tentang reorganisasi kepolisian.
Tentang reorganisasi kepolisian.

Tentang penrimbunan barang berhubung
dengan peraturan keuangan dan deviezen.






SOERJANINGPRODJO

Keuangan;

SOEWARTI, Nona

Kehakiman;
Perburuhan;

TAN BUN AAN, Ir
Kemakmuran;
Keuangan;

TAUCHID, MOHAMAD
Dalam Negeri;

Kemakmuran;

Keuangan;
Perburuhan:
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138
144

106
163

122

136
141

96

112

113

117
140
158

Tentang pembiajaan perabotan rumah-
tangga bagi pembesar militer,
Pembajaran gadji jang tidak lantjar,

Tentang penahanan Salawati Daud.
Tentang A. pelanggaran perdiandjian
kerdja,
B. Undang-undang perburuhan.

Tentang politik ckonomi Pemerintah, ber-
kenaan dengan deviezen regiem, sanering
uang dan scal penilaian kembali,

Tentang sanering vang jang oertentangan
dengan penilaian kembali.

Tentang wvrije winst belasting.

Tentang A. pembelian kembali tanah

partikelir oleh Pemerintah;

B. pemakaian tanah bekas on-

derneming oleh rakjat;

. tjampur tangan Pemerintah
dalam soal persewaan tanah
rakjat;

. tanah-tanah bekas lapangan
terbang Dijepang;

. pembelian  kembali tanah

partikelir oleh Pemerintah;

. pemakaian tanah bekas on-
derneming oleh rakjat:

. tjampur tangan Pemerintah
dalam scal persewaan tanah
rakjat;

. tanah-tanah bekas lapangan
terbang Djepang.

. rantjangan Pemerintah me-
ngenai transmigrasi;

B. penggunaan uang pindjaman
luar negeri guna pem-
bangunan masjarakat;

C. perluasan distribust sampai
kedesa®,

Tentang export lada dari Lampong.

Tentang penaikan padjak bumi,

Tentang rentiana transmigrasi,

O

Tentang

0® o» g

= O

Tentang



TRENGGONO SOEPALI
: OWO, De.




Perburuhan;

Agama;

YAP TJWAN BING, Drs

Kehakiman;

ZAINAL ARIDIN ACHMAD
Keuangan;
P.P. dan K.

.
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163 Tentang A,
B.

165 Tentang A.

B
C.

pelanggaran perdjandjian
kerdja;

Undang-undang perburuhan.
Komisi penindjauan

W T
. djumlah pengangguran:

usaha memberantas  peng-
angguran;

. penglepasan burull dengan

serta-merta  oleh  paberik
batik Euw Kiem dan Lie
Tiaw,

185 Tentang djumlah orang jang akan naiir
hadii dan Panitia Hadji.

103 Tentang artikel 161. 207 dan 208 dalam

KALFLP.

13 Tentang penaikan harga buku.

169  Tentang penaikan harga buku.






Q.

cbat-obatan, penimbunan —, 131,
onderneming, tanah-tanah

96. 11Z;

175

bekas —.

P,

Pantja-Sila, 175;

padjalk bumi, kenaikan —, 140;

pembunuban 27 tewanan di Kendal,
102;

pemogekan, 93, 157;

pemulihan hak, 96, 112;

pemuliban tenaga pedjuang kemasja-

rakat, 148:

penangkaparn. Salawati
H, Abdullah Zen, 110;

pengawal perkebunan, 97;

perkawinan, Undang- undang 18.4

pertahanan, politik —, 77

pers, bantuan kepada —, 119, 181;

pengadjaran, sistim ~—;

pindjaman, dari Amerika, 76, 124, 137;
— dari Belanda, 76, 124, 137;

Daud, 106

* Plas, Van der — Qur'an palsu, 183;

penjelundupan 126, 153, 125, 143;
perguruan partikelir, 167 A;
pengangguran, pembantrasan —, 106585
perumahan pegawai, 147;

persewaan tanah rakjat, 96C, 112C;

ptrbasangka bangsa, 111, 132
R.

randjau Jaut di Kalimantan Tenggara,
152

238

rasdiskriminasi. 111, 132,
rasionalisasi, 84;

rearganisasi fepolisian, 87, 100;
rumal sakit partikelir, 180;

Rongkes, perkara — 102;
S,

Salawati Daud, penangkapan —, 106:

sanering uang, 125, 130, 133, 136

sekolah, 166, 167, 168&;

sensur atas lektur luar negeri? 134;

Sialang Buah, perkara smokkel —.
105;

sistim pengadjaran, 166, 168, 172, 175;

T,

tanah partikelir, pembelian kembali —,
a6, 112;

tanalh bekas onderneming 96, 112;

tawanan pelitik, 101, 107;

transmigrasi, 113, 158, 159;

u,

nang, sanering ~—, 125, 130, 133, 136;
Lindang-undang,

— darurat, 104: — perkawinan, 184;
Kitab Hukum Pidana, 103;

~ dan purbasangka bangsa, 111;

W.

Wervingsordonnantie, 159;
Westerling, 83,
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